Judul SOP Biro Perekonomian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No Judul SOP Keterangan
1 |Penanganan Surat Masuk Disepakati
2 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro Disepakati
3 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Asisten (Asisten I, II, dan II) Disepakati
4 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Sekretaris Daerah Disepakati
5 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Wakil Gubernur Disepakati

| 6 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Gubernur Disepakati
7 |Penyusunan Konsep Naskah Dinas Dlsepakan
8 |Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra stepakatl
9 |Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan RENJA Disepakati

10 |Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disepakati
11 |Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disepakati
12 |Persiapan dan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Disepakati
13 |Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKJIP Disepakati
14 |Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Disepakati
15 [Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS Disepakati

| 16 [Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala PNS Disepakati

17 |Pembuatan Usulan Cuti PNS Disepakati
18 |Pembuatan Usulan Pensiun _Disepakati
19 |Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS Disepakati

20 |Pembuatan Usulan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) Disepakati

21 [Pembuatan Usulan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) Disepakati

22 |Pengelolaan Kearsipan Biro Disepakati

23 |Pengelolaan Barang dan Aset Disepakati

24 |Pembuatan Usulan Perjalanan Dinas Disepakati

25 |Penyusunan Laporan Budaya Kerja Disepakati

26 |Penyusunan Laporan dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Disepakati

27 |Pelaksanaan Entri laporan SIRA Disepakati

28 |Penyusunan Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Disepakati

29 |Pengolah Data dan Informasi Disepakati

30 |Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja Disepakati

31 |Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Disepakati

32 |Pelaksanaan Evaluasi Dokumen SOP Biro Disepakati

33 |Penanganan Unit Pengendalian Gratifikasi Disepakati

34 |Layanan Pengaduan Whistle Blowing System (WBS) Disepakati

35 |PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN Disepakati

36 [Pelaksanaan High Level Meeting/Rapat Koordinasi/Konsinyering/FGD Disepakati

37 |Penyusunan Rencana Kerja Bagian Kebijakan Perekonomian Disepakati




38 |Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Disepakati
39 |Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Gubernur Disepakati
40 |Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Sekretaris Daerah Disepakati
41 |Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan Disepakati
42 |Penyusunan Rencana Kerja Bagian Kebijakan Perekonomian Disepakati
43 [Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Mikro Disepakati
44 |Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Gubernur Disepakati
45 [Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Sekretaris Daerah Disepakati
46 |Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan Disepakati
47 |Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Disepakati
48 |Pelaksanaan Kegiatan Rakor / FGD Disepakati
49 |Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Disepakati
50 |Penyusunan Konsep Naskah Dinas Disepakati
51 |Persiapan Focus Group Discussion Disepakati
52 |Pelaksanaan Focus Group Discussion Disepakati
53 |Persiapan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan di Kabupaten/Kota Disepakati
54 |Perumusan Kebijakan Disepakati
55 |[RAPAT KOORDINASI DIRJEN EBTKE Disepakati
56 |PEMBINAAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Disepakati
57 |Pelaporan Disepakati
58 [PELAYANAN ADMINISTRASI Disepakati
59 |Rencana Bisnis BUMD dilingkungan Pemprov. Kaltim Disepakati
60 |Pengajuan RKAP BUMD di lingkungan Pemprov. Kaltim untuk mendapat Persetujuan Gubernur selaku KPM/RUPS. Disepakati
61 |Prosedur Kerja Sama BUMD dengan Mitra Usaha. Disepakati
62 |Pelaporan dan Evaluasi BUMD Pemprov. Kaltim Disepakati
63 |Pengajuan Laporan Tahunan BUMD di lingkungan Pemprov. Kaltim untuk mendapat Persetujuan/Pengesahan Gubernur selaku KPM/RUPS. | Disepakati
64 |Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Perumda Kab/Kota se Kalimantan Timur Disepakati
65 |Pelayanan Administrasi Disepakati
66 |Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD kegiatan BLUD Disepakati
67 |Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengelolaan BLUD Disepakati
68 |Alur Penandatanganan Penyusunan Keputusan Gubernur Disepakati
69 [Pelayanan Administrasi BLUD Disepakati
70 |Sosialisasi Kebijakan BLUD Disepakati




Nomor SOP 065/350/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mel 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Bjro Perekonomian,
/ .
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penanganan Surat Masuk
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

Provinsi Kalimantan Timur,

2. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

1. Memahami peraturan terkat,
2. Memahami lugas dan fungsi.
3. Mampu menelaah surat.

JPeralatam'padmgkapan

Keterkaitan

1. Kompuler

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4. Scanner
|Feringatan [Pencatatan dan pendataan

pendistribusian sural.

Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan dengan balk, maka akan menghambat proses tindak lanjut/]-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
" Urstan hagisten Pengadministrasi | Kasubag Tata Pt
Perkant i Kepala Biro Kelengkapan | Waktu Output
Mencatat nomor, tanggal, perihal surat pada buku agenda/aplikasi surat masuk, buku agenda/aplikasi| 5 naskal cnas
1. : ; masuk, lembar
dan menambahkan lembar disposisi pada lembar surat masuk. surat masuk menit disposisi
v i
Membubuhkan paraf pada lembar disposisi dan selanjutnya menyerahkan naskah | naskah dinas masuk, . HERSA
2. o . | 5menit|  masuk, lembar
dinas masuk beserta lembar disposisi kepada Kepala Biro. lembar disposisi disposisi
¥
3 Memberikan arahan/perintah pada lembar disposisi sebagai tindak lanjut terhadap ]_I | naskah dinas masuk,| 10 naskah dinas
" |surat masuk. lembar disposisi | menit | masuk, disposisi
r
4 Memerintahkan Pengadministrasi Perkantoran untuk menindaklanjuti surat masuk ll_ | naskah dinas masuk,| 10 naskah dinas
" |sesuai disposisi Kepala Biro. disposisi menit | masuk, disposisi
v
5 Menyimpan surat masuk atau mendistribusikan surat kepada bagian-bagian | ) naskah dinas masuk,| 5 naskah dinas
" |sesuai disposisi Kepala Biro. disposisi menit | masuk, disposisi




Nomor SOP 065/351/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2025

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

g
%‘\{
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM

BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
P Y i i
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP oo e
epala Biro
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan tentang Kearsipan 1. Memanami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 3. Mampu menelaah surat.
Provinsi Kalimantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
rPerfngatan [Pencatatan dan pendataan

- Apabila pejabat yang berwenang tidak berada di tempat, maka harus ada pejabat pengganti (Pih /PIL) - Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Kasubbag | Pengadministrasi | Kasubba
g9 Kabag Wakt
Tata Usaha Perk Terkai Terkait Kepala Biro | Caraka Kelengkapan u Output
Membaca isi konsep naskah dinas, kemudian
menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk konsep naskah — konsep
" |memproses penandatanganan konsep naskah dinas naskah dinas
dinas. i . eeeas o
konsep naskah
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada dinas, buku 5 menit konsep
" |Kasubbag terkait untuk mendapatkan paraf. kontrol naskah dinas
penandatanganan
"|Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, | ! | -
kemudian menyerahkan kepada [ konsep naskah 5 menit | KONseP
" |Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses dinas naskah dinas
_ {lebih fanjut. . o S -
k] konsep naskah
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada | = dinas, buku o konsep
" |Kabag terkait untuk mendapatkan paraf. kontrol naskah dinas
penandatanganan
|Membubuhkan paraf pada konsép naskah dinas, - + B B
kemudian menyerahkan kepada | I konsep naskah 5 menit konsep
" |Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses dinas naskah dinas
lebih lanjut. . - B L
+ konsep naskah
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada 1 dinas, buku g konsep
" |Kepala Biro untuk mendapatkan tanda tangan. L.I kontrol G et naskah dinas
penandatanganan
'|Membubuhkan landa_tafaan pada konsep N i - 1 |
naskah dinas, kemudian menyerahkan kepada — konsep naskah ' )
' |Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses |j dinas bimank. | neskan Gnas
__{lebih lanjut. i
Menuliskan nomor, tanggal, membubuhkan {
stempel, dan mengarsipkan naskah dinas serta 1 naskah dinas, ) :
* |menyampaikan copy naskah dinas yang telah Ll buku agenda S | Haevals s
ditandatangani kepada Bagian yang membuat.
A
; Mgnyampalkan naskah dinas kepada alamat ( ) naskah dma§, 15 menit | tanda terima
tujuan surat. buku tanda terima

55




|Nomor SOP 065/352/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2028

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~ MV
Al

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP P

Asisten

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah

1. Memahami peraturan terkait,
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu menelaah surat.

Keterkaitan r5«rt|amam!ptaritarlglmj:uan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1, Komputer
2. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4, Scanner
'F'arlngatan Pencatatan dan pendataan

proses pendistribusian surat

- Apabila SOP Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangan Kepala Biro tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat{-

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Wo rxime Kaghstan Pengadministrasi| Kasubbag | Kabag Asisten Ket
Waktu
Kasubbag TU Perkant Terkait Terkait Kepala Biro Terkait Kelenghapan Qutput
Membaca sl konsep naskah dinas, kemudian menugaskan K
1. |Pengadministrasi Perkantoran untuk memproses (;) konsep naskah dinas 5 menit h dlinas
penandatanganan konsep naskah dinas.
7 Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kasubbag terkait| I ] konsep naskah dinas, buku 5 menit konsep
" luntuk mendapatkan paraf, kontral penandatanganan naskah dinas
IMembubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, kemudian r-‘ konsep
3 yerahb kepada Pengadministrasi Perkanforan  untuk konsep naskah dinas 5 menit naskcah dinis
diproses lebih lanjut.
4 Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kabag terkail untuk | :LI konsep naskah dinas, buku 5 menit konsep
" |mendapatkan paraf, kontrol penandatanganan naskah dinas
Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, kemudian i —
5. |menyershkan kepada Pengadminisirasi Perkanioran unfuk 1 I konsep naskah dinas 5 menit ieakak dinaa
diproses lebih lanjut.
A
6 Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kepala Biro untuk| E_I konsep naskah dinas, buku & manil konsep
" |mendapatkan paraf. kontrol penandatanganan naskah dinas
Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, kemudian — Konsep
7. |menyerahkan kepada Pengadministrasi Perkantoran untuk| |j konsep naskah dinas 5 menit Ak e
diproses lebih lanjut.
Jika konsep naskah dinas
[_I dikembalikan oleh Asisten
8 Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Asisten terkait untuk E | konsep naskah dinas, buku 5 meni konsep | terkait untuk diperbaiki, maka
" |mendapatkan tanda langan. kontrol penandatanganan naskah dinas kemball kepada SOP
Pengajuan Konsep Naskah
Dinas
&




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan Pengadministrasi| Kasubbag | Kabag Asisten
Kepala Kelengkapan Waktu Output
Reating 10 Perkantoran Terkait Terkait Biro | teriait b
@)
Memeriksa konsep naskah dinas. Jika setuju, membubuhkan
tanda tangan pada konsep naskah dinas, kemudian menyerahkan
9, “W PsngaFIministrasi P"”‘““‘“’.a“ pk ppaes hh"? Ianjut_ konsep naskah dinas 10 menit naskah dinas
Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro untuk
diperbaiki,
Menuliskan nomor, tanggal, membubuhkan stempel, dan — ) . .
10.|mengarsipkan naskah dinas serta menyampalkan copy naskah| | I |naskah dinas, buku agenda 5 menit naskah dinas
dinas yang telah ditandatangani kepada Baglan yang membuat.
( ) naskah dinas, buku tanda 30 menil feinia

11, |Menyampaikan naskah dinas kepada alamat tujuan surat

ternima

85




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/353/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
.—-.r“'r/

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
fNIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Penanganan Surat Keluar Yang ditandatangani

Nons S0 Sekretaris Daerah

[Dasar Hukum

Kualifikas! pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

1. Memahami peraturan ferkait.
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2 SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
FPe_ringatan Pencatatan dan pendataan

proses pendistribusian surat

- Apabila SOP Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat|-

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




Pelghsana Muly Baku
Ho Urslon Kogistan Kasubbag |Pengadministrasi| , %49 | cghag pembuat Asisten Kat
Pembuat Naskah s Kepala Sekda Caraka Kelengkapan Waktu Output
W | Perkantoran = Naskah Dinas BIO|  rorkait
g konsep naskah dinas,
memerintahkan Pengadministrasi Perkanioran untuk :l. kansep naskah & mani konsep naskah
memproses  penandatanganan  konsap  nasksh dinas dinas
dinas.
honsep naskah
Menyampaikan konsep naskah dinas  kepada Q_ Sints, bk kool — kons::_) naskah
Kasubbag untuk mendapatkan paral o s nas
Mammbbulicin: pira! pisla korsep mm. um: konsep naskah & menit kansep naskah
kemud y hepada Peng asi dinas dinas
Perkantoran untuk diproses labih lanjul
1 karisep naskah
{Manyampaikan konsep naskah dinas kepada Kabag E_l dinas; bk honttt] 5 ment m:::‘::lkih
untuk mendapatian paral. para e
Membubuhkan paral pada konsep num_ cunas: o - Konsep naskah
etk hien pads. Harg dinas : dinas
Perkantoran uniuk diproses isbib lanjul
konsep naskah
Menyamgaikan konsep naskah dinas kepada dinas, buku kontral % o humd:‘nmw
Kepala Biro uniuk mendapatkan paral penandatanganan iz
e = = (B AR P SR N L | | —
M i porsf, phon konkso NERRE) ulnas konsep naskah 5 menit konsep naskah
ki ¥ kepada Peng dinas dinas
Parkanipran untuk diproses lebih lanjut
| (== == S ERES—— T ] e
Jika konsep naskah
dinas dikembalikan
oleh Agisten leckait
1 konsep naskah e
Manmﬂk:an konsep naskah dinas  kepada) El—l dines. buki kontol 5 menit l:uvw:;;mn umm
Asisten lerkait untuk mendapatkan Paral PR ah oot
Pengajuan Konsep
Naskah Dinas




Pelaksana Mutu Baku
No Ursian Kegiatan ) R Kasubbag | oo oot Asisten Wi e
T | Perantoran | POTRNESKAN oo oinas | "PHEC) e Goide |||, Coreky, | - Kelnglapen Dput
&
Memanksa konsep nasksh dinas. Jka seluju|
membubuhkan paral pada konsep naskah dinas,
: y kepada Peng
o |Perkantoran untuk digroses lebih lanjut. Jika fidak ““”"dln::"“" 10 ment “‘”dln:sm
sefuju, maka mengembalikan kepadaj
P i Perk untuk h
kepada Kepals Buro untuk diperbaiki
Jika konsep naskah
dinas dikembalikan
olsh Sekretaris
1o [Menvampaitan naskah dinas kepada Sekretas — s et | 5 meni | *omepnaséah | Daerah unk
Diserah untuk mendapatian tanda tangan - dinas diperbaiki, maka
PATATELn kembai kapada SOP
Pengajuan Konsep
Mamenksa konsep naskah dinas Jka setuju,
membubshkan landa tangan pada kongep naskah|
dings,  kemudian  menyarahkan kepada) -
1. |Pengadministasi Perkantoran untuk diproses lebin <> oraep askah | 10 menit | naskah dnes
lanjul Jiks ticdak setuju, maka mengembalikan
kepada Pengadministasl  Perkanioran  uniuk
disarahkan kspada Kapala Biro untuk diparbaiii
Menuliskan nomor, tanggal, membubuhkan stempel,
dan  mengarsipkan  naskah  dinas  serta E_! naskah dinas, buku
L menyampakan copy naskah dinas yang telsh agenda Smenk | vk oines
ditandatangani kepada Bagian yang membual
{Metyampathan naskah dinas kepada alamat tujuan naskah dinas, buky 3
13 gt taridé tacime 30 menit | tanda ferima




Nomor SOP |085/354/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
f
[ WY
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP e R ey e

Gubernur

ii_)lnr Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tenlang Kearsipan

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

2. Memaham tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat.

1. Memahami peraturan terkait.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4 Scanner
'ien‘ngatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro tidak dilaksanakan dengan bak, maka akan menghambat
proses pendistribusian surat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
|Noj Uraian Kegiatan n.mng Pengadministrasi P""’“'l ¢ | Kepala | Asisten | o .| Wakil Waki: | Outonk Ket.
TU Perkantoran Naskah Dina: Biro | Terkait Gubernur i s
E: konsep naskah konsep
8 nl‘nl'l.;szrrl:;ailr‘an :nafskah dinas kepada Sekretaris Daerah untuk s ks kookol| B menit'| daskeh
Al gt penandatanganan dinas
|Memeriksa konsep naskah dinas. Jika setuju, membubuhkan paraf| Jika konsep naskah
pada konsep naskah dinas, kemudian menyerahkan kepada . konsap dinas dikembalikan cleh
o [Pengadminisirasi Perkantoran uniuk diproses lebih lanjut. Jika N konsepnaskan | .o | oo | Sekretaris Daerah uniuk
tidak setuju, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi dinas dinas diperbaiki, maka kembali|
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro untuk kepada SOP Pengajuan
diperbaiki. Konsep Naskah Dinas
I:—I ki askah ki
Menyampaikan naskah dinas kepada Wakil Gubernur untuk ad slagnitiy L | -
10 Bt tade i dinas, buku kontrol | 5 menit | naskah
L e penandalanganan dinas
Memenksa konsep naskah dinas. Jika setuju, membubuhkan Jika konsep naskah
tanda tangan pada konsep naskah dinas, kemudian menyerahkan <> Konsep dinas dikembalikan oleh
11 kepada Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses lebih lanjut. konsep naskah o] et g Gubernur untuk
Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Pengadminisirasi dinas dinas diperbaiki, maka kembali
Perkantoran uniuk diserahkan kepada Kepala Biro untuk kepada SOP Pengajuan
diperbaiki. Konsep Maskah Dinas
Menuliskan nomor, tanggal, membubuhkan stempel, dan T —— konsep
12|mengarsipkan naskah dinas serla menyampaikan copy naskah d::mas 5 menit | naskah
dinas yang telah ditandatangani kepada Bagian yang membuat, dinas
13 i i naskah dinas, buku . | tanda
; Menyampaikan naskah dinas kepada alamat tujuan surat. tanda tarima 30 menit e




Uraian Kegiatan Kaumg]pmmw Kabag | yonala | Asisten Wakil Ket.
Pembuat | "gPUl2 | JSBN | gy | WK | Coraka | Kelengkapan | Waktu | Output

wa

o

w

-3

Membaca isi konsep naskah dinas, kemudian memerintahkan
Pengadministrasi Perkantoran untuk memproses
penandatanganan konsep naskah dinas.

Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kabag pembuat
naskah dinas untuk mendapatkan paraf

Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, kemudian
menyerahkan kepada Pengadministrasi Perkantoran  untuk
diproses lebih lanjut

Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kepala Biro untuk
mendapatkan paraf.

Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, kemudian
menyerahkan kepada Pengadministrasi Perkantoran  untuk|
diproses lebih lanjut.

Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Asisten terkait untuk
mendapatkan tanda tangan

LJ

Memeriksa konsep naskah dinas. Jika setuju, membubuhkan paraf
pada konsep naskah dinas, kemudian menyerahkan kepada
Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses lebih fanjul. Jika
fidak seluju, maka mengembalkan kepada Pengadministrasi
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro unfuk
diperbaiki,

konsep naskah
dinas

konsep naskah
dinas, buku kontrol
penandatanganan

konsep naskah
dinas

konsep naskah
dinas, buku kontrol
penandatanganan

konsep naskah
dinas

konsep naskah
dinas, buku konlrol
penandatanganan

konsep naskah
dinas

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

5 menit

10 menit

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

konsep
naskah
dinas

Jika konsep naskah

dinas dikembalikan oleh

Asisten terkait untuk

diperbaiki, maka kembali
kepada SOP Pengajuan

Konsep Naskah Dinas




Nomor SOP 065/355/Eko-TU/2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Tanggal Pembuatan 6 Mel 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~
A

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Penanganan Surat Keluar Yang ditandatangani

Nama SOP Gu 5

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat.

| Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2 SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
IFaringatan Pencatatan dan pendataan

Apabita SOP Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat
proses pendistribusian surat

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Uraian Kegiatan Ket.
i Kasubbeg Ty | Pengdministrasi Asisten | oot W Gubemur | Caraska | Kelengkapan Waktu Output

Pecantorm | opaaBiD | o Gubernsr

Membaca isi konsep naskah dinas, kemudian . o
. |memerintahkan Pengadministrasi Perkantoran untuk konsep naskah dinas 5 menit Aashiah diia
memproses penandatanganan konsep naskah dinas
2 konsep naskah dinas,
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kepala =1 bﬁku Kortol — konsep
* [Biro untuk mendapatkan paraf. penandatanganan naskah dines
Membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, I_r ) Korsap
. |kemudian menyevlahkan kepada Pengadministrasi lj konsep naskah dinas 5 menit naskah dinas
Perkantoran untuk diproses lebih lanjut
konsep naskah dinas,
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Asisten Ej Sk ool — konsep
" [terkait untuk mendapatkan paraf 3 penandalanganan naskah dinas
Memeriksa konsep naskah dinas, Jika sqlugu. | Jika konsep naskeh dinas
membubuhkan paraf pada konsep naskah dmas_: <> dikembalikan olch Asisten
kemudian meﬂyerah?can kepada Pe.ngadr'ninis?rl i e konsep | ferkait untuk diperbaik, maka
; Park.antoran untuk dlprqses lebih lanjut JIK_B.tﬂak. p kol dina kembail S0P
setuju, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi Pengajuan Ka:msdp Naskah
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro Dinas
unfuk diperbaki.
konsep naskah dinas,
Menyampaikan naskah dinas kepada Sekretaris Daerah E.__Il Skl % el k'::nsep
" |untuk mendapatkan paraf penandatanganan naskah dinas




Pelaksana Mutu Baku
No| Uralan Kegiatan | Ket.
Kasubbag Ty | PopSatmiiSwes! opala giro Asiston | sakda | oo | Gubemur Kelengkapan Waktu Output
)
Memgriksak mnsapr naskah dinas Ji:ah s;luju. Jika o naskah dings
meTRLbulNen e paca koreep recke Gnes, < dikembalikan oleh Sekretaris
kemudian menyerahkan kepada Pengadministrasi ™ _ konsep | Daerah untuk diperbaiki, meka
: Perk_antoran untuk mpro_sas lebih lanjut, Jlk_a_udak konsep naskah dinas 10 menit askah dings kembali kepada SOP
sefuju, maka mengembalikan kepada Pengadministras| ;
: : Pengajuan Konsep Naskah
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro Dinas
uniuk diperbaiki.
L p L_l konsep naskah dinas,
. [Menyampaikan naskah dinas kepada Wakil Gubernur E_l biks ko 5 menit konsep
unluk mendapatkan paraf. penandatenganan naskah dinas
Memeriksa konsep naskah dinas. Jika seluju,
membubuhkan paraf pada konsep naskah dinas, > Tmca kon_sep nae_kah dinas
kemudian meny?rah!:an kepada Pgngadn:mms?ras: ~ . oo mkem_bsllkar_w oleh Gubernur
9. |Perkantoran untuk diproses lebih lanjut Jika fidak konsep naskah dinas 5 menit naskah dinas untuk diperbaiki, maka kemball
seluju, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi kepada SOP Pengajuan
Perkantoran untuk diserahkan kepada Kepala Biro Konsep Naskah Dinas
untuk diperbaiki.
|Menyampalkan naskah dinas kepada Gubernur untuk 1 o naskah di § menit konsep
0, mendapatkan tanda tangan, E—J e ' naskah dinas
Memeriksa konsep naskah dinas. Jika setuju, I
membubuhkan tanda tangan pada konsep naskah />
dinas, kemudian menyerahkan kepada et
11.|Pengadministrasi Perkantoran untuk diproses lebih konsep naskah dinas 5 menit naskah dinas
lanjut. Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada
Pengadministrasi Perkantoran untuk diserahkan kepada|
Kepala Biro untuk diperbaiki




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Keglatan Pen Ket.
gadministrasi Asisten Wakil
Kasubbag TU P taran Kepala Biro Terkait Sekda Gubiernis Gubernur Caraka Kelengkapan Waktu Output

Menuliskan nomor, tanggal, membubuhkan stempel,

dan mengarsipkan naskah dinas serta menyampaikan naskah dinas, buku : :
" copy naskah dinas yang telah ditandalangani kepada agenda Amei neskeh dinas

Bagian yang membuat.

)

13, ;Um; paikan naskah dinas kepada alamal lujuan nastk;i; :Itr::? r.lguku P ——




Nomor SOP 065/356/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~H
|/ N’Y

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAW. MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas
il-)n::r Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

1.

2
3

Memahami peraturan terkait,
Memahami tugas dan fungsi.
Mampu menelaah surat.

|Keterkaitan l7’nmlatanfperlenglmparn
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. S0P Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3, Alat Tulis Kantor
4. Scanner
|Paringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas tidak dilaksanakan dengan baik, akan berdampak pada keterlambatan proses
tindak lanjut surat

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasubbag Ket.
Pelaksana (sesuai
Tata Usaha oo A201) Kepala Biro| Kelengkapan Waktu Output
naskah dinas
Menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk membuat konsep naskah masuk/memo/ ) R
y 8 S 10 menit | Disposisi
dinas. disposisi/rencana
kegiatan
‘L‘I naskah dinas
2 Menyusun pointer konsep naskah dinas dan menugaskan Pelaksana | masuk/memo/ 15 menit konsep
* luntuk menyusun dan mengetik konsep naskah dinas. disposisifrencana naskah dinas
kegiatan
Menyusun dan mengetik kansep naskah dinas berdasarkan pointer dari Y
3, |Kasubbag Tata Usaha, kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Tata ":j konsep o 15 menit konseP
3 ; 1 dinas naskah dinas
Usaha untuk dikoreksi.
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju,
4. |menyerahkan kepada Kabag ............... untuk dikoreksi. Jika tidak “°"s§ﬁ]2:3"ah 10 menit na:::::fm
setuju, mengembalikan kepada Pelaksana untuk diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju,
5. |menyerahkan kepada Kepala Biro ............. untuk dikoreksi. Jika tidak kons:;;:skah 10 menit na:::hsﬁfnas
setuju, mengembalikan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju,
6 menyerahkan kepada Kabag untuk memproses penandatanganan konsep naskah 10 menit konsep
" |konsep naskah dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kabag dinas naskah dinas
untuk diperbaiki.
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kasubbag Tata Usaha konsep naskah . konsep
7. : 5§ menit :
untuk memproses penandatanganan, dinas naskah dinas
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kasubbag Tata Usaha 4
s konsep naskah . konsep
8. |untuk memproses penandatanganan dan menyampaikan surat kepada u dinas 5 menit fiaskeli it

alamat tujuan surat.

80




Nomor SOP |085/357/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
~ N
I
A
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
Data
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Narma SOP sy S S i P,
ﬁaur Hukum Kuallfikasi pelaksana
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan| 1. Memahami peraturan terkait,
Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPUMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. 2. Memahami tugas dan fungsi.

3. Mampu menelaah surat,

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. S0P Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2 SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
ﬁﬁngatan Fenmhn dan pendataan

Apabila SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra lidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat|- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
proses penyusunan Renstra Setda Provinsi Kaltim.




Pelaksana Wutu Baku
No. Uraian Kegiatan
KepalaBiro|  Kabag Kasubbag | o o Bagian | Kelengkapan | Waktu Output
Tata Usaha
Menugaskan Kepala Bagian untuk melaksanakan : i —
1 permintaan data sebagai bahan penyusunan Renstra. Q ot s Bomrt Dispoecy
Menugask;;n Kepala Sub Bagiarﬁ';“Usaha untuk R ) o B '
2 |melaksanakan permintaan data/bahan penyusunan Disposisi 10 menit Disposisi
Renstra. - 1 - -
y
Membuat Nota Dinas kepada seluruh Bagian untuk 1 —— . )
3 | menyiapkan datarbahan terkait Renstra. L Obpoiiel | Wmenl |  NolaDines
Mengumpulkan data dan menyerahkannya kep_aaé H' o o
) ; | x .. |Bahan/Data terkait
4 KePala Sub Bagian Tata Usaha untuk diproses lebih Nota Dinas 120 menit Renstra
-s_______ - i —
5 Menerima data/bahan dari masing-masing Bagian untuk ‘D Bahan/Data terkait| 10 menit Bahan/Data terkait
selanjutnya disampaikan ke Biro Adbang. Renstra Renstra




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP |065/358/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepaia Biro Perekonomian

If NYW

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tala Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tala Cara Evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJIMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat,

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
'F‘aringmn Pencatatan dan pendataan

penyusunan Renja Selda Provinsi Kaltim

- Apabila SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses|-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Kasubbag

Kepala Biro Tata Usaha Bagian-Bagian | Kelengkapan Waktu Output
Menugaskan Kepala Bagian untuk melaksanakan Nota Dinas 5 menit Disposisi
permintaan data sebagai bahan penyusunan Renja.
Menugaskan Kepala Sub Bzgian Tata Usaha unluk ‘
melaksanakan pemintaan datalbahan penyusunan Lembar Disposisi | 10 menit Disposisi
Renja.
Membual Nota Dinas kepada seluruh Bagian untuk Ll Lembar Disoosisi | 10 menit Disoosisi
menyiapkan data/bahan terkail Renja. L' o e
Mengumpulkan data dan menyerahkannya I;ebéda _ - I_" dutalbahon toekalt
Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk diproses leblh 1 | Nota Dinas 10 menit Renja
L I | L
Menerima data/bahan dari masing-masing Bagian untuk ( ) data!bahap terkait 10 menit dalaibahaaj terkait
selanjutnya disampaikan ke Biro Adbang Renja Renja




Nomeor SOP 065/359/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Priontas Plafon Anggaran Sementara
2. Peraturan Gubemur tentang Penetapan Standarisas! Harga

1. Memahami peraturan terkait,
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu mengoperasikan aplikasi bridge system Bappeda

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2 S0P Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra 3, Alat Tulis Kantor
4. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja 4, Scanner
5, Kalkulator
6. LCD
rPerlngatun [Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Penyusunan RKA tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses penyusunan RKA Biro.

Disimpan sebagai dala elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasub Kasubbag- Penata Ket.
Kepala Biro — "‘”I' Kabag-Kabag| ', hlml Layanan | Kelengkapan |Wakts|  Output
Operasional
1 Menugaskan masing-masing Kabag untuk menyusun Rencana surat masuk, 5 Disposis|
Kerja Anggaran Biro, lembar disposisi | menit
Menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk mengadakan rapat dan . 5 = s
. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKA Biro. Disponts menit Dl
ND : - undangan
3 Mempersiapkan rapat dalam rangka pembahasan dan Disposisi 60 - konsumsi
penyusunan RKA Biro, e menit - daftar hadir
1 1 1 - bahan rapat
A
daftar hadir, banan| 240 | konsep RKA Biro
4 |Melaksanakan rapal pembahasan RKA Biro. [ ] l | [ J | r | rapat e hes:gg suplemen
1 |
Menugaskan Penata Layanan Operasional untuk mengetik hasil konsep RKABiro | 5 | konsep RKA Biro
5 ng
rapat sebagai bahan konsep RKA Biro beserta suplemen | menit | beserta suplemen
Mengalah dan mengetik konsep RKA Biro dan diserahkan kepada | konsep RKA Biro | 300
5 Kasubbag TU untuk mengoreksi redaksional. L—] beserla suplemen | menit ionaep RKA B 5Jam
y
Mengoreksi redaksional konsep RKA Biro, jika setuju memberi \ 30
7 |paraf. Jika masin terdapal kesalahan kembali kepada Penata / konsep RKA Biro menil konsep RKA Biro
Layanan Operasional.
Mengoreksi redaksional konisep RKA Biro, jika setuju memberi 30
8 |paraf. Jika masih terdapat kesalahan kemball kepada Kasubbag konsep RKA Biro el konsep RKA Biro
Tata Usaha.
Mengoreksi redaksional konsep RKA Biro, jika setuju
membubuhkan tanda fangan dan menyerahkan ke Kasubbag TU 30 )
9 |untuk digandakan. Jika masin terdapat kesalahan kembal kepada koreeo RKABHO | oy | RHABID
masing-masing Kabag untuk diperbaiki.
10 |Mendokumentasikan RKA Biro. d:) raso | 5| Reaso [ SO




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/360/Eko-TU/2026
 Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh

Kepala Biro Perekonomian,
.rl ; ,—W
{ A

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA)

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1, Peraturan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
2. Peraturan Gubernur tentang Penetapan Standarisasi Haraa

1. Memahami tugas dan fungsi.
2. Mampu mengoperasikan aplikasi SIPD Keuangan.

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja 4. Scanner
5. SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 5. Kalkulator
6. LCD
Peringatan Pencatatan dan pendataan

= Apabila SOP Penyusunan DPA tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses penerbitan
NPA Rirn

- Disimpan sebagaf dafa elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Penata
KasubbagTata | | . onan | Kabag | KepalaBiro | Kelengkapan | Waktu Output
Usaha X
Operasional

Kepala Sub Bagian Tata Usaha menugaskan Penata Layanan

1 |Operasional untuk menginput rencana kegiatan dan anggaran kas pada Surat Masuk 5 menit Disposisi
aplikasi SIPD Perenacaan dan Keuangan.
Penata Layanan Operasional Menginput rencana kegiatan dan anggaran : I
kas pada aplikasi SIPD Perencanaan dan Keuangan, kemudian mencetak Disposisi, 60 menit OPA
DPA dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk anggaran kas
diproses lebih lanjut.
Kasubag TU membubuhkan paraf pada DPA, kemudian menyerahkan LI ;

3 . : : X DPA 5 menit DPA
kepada masing-masing Kepala Bagian untuk diparaf.

4 Masing-masing Kabag Membubuhkan paraf pada DPA, kemudian | LI DPA 5 menit OPA
menyerahkan kepada Kepala Biro untuk penandatanganan.
Kepala Biro menandatangani DPA dan menyerahkan kepada Kepala Sub s

5 |Bagian Tata Usaha untuk memproses penandatanganan oleh Tim ( ) DPA 5 menit DPA
Asistensi.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/361/Eko-TU/2026

[ Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

| Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

l/\/ A~ N
H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Persiapan dan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Sural Masuk 1. Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4. LCD

5. Laser Pointer

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan rapat akan
tertunda.

- Disimpan sebagai dafa elekironik dan manual




" |pelaksanaan rapat.

pelaksanaan, bahan
rapat, daftar hadir

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Kegiatan Kasubbag Tata| Pengadministrasi Ket.
Waktu
Kabag Usaha Peskaitorn Kepala Biro Kelengkapan Output
Menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk mempersiapkan/ . ; o
" Imemfasilitasi pelaksanaan Rapat. (:) roncas hogieton Gromh dhaposh
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk . 1
. |menyiapkan surat-menyurat dan kelengkapan untuk | I disposisi 5 menit disposisi
pelaksanaan rapat.
+ surat/ND undangan, SOP
T —— [ dopois | 120ment | o iE | Konop Nk
rapal, daftar hadir Dinas
. surat/ND undangan,
Melaporkan kepada Kasubbag Tata Usaha mengenal = konsumsi, tempat ;
" |perkembangan persiapan/fasilitasi pelaksanaan rapat. |j pelaksanaan, bahan ek el Knsiepn
rapat, daftar hadir
r
Melaporkan lebih lanjut persiapan/fasilitasi pelaksanaan rapat = I . ; ;
g AT laporan kesiapan 5 menit laporan kesiapan
Melaporkan lebih lanjut persiapan/fasilitasi pelaksanaan rapat | by . : ;
* |kepada Kegala Biro. laporan kesiapan 5 menit laporan kesiapan
Menerima laporan kesiapan/fasilitasi pelaksanaan rapat dan ‘—‘ 4
. |menugaskan Kabag ................. untuk melaksanakan rapat 1 I laporan kesiapan 5 menit disposisi
sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk 'L.l
mendokumentasikan surat-menyurat dan kelengkapan untuk | I : " R
s 2 disposisi 5 menit disposisi
pelaksanaan rapat, serta melaksanakan rapat sesuai jadwal
yang telah ditentukan.
surat/ND undangan,
Mendokumentasikan surat-menyurat dan kelengkapan untuk ( ’ disposisi 5 menit konsumsi, tempat




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/362/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

ITanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

f T
e

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Pengumpulan Data Penyusunan Laporan
Nama SOP Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) | LKJIP

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. S0P Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Alat Tulis Kantor
4, SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 4. Scanner
5. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra
6. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja
[Peringatan Pencatatan dan pendataan

dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses penyusunan LKJIP.

- Apabila SOP Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKJIP tidak|-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No,| Uraian Kegiatan
Karo Kasubbag TU | Bagian-Bagian| Kelengkapan | Wakiu Output
Memberikan perintah untuk melaksanakan permintaan ; ? s
1 data sebagai bahan penyusunan LKJIP E Nota Dinas 5 menit Disposisi
Merintahkan Kasubbag TU untuk melaksanakan| | ] .
2 |permintaan data/bahan penyusunan LKJIP Lembar Disposisi| 10 menit Disposisi
- -+ —
Menindaklanjuti perintah untuk melakukan permintaan | I T — ; —
: 1
3 data sebagai bahan penyusunan LKJIP Lembar Disposisi| 10 menit Disposisi
=
4 Membuat Nota Dinas kepada seluruh Bagian untuk 1_: Nota Dirias 10 menit data/bahan terkait
menyiapkan data/bahan terkait LKJIP LKJIP
Y
5 Menerima data/bahan dari masing-masing Bagian (D data/bahan terkait 10 menit data/bahan terkait
untuk selanjutnya disampaikan ke Biro Adbang LKJIP LKJIP




Nomor SOP 065/363/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mel 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
Ia' \J‘W
( m i

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. WAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
Pengumpulan Data Penyusunan Laporan
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP A B ot Daaro 190}
Dasar Hukum TKualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Memahami sistematika penyusunan laporan,

Keterkaitan —Eeﬂlmn!padenghpan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laplop
2. SOP Penanganan Sural Keluar 2. Printer
3. SOP Penyusunan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 4, Scanner
5. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra
6. SOP Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renja
rPstngatan Pencatatan dan pendataan

baik, maka akan menghambat proses penyusunan LPPD.

Apabila SOP Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak dilaksanakan dengan|- Disimpan sebagai data elekironik dan manual




|No Uraian Kegiatan Pl : Bty Bale Ket.
. ra
* Karo Kasubbag TU | Bagian-Bagian | Kelengkapan | Waktu Output
Memberikan perintah untuk melaksanakan permintaan ; : G s
3 data sebagai bahan penyusunan LPPD Q_ L S Lipods
Merintahkan  Kasubbag TU untuk  melaksanakan ) o _— N
2 | sermintaan data/bahan penyusunan LPPD Lembar Disposisi | 10 menit Disposisi
L — S . o
Menindaklanjuti perintah unfuk melakukan permintaan 1 s . e
3 data sebagai bahan penyusunan LPPD Lembar Disposisi | 10 menit Disposisi
v
Membuat Nota Dinas kepada seluruh Bagian untuk ! i | . .| data/bahan terkait
4 | menyiapkan datarbahan terkzit LPPD Kok Dines: | Romeit LPPD
v
5 Menelnma da!afbahaln dari masing-masing Bagian untuk ( ) data/bahan terkait 10 menit data/bahan terkait
selanjutnya disampaikan ke Biro PPOD LPPD LPPD




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/364/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ A~
f_.f Y

|

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS

[Dasar Hukum

Kuallfikasi pelaksana

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.

2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 tentang Kenalkan Pangkat Pegawal Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaltan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Kefuar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
Eal‘ingmn Pencatatan dan pendataan

pangkat PNS di Biro.
- Jika berkas yang diusulkan lebih dari satu, maka waktu yang diperlukan akan menyesuaikan.

- Apabila SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambal proses kenaikan|-

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




—

Pelaksana

'|Biro Organisasi serta mengarsipkan surat dan berkas usulan

No Uraian Kegiatan Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Output
Kasubbag TU Perkantoran Kabag Karo
Menugaskan  Pengadministrasi ~ Perkantoran  untuk
memberitahukan kepada PNS yang akan diusulkan naik Q ) R
% pangkal agar mengumpulkan berkas persyaratan kenaikan Shs: Masnke Sl Dispoei
pangkat.
Mengoreksi  kelengkapan berkas persyaratan kenaikan N Berkas } Barkas
2 10 menit
pangkal, menstempel pengesahan copy berkas persyaratan, persyaratan persyaratan
5 Berkas yang
3. I':!am_bubuhkan tanda tangan pengesahan berkas persyaratan I__I Berkas Smenit | sudah memenubi
enaikan pangkat persyaratan
syarat
L'ﬁ Berkas yang Konsep Surat
4. |Mengonsep surat pengantar usulan kenaikan pangkat. I I sudah memenuhi| 5menit |Pengantar Usulan
syarat Kenpa
I......‘ Konsep Surat Konsep Surat
5. |Mengstik surat pengantar usulan kenaikan pangkat. 1 | Pengantar Usulan| 10 menit |Pengantar Usulan
Kenpa Kenpa
Mengoreksi surat pengantar usulan kenaikan pangkat. Jika '\. Konsep Surat Konsep Surat
6. |setuju membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan < > Pengantar Usulan| 5menit  [Pengantar Usulan
kepada Pengadministrasi Perkantoran untuk diperbalki, 1 Kenpa Kenpa
Mengoreksi surat pengantar usulan kenaikan pangkat. Jika /‘\ Konsep Surat Konsep Surat
7. |setuju membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan . Pengantar Usulan| 5 menit |Pengantar Usulan
kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki. 1 Kenpa Kenpa
Mengoreksi surat pengantar usulan kenaikan pangkat. Jika 1 Konsep Surat Siire! Poridantar
8, |setuju membubuhkan tandatangan. Jika tidak mengembalikan ' Pengantar Usulan| 5 menit Usulan Kin 5
kepada Kabag untuk diperbaii. Kenpa P
[Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha unfuk :—_L_I Surat Pen
gantar ) 7
8 memproses lebih lanjut. Usulan Kenpa Simant Cispostsi
Menugaskan Pengadminisirasi Perkantoran unluk memproses X Sural Penganiar : :
9 bt 1 Usuan fanpe | SR | Tigoee
Menuliskan nomor pada sural, membubuhkan stempel, |
1" menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan Pangkat ke ( ) Disposisi somenl | Tonda Tedma

kenaikan pangkat,




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP |065/365/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mel 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala PNS

[Dasar Hukum

Kuallfikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 fentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian,

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomeor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu mengoperasikan aplikasi e-KGB

[Keterkaitan |Peralataniperiengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. S0P Penanganan Surat Keluar 2. Printer

3 Alat Tulis Kantor
4. Scanner
5 Jaringan internet

e

Pencatatan dan pendataan

Gaiji Berkala PNS di Biro.
Jika berkas yang diusulkan lebih dari satu, maka wakiu yang diperlukan akan menyesuaikan.

- Apabila SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses kenaikan|-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



PERSONAL
Rectangle


No Uralan Kegiatan nistrasi Kelengkapan Waktu Output
KasubbagTy | Pengadmietr Kabag Karo
Menugaskan  Pengadminisirasi  Perkantoran  unfuk
memberitahukan kepada PNS yang akan diusulkan Kenalkan q) ; e
t Gaji Berkala agar mengumpulkan berkas persyaratan Suiret Maswk Smonk Olepoais
Kenaikan Gaji Berkala,
2 Mengoreksi kelengkapan berkas persyaratan Kenaikan Gaji| l_‘] Berkas 10 menit Berkas
" |Berkala, menstempel pangesahan copy berkas persyaratan. persyaratan persyaratan
2 Berkas yang
Membubuhkan tanda tangan pengesahan berkas persyaratan Berkas i '
% Kenaikan Gaji Berkala E j persyaratan 5 meni mahs::::en”h'
Berkas yang Konsep Surat
4. |Mengonsep surat pengantar usulan Kenaikan Gaji Berkala. | _II sudah memenuhi| 5menil  |Pengantar Usulan
syaral KGB
J_‘ Konsep Surat Konsep Surat
5. |Mengetik surat pengantar usulan Kenaikan Gaji Berkala. 1 I Pengantar Usulan| 10 menit |Pengantar Usulan
KGB KGB
Mengoreksi sural pengantar usulan Kenakan Gaji Berkala. ‘,\ Konsep Surat Konsep Surat
6. |Jika setuju membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan < ~ Pengantar Usulan| 5 menit |Pengantar Usulan
kepada Pengadministrasi Perkantoran untuk diperbaiki. 1 KGB KGB
Mengoreksi surat penganiar usulan Kenakan Gaji Berkala, /L\ Konsep Sural Konsep Surat
7. |Jika setuju membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan N Pengantar Usulan| 5 menit |Pengantar Usulan
kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki 4 KGB KGB
Mengoreksi surat pengantar usulan Kenalkan Gaji Berkala, 3 Konsep Surat
B. |Jika setuuy membubuhkan fandatangan. Jika tidak & Pengantar Usulan| 5 menit Sulj:i u:lnggr:ar
mengembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki. KGB
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk I_,_‘:I Surat Pengantar : s
6. memproses lebih lanjut Usulan KGB ST Bosrs
Menugaskan Pengadminisirasi Perkantoran untuk memproses — Surat Pengantar ; : g
10.iobi lanjut. I__l Usuiankgg | Smend Disposy
Menuliskan nomor pada surat, membubuhkan stempel, 2
" D Berkas 10 menit Arsip

.|menginput persyaratan KGB di aplikasi e-KGB seftal
|mengarsipkannya.




Nomor SOP 065/366/Eko-TU/2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
."J . H\)NN/
[ VY

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pembuatan Usulan Cuti PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor,
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

1. Memahami perafuran ferkait.

2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu mengoperasikan aplikasi e-Cuti

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner

5. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Pembuatan Usulan Cuti PNS tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses
cuti PNS di Biro.

- Disimpan sebagari dafa elekironik dan manual




No Uraian Keglatan istrasi Kelengkapan |  Waktu Output
oy PNS (Pemohon) | Kasubbag Tata Usaha ""F‘""'I . Kabag Karo
1 Mengajukan usulan permohonan cutl kepada Kepala Sub Bagian . . Berkas
" |Tata Usaha. Usulan
P |
2 Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk menginput | [ Berkas 5 menit Berkas
* |usulan cuti PNS ke aplikas! e-cuti untuk terbit lembar persetujuan. fUsulan Usulan
3 Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk memverifikasi EH Berkas § menit Berkas
" |kelengkapan berkas permahonan cuti PNS. {Usulan [Usulan
Memverifikas! kelengkapan berkas permohonan cuti PNS. Jika
4. |lengkap, memproses lebih fanjut. Jika tidak lengkap, akan < z:::':l 5 menit :Je;r:;
mengembalikan kepada PNS yang bersangkutan
5. |Menandatangani pengesahan berkas permohonan cuti PNS. E::] Eﬁ:ﬁ 5 menit :J::‘;
Berkas ks
6. |Mengonsep surat pengantar usulan culi PNS. Alsiion 10 menit Surat
Pengantar
Konsep
7. |Mengetik surat pengantar usulan cuti PNS, zj K:‘neap ?;'?l 10 menit Surat
anga Pengantar
Mengoreks! sural pengantar usulan cutl PNS. Jika seluju . Konsep Surat Konsep
B |membubunkan paraf Jlka tidak mengembalikan kepada Baneactir 5 menit Surat
Pengadministrasi Perkantoran uniuk diperbalki. [ g Pengantar
Mengoreksi sural pengantar usulan culi PNS. Jika setuju )\ Konsep Surat Konsep
9 |membubuhkan paral. Jika tidak mengembalikan kepada ~ Beradntar 5 menit Surat
Kasubbag Tata Usaha untuk diperbalki, o Pengantar
10. [Menandatangani Surat Pengantar usulan cuti PNS. Il_ | Kﬁf;;m 5 menit Peﬁ:\twr
A
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memproses | Surat A Surat
- iabih lanjut ‘j Pengantar | ™™ | pengantar
Lk
Menugaskan Pengadministrasi Perkanforan untuk memproses| Surat Surat
12 iabin lanjut. L_ Pengantar S Pengantar
Menuliskan nomor pada surat dan membubuhkan stempel, L
gunggah kelengkapan p h cutl ke aplikasi e-culi, Surat Berkas
W menyampaikan Surat Pengantar Usulan cufi PNS ke Biro (_—_) Pengantar o {Usulan

Omanisasi beserta berkas persyaratan sera mengarsipkannya




Nomor SOP 065/367/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~INT
{ N\'(
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
Pembuatan Usulan Kartu Istri (Karis) / Kartu
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Suami (Karsu)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
T Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8] T. Memaham peraturan ferkatl.
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Memahami tugas dan fungsi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Peqawai Negeri Sipil.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
Peringatan Pencatatan dan pendataan
~ Apabia SOP Pembuatan Usulan Karlu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) lidak dilaksanakan dengan baik,|-  Disimpan sebagai data elekironk dan manual
maka akan menahamhat nrmses nenarhitan Karhi lstri (Karig) / Kartn Snami (Karan) di Rirn




mengarsipkannya.

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kasu Tata Pengadministrasi Ket.
witre] e Kabag Karo Kelengkapan| Waktu | Output
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk
memberitahukan kepada PNS untuk mengumpulkan (? 5 o
b berkas persyaratan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami ReRe eden menit Papouisl
(Karsu)
Pengadministrasi Perkantorap rnquotekm kaiengkgpan N o ‘ Berkas
2. |berkas persyaratan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami |_| Disposisi 5 menit
[Usulan
(Karsu).
3 [ Membubutikan tanda tangan pengesahan berkas E:I Berkas 5 | Berkas yang
" |persyaratan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu). {Usulan menit | telah disahkan
4 Mengonsep surat pengantar usulan Kartu Istri (Karis) / E'_1 Berkas yang 5 Konsep Surat
" |Kartu Suami (Karsu). telah disahkan|  menit Pengantar
5 Mengetik surat pengantar usulan Kartu Istri (Karis) / r-':] Konsep Surat 5 Konsep Surat
" |Kartu Suami (Karsu) Lo Pengantar | menit | Pengantar
Mengoreksi surat pengantar usulan Kartu Istri (Karis) / "
5 Kartu Suami (Karsu). Jika setuju membubuhkan paraf. Konsep Surat 5 Konsep Surat
" |Jika tidak mengembalikan kepada Pengadministrasi Pengantar menit Pengantar
Perkantoran untuk diperbaiki.
Mengoreksi surat pengantar usulan Kartu Istri (Karis) / X
7 Kartu Suami (Karsu). Jika setuju membubuhkan e > Konsep Surat 5 Konsep Surat
" tandatangan. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Pengantar menit Pengantar
Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki.
Menandatangani surat pengantar usulan Kartu Istri _I_"
8. |(Karis) / Kartu Suami (Karsu), kemudian menyampaikan lj K‘;’fﬂ%";‘:’f‘ i Pei”:‘;tar
kepada Kabag untuk proses selanjutnya, g
9 |Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk [ I Surat 5 Disposisi
" Imemproses lebih lanjut. Pengantar menit s
|Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk [:‘—| 5
10.|memproses berkas usulan Kartu Istri (Karis) / Kartu Disposisi srionii Disposisi
Suami (Karsu)
|Menyampaikan surat dan berkas usulan Kartu Istri C) .
11.|(Karis) / Kartu Suami (Karsu) ke Biro Organisasi dan Disposisi m:n“ Ta""‘:r;i"ma'




Nomor SOP 065/368/Eko-TU/2026

| Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

| Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
i'f b\"\'{

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP EAIA LS TArm AN Atirangt

Pensiun (Taspen)

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

T. Memahami peraturan ferkait.

2. Memahami tugas dan fungsi.

|Keterkaitan |Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Pembuatan Usulan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) tidak dilaksanakan dengan baik,
maka akan menghambat proses penerbitan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) di Biro.

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Pengadministrasi Ket.
ey Kasubbag Tata Usaha . Kabag Karo Kelengkapan | Waktu Output
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk
1, |memberitahukan kepada PNS untuk mengumpulkan berkas (:) Berkas/ Usulan |5 menit|  Disposisi
|persyaratan Taspen.
Pengadministrasi Perkantoran mengoreksi kelengkapan berkas o ; Berkas
2 persyaratan Taspen. Disposisi  ment MUsulan
3 Membubuhkan tanda tangan pengesahan berkas persyaratan I—‘ _'I Berkas - - Berkas yang
" |Taspen. Usulan telah disahkan
- Berkas yang .| Konsep Sural
4. [Mengonsep surat pengantar usulan Taspen. L telah disahkan 5 menit Pengantar
. I . Konsep Surat .| Konsep Surat
5. [Mengetik surat pengantar usulan Taspen. L Pengantar 5 menit Penganter
|Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika setuju 3
6. |membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan kepada > K:nsep;:;at 5 menit I(:::egpazuarral
Pengadministrasi Perkantoran untuk diperbaiki. i
Mengoreksi surat pengantar usulan Taspen. Jika sefuju )\
7. |membubuhkan tandatangan. Jika tida setuju mengembaikan N K‘F’,"se‘;i“;rat 5 ment K::":;‘; I?ll::f "
kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki. ang
r
Menandatangani surat pengantar Taspen, kemudian — Konsep Surat 3
L menyampaikan kepada Kabag ...... untuk proses selanjutnya. ‘-j Penganlar J menit} Surat Pengantar
W
9 Malnuga\f,km Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memproses I Surat Pengantar |5 menit|  Disposisi
lebih lanjul.
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk memproses | | ; 3 : )
10, berkas usulan Taspen. Disposisi B menit Disposisi
Menyampaikan surat dan berkas usulan Taspen ke Biro —— .| Tanda Terima,
i Organisasi dan mengarsipkannya. Chegrsole " — Arsip




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/369/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ——\ﬂ\r"/
1 IV

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya

Nomna 808 Satya (SLKS) PNS

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

o Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS di Lingkungan BKN.

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tanda

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor| 1. Memahami peraturan terkait.

2. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4, Scanner
Peringatan Pencatatan dan pendataan

maka akan menghambat proses pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS di Biro.

-~ Apabila SOP Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS tidak dilaksanakan dengan baik,|" Disimpan sebagaf data efekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
N Uraian Kegiatan Pengadministrasi
° res Kasubbag TataUsaha |  "*ponn ™" Kabag Karo Kelengkapan | Waktu Output
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk _ ) )
1. |memberitahukan kepada PNS yang akan diusulkan untuk Berkas/ Usulan |5 menit|  Disposisi
mengumpulkan berkas persyaratan Satya Lencana Karya Satya.
Memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan Satya Lencana | = : Berkas
% Karya Satya. Dieposisi A Msulan
A
3 Membubuhkan tanda tangan pengesahan berkas persyaratan Ej Berkas ol Berkas yang
" |Satya Lencana Karya Satya [Usulan telah disahkan
E"—l Berkas ya | Konsep Surat
4. |Mengonsep surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya telah dis:h::n 5 menit PanZZnta:
; [ Konsep Surat .| Konsep Surat
5. |Mengetik surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. Lij Penganlar 5 menit Pengantar
Mengoreksi surat pengantar usulan Satya Lencana Karya Satya. 4 K g K at
6. | ika setuju membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan > :‘;? am':f‘ 5 ment f,’:;‘;i‘:r
kepada Pengadministrasi Perkantoran untuk diperbaiki,
Mengoreksi surat penganiar usulan Satya Lencana Karya Salya. A at Konsen Sural
7. |Jika setuju membubuhkan tandatangan. Jika tidak setuju R K;n;agzn&l; 5 menit Pang:nt:rr
mengembelikan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diperbaiki.
Menandatangani surat pengantar Satya Lencana Karya Satya, — j
8. |kemudian menyampaikan kepada Kabag untuk proses Kgr;snap Suret menit| Surat Pengantar
- gantar
Jsaianjuinya_
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk memproses N ;
210 e Surat Pengantar | 5 menit| Berkas / Usulan
lebih lanjut.
Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran unfuk memproses ‘L'I
: il R rkas / Usulan |5 it| Berkas / Usulan
10 {berkas usulan Satya Lencana Karya Satya L’ Rerian 1 Usiien eeA] Roriem
Menyampaikan surat dan berkas usulan Satya Lencana Karya Tanda Terima,
11.|Satya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Berkas [ Usulan | 10 menit Ardks 4
mengarsipkannya.




Nomor SOP 065/370/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
T
[ N
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Pembuatan Usulan Pensiun

|Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor|
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Tanda
Kehormatan Satya Lencana Karya Satya Bagi PNS di Lingkungan BKN.

1. Memahami peraturan terkait.

2. Memahami fugas dan fungsi.

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

maka akan menghambat proses pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS di Biro.

- Apabila SOP Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS tidak dilaksanakan dengan baik,|-

Disimpan sebagai data elekfronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku

" ENben N ymcan Kasubbag Tata Usaha |  Pepdadmuitrasi Kabag Karo Kelengkapan| Waktu | Output

Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk 5 pro—

1. |memberitahukan kepada PNS untuk mengumpulkan berkas @ - menit [Usulan
persyaratan pensiun. 1

2 Mengoreksi kelengkapan dan pengesahan berkas fj Datal bahan 5 ‘ Berkas

" |persyaratan pensiun. menit Usulan

|Membubuhkan tanda tangan pengesahan berkas persyaratan E 5 Berkas

2 pensiun. j O menit {Usulan

10 Berkas

4. |[Mengonsep surat pengantar usulan pensiun. —E Data/ bahan ik [Usulan
r

1 10 Berkas

5. |Mengetik surat pengantar usulan pensiun. L Data/ bahan P JUsulan

Mengoreksi surat pengantar usulan pensiun. Jika setuju P '.,\ 5 Berkas

8. |membubuhkan paraf. Jika tidak mengembalikan kepada o Datal bahan ibwk [Usulan

Kasubbag untuk diperbaiki 1
Mengoreksi surat pengantar usulan pensiun. Jika setuju /1 5 Berkas
7. |membubuhkan tandatangan. Jika tidak mengembalikan \l> Data/ bahan ik JUsulan
kepada Kabag untuk diperbaiki [

Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk memproses I_‘__Ili 5 Berkas

% lebih Einjut Qi Batvi menit {Usulan
A 4

Menyampaikan surat pengantar usulan pensiun ke Biro 5 Berkas

g i D D/ bt menit {Usulan

Organisasi dan mengarsipkan.




Nomor SOP |065/371/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
N
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Pengelolaan Kearsipan Biro

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penanganan Surat Masuk

1. Komputer/Laptop

2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4, Scanner
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

. Apabila SOP Pengelolaan Kearsipan Biro tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menyulitkan dalam
pencarian data dikemudian hari.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan Kasubbag Tata| Pengadministrasi | Para Kepala
b Usaha Perkantoran Bagian Kelenglapan | Waldy gt
1 Menugaskan Ka?aig Bagian untuk melaksanakan Nota Dinas & mesii Disposisi
pengelolaan arsip biro.
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk o g 10 menit Disposisi
& melaksanakan pengelolaan arsip biro. Bitgpals e I
Kasubbag TU  menugasken  Pengadministrasi ‘LI
Perkantoran untuk membuat nota dinas yang ditujukan i ; ooy
3. |kepada para Kepala Bagian untuk mengelola arsip di D Disposisi S menit Disposisi
bagian masing-masing.
4 Pengagmmlstfam Pefkantoran mengetik nota dlpas, I___r Disposisi 10 menit Nota Dinas
kemudian menyampaikan kepada para Kepala Bagian.
Para Kepala Bagian menyampaikan arsip inaktif ]_'
5. kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk diproses 1 I Nota Dinas Smenit | Arsip Inaktif
lebih lanjut.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha menugaskan L
g, |Pengadministrasi Perkantoran untuk  menghimpun ( ) Arsip Inaktif | 60 menit |  Arsip Inaktf

arsip inaktif yang akan diserahkan ke Biro Umum.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP |065/372/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

[ e

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pengelolaan Barang dan Aset

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
3 Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu mengelola barang dan aset dengan baik.

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
5. Jaringan Internet,

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

aset menjadi tidak tertib.

- Apabila SOP Pengelolaan Barang dan Aset tidak dilaksanakan dengan baik, maka administrasi barang dan|"

Disimpan sebagai dafa elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
i Uraian Kegiata Ket.
i o ac Karo Kabbag | Kasubbag TU P;:f:::‘ Kelengkapan | Waktu |  Output
Menugaskan Kabag KP untuk melaksanakan Surat dari ; o
. Pengelolaan Barang dan Aset, BPKAD menk Resn
Menugaskan Kasubbag Tata Usaha  untuk ¥
2 |melaksanakan Pengelolaan Barang dan Aset. Lembar Disposisi| 5 menit Laporan
L
Menugaskan Pengurus Barang untuk melakukan G ;
3 Pengelolaan Barang dan Aset, D'— Lembar Disposisi| 5 menit Laporan
4 |Melakukan pengelolaan Barang dan Aset. Lembar Disposisi| 30 menit Laporan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP |065/373/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mel 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~H
it N\‘(

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama S0P Pembuatan Usulan Perjalanan Dinas

[Dasar Hukum

|Kualifikasi pelaksana

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

1. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan| 1. Memahami peraturan terkail.

2. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan raanlmwporlengnpan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. S0P Penanganan Sural Keluar 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

rl"erlngmn

|Pencatatan dan pendataan

dinas ASN Biro.

Apabila SOP Pembuatan Usulan Perjalanan Dinas lidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat kegiatan perjalananf-  Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Uraian Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kepala Biro

Pengolah
PPTK Data dan
Informasi

Pengadministra|
si Perkantoran

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Kabag KP mengusulkan perjalanan dinas kepada

" |[Kepala Biro.

|

Surat

5 menit

Nota Dinas

Kepala Biro menerima usulan perjalanan dinas.
Jika setuju, memberikan disposisi proses lebih

“ |lanjut kepada PPTK. Jika tidak, mengembalikan

usulan kepada Kepala Bagian KP

Nota Dinas

5 menit

Disposisi

PPTK memproses dan menyerahkan kepada
Pengolah Data dan Informasi.

Disposisi

5 menit

Disposisi

Pengolah Data dan Informasi membuat Surat
Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas dan
menyerahkan kepada Kepala Biro untuk
ditandatangani,

Disposisi

10 menit

SPT, SPD

Kepala Biro menandatangani Surat Perintah

" | Tugas dan Surat Perjalanan Dinas.

SPT, SPD

5 Menit

SPT, SPD

Pengadministrasi Perkantoran menuliskan nomor,
membubuhkan stempel pada lembar Surat
Perintah Tugas dan Surat Perjalanan Dinas,
kemudian menyerahkan kepada ASN yang akan

melakukan perjalanan dinas.

SPT, SPD

5 menit

SPT, SPD




Nomor SOP 065/374/EKo-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
[ Disahkan oleh K

Biro PWian.
NY

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penyusunan Budaya Kerja
[Dasar Hukum |Kualifikasi pelaksana
7. Peraturan Menteri PAN dan RB No. PER/01/M.PAN/04/2007 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan| 1. Memahami peraturan terkait.
Budava Keria Pada Instansi Pemerintahan. 2. Memahami tugas dan fungsi.

2. Peraturan Gubemnur Kalimantan Timur No. 86 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur dif
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Surat Gubemur Kalimantan Timur Nomor 067/4963/0rg Tanggal 20 Mei 2013 Tentang Instruksi Gubernur Kalimantan
Timur membentuk kelompok budaya kerja aparatur dan ditindak lanjuti dengan penerapannya.

4. Instruksi Gubemur Kalimantan Timur Nomor 188.54/650/0rg Tanggal 13 Mei 2015 Tentang Budaya Kerja Aparatur]

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015,

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

Ferlngatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Budaya Kerja tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu penerapan budayal-  Disimpan sebagai data elekironik dan manual
keria.




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Para Kepala Para Ket.
Karo Kabag |Kasubbag TU Bagian Kasubt Pelaksana |Kelengkapan| Waktu Output
Kepala Biro Menugaskan Kabag untuk
1. |melaksanakan permintaan bahan penyusunan Nota Dinas | 5 menit Disposisi
Budaya Kerja.
Kabag Menugaskan Kasubbag Tata Usaha untuk
2. |penyusunan Budaya Kerja. Disposisi | 5 menit Disposisi
SOP
Kasubbag Tata Usaha menugaskan I__j_] - _ ‘ Penyusunan
3. |Pengadministrasian Umum untuk membuat Nota Disposisi | 80 menit | Nota Dinas Konsep
Dinas terkait penyusunan Budaya Kerja ! Naskah Dinas
i i i i i i
g |Meiskearlian el pertiahasan kepepeiaion ] C 1|1 C 3| 2 | [ | votabinas [120menit|  Notuen
budaya kerja. | I I I_ l I
Kasubbag TU Menghimpun dan menyusun Dikiiien
5. |dokumen Budaya Kerja Biro serta Notulen | 120 menit ;
: Budaya Kerja
mengarsipkannya.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/375/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
{ ’\i,—\r-N"/
Al
H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM

NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pelaksanaan Entri laporan SIRA

Dasar Hukum

[Kualifikasi pelaksana

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi
Anagaran Pendapatan Dan Belania Negara Dan Anaaaran Pendapatan Dan Belania Daerah,

| 1. Memahami peraturan terkait.
2. Memahami tugas dan fungsi.
3. Mampu mengoperasikan aplikasi SIRA

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4. Aplikasi SIRA

5. Jaringan internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Pelaksanaan Entri laporan SIRA tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan tersaji data pengawasan
realisasi anaaaran vana valid.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Uraian Kegiatan K Pengolah Data Keleng} Wakt Output
g biwe 1Y dan Informasi
Menugaskan Kabag untuk melaksanakan permintaan ; Y
& data sebagal bahan penyusunan Laporan SIRA. Surat 5 ment Olsposts
E@an Kasubbag Tata Usaha  untuk D . S
2. [melaksanakan permintaan data/bahan penyusunan Disposisi 5 menit Disposisi
Laporan§RA. R -
Kasubbag TU menugaskan Pengolah Data dan ‘_1
3. |Informasi menginput data realisasi anggaran pada | I Disposisi 5 menit Disposisi
aplikasi SIRA. i _
) ) Data Realisasi
4, |Pengolah Data daq !nfc.rmasn menginput data realisasi ¥ Anggeran 60 menit Data SIRA
Ianggaran pada aplikasi SIRA. ( ) Keuangan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/376/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mel 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ »-\H‘Y"'I

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Penyusunan Laporan Rekapitulasi Kehadiran

Maem 0P Pegawai Negerl Sipil

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Mampu mengolah data dengan menggunakan aplikasi pengolah tabel

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Daftar Kehadiran Pegawai Negeri Sipil
2. SOP Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro 2. Data Sistem Absensi Online {SAO)
3. Komputer
4, Printer
5. Alat Tulis Kantor

rPerIngahn

Pencatatan dan pendataan

1. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil disusun pada akhir Minggu IV setiap bulan, jika tidak akan berpengaruh pada
keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




[ Pelaksana Mutu Baku
No, Uraian Kegiatan Kasubbag | Pengelola
Tata Usaha | Kepegawaian Kajengepen W St
Menugaskan Pengelola Kepegawaian untuk menyusun Laporan Daftar Hadir Harian ; i i

! |Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipi. - Q | CoPNs S Vemes!

2 Menyusun Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil, kemudian ::' Daftar Hadir Harian 20 menit Daftar rekapitulasi
menyerahkan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk divalidasi. '—“ PNS, Data SAO kehadiran PNS
Melakukan validasi terhadap Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai ! Daftar Hadir Harian
Negeri Sipil. Jika sudah benar, menugaskan Pengelola Kepegawaian untuk < ~ PNS. Data SAO Daftar rekapitulasi

3 |membuat Surat Pengantar Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri = ! - ' | 10menit | kehadiran PNS yang

e . : Daftar rekapitulasi S S
Sipil. Jika belum benar, mengembalikan kepada Pengelola Kepegawaian ) telah divalidasi, disposisi
: o kehadiran PNS
untuk diperbaiki.
Membuat Surat Pengantar Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri y Daftar rekapitulasi Daftar rekapitulasi

4 Sipil, kemudian menyerahkan Surat Pengantar beserta Laporan Rekapitulasi D kehadiran PNS yang 10 i kehadiran PNS yang
Kehadiran Pegawai Negeri Sipil kepada Kasubbag Tata Usaha untuk telah divalidasi, telah divalidasi, Surat
diproses lebih lanjut. disposisi Pengantar




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/377/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ 'YVW

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pengolah Data dan Informasi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017
2. Peraturan Daerah Prov Kaltim Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang keuangan
2. Mampu mengolah data dengan menggunakan aplikasi pengolah tabel

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP RKA 1. Data Transaksi Keuangan
2. SOP RKA 2 Komputer
3. SOP SIRA 3 Printer

4. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

T. Setiap ada transaksi pengeluaran wajib dilakukan pengadministrasiannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

- Disimpan sebagari dafa elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
[No) Uraian Kegiatan Kasubbag | engolan Ket.
Datadan | Kelengkapan | Waktu Output
Tata Usaha
Informasi
1 Karo npnugaskan Kabag untuk @ngadmmmtramkan segala pengeluaran Disposisi o bl Disposisi
sampai dengan mempertanggungjawabkan.
2 |Kabag ke TU L Disposisi 20 menit Disposisi
-
TU ke Pengolah Data dan Informas untuk mengadministrasikan segala X o .| Transaksi
3 pengeluaran dan mempertanggungjawabkan </ Diposil 1ment Pengeluaran
) . . + Transaksi . | Data Realisasi
4 |Pengolah Data dan Informasi mempertanggungjawabkan ke biro umum CD Keuangan 10 menit Keuangan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP 065/378/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~
NA

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubemur Kaltim Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pengisian Daftar Hadir Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

2. Peraturan Gubemur Kaltim Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian
2. Mampu mengolah data dengan menggunakan aplikasi pengolah tabel

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Penyusunan Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil

Daftar Kehadiran Pegawai Negeri Sipil
Data Sistem Absensi Online (SAQ)

. Komputer

Printer

. Alat Tulis Kantor

[ SRR SR

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja harus mengajukan izin tidak masuk kerja secara tertulis,
jika tidak akan berpengaruh terhadap daftar rekapitulasi kehadiran Pegawai Negeri Sipil.

— Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Sub
| tasan
i it PNS A Bagian Tata | Kelengkapan | Waktu Qutput
Langsung | \jsaha
in Tidak . Izin Tidak
1 [Mengajukan surat izin tidak masuk kerja kepada atasan langsung. S:;:;Limmﬁ: 1 menit S:;:;uileg:
Membaca surat izin tidak masuk kerja. Jika setuju, meneruskan surat izin l
PNS yang bersangkutan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk N Surat lzin Tidak
2 |keperluan penyusunan Laporan Rekapitulasi Kehadiran PNS. Jika tidak Yasik doda 5 menit Disposisi
setuju, memberitahukan kepada PNS yang bersangkutan bahwa izin tidak L
dapat diberikan.
Menerima surat izin tidak masuk kerja PNS, kemudian menyerahkan kepada ( ) Surat Izin Tidak Surat Izin Tidak
3 |Pengelola Kepegawaian untuk dimasukkan ke dalam Daftar Rekapitulasi Masuk Kerja, | 2menit | Masuk Kerja,
Kehadiran PNS. Disposisi Disposisi




Nomor SOP 065/379/Eko-TU/2026
| Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
| Tanggal Efekdif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/
{ YN
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penarbitan Surat Porintah Tuges das Surst

Perintah Perjalanan Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Memahami aturan mengenai perjalanan dinas.

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

~ Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Kepala Sub Pejabat e Ket.
Bagian Tata | Kepala Biro | Pelaksana Teknis Bekue Kelengkapan Waktu Output
Usaha Kegiatan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan Nota Dinas Kabag mengenai : : :
B permohonan persetujuan perjalanan dinas kepada Kepala Biro. Nota Dings Kabag | 2 menit | Nota Dinas Kabag
i 'Ke?:»ala_éia'n_emelajaﬂ Nota Dinas Kabag mengénai permahonan _‘ T N - il 1
persetujuan perjalanan dinas. Jika setuju, menuliskan disposisi. Jika tidak ; ; :
% setuju, mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk Nota Dings Kabag | mentt Dlepencs
| |diteruskan kepada Kabag. | | |— (R S S | i
Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan Nota Dinas Kabag mengenai ] inas Kat )
3. |permohonan persetujuan perjalanan dinas yang telah mendapatkan disposisi E Nota[[))ilnas isi Hl 2 menit Nuta[[:il:as ::j:bag.
dari kepala Biro kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. i P
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membaca Nota Dinas Kabag mengenai '
4. |permohonan persetujuan perjalanan dinas yang telah mendapatkan disposisi | 1; N E[;mas ijag. 2 menit Disposisi
; ; : Nk : Gl isposisi
dari Kepala Biro, dan menuliskan disposisi untuk diproses lebih lanjut.
Pembuat Dokumen menyusun rancangan Surat Perintah Tugas dan Surat t_' Nota Dinas Kab R::;;:aa; S:;at
5, |Perintah Perjalanan Dinas, kemudian menyampalkannya kepada Kepala Sub L_: nas Rabag. | 49 menit ol
: Disposisi Sural Perintah
Bagian Tata Usaha untuk dipelajari " A
| L St L - A | Perjalanan Dinas B
Kepala Sub Bagian Tata Usaha memelajari rancangan Surat Perintah Tugas Rancangan Surat Rancangan Surat
6 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Jika sudah benar, maka membubuhkan Perinlah Tugas, 3 i Perintah Tugas,
* |paraf. Jika belum benar, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi Surat Perintah Sural Perintah
Perkantoran untuk diperbaiki. Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas
- o i o Rancangan Surat | Rancangan Surat |
7 Pengadministrasi Perkantoran menyampaikan rancangan Surat Perintah :’_ Perintah Tugas, 2 menit Perintah Tugas,
" |Tugas dan Surat Perinlah Perjalanan Dinas kepada Kepala Biro. Surat Perintah Surat Perintah
il |- I — Perjalanan Dinas Perialanan Dinas
Kepala Biro memelajari rancangan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Rancangan Surat Surat Perintah
8 Perjalanan Dinas. Jika sudah benar, maka membubuhkan tanda tangan. Jika Perintah Tugas, 3 menit Tugas, Surat
* |belum benar, maka mengembalikan kepada Pengadministrasi Perkantoran Surat Perintah Perintah Perjalanan
untuk diperbaiki. - - - Perjalanan Dinas Dinas
Pengadministrasi Perkantoran menuliskan nomor dan membubuhkan '
stempel biro pada Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan ¥ S.'rm' PRInER) Surat Petintai
; ; ¢ 5 ugas, Surat ” Tugas, Surat
9. |Dinas, kemudian menyerahkan Sural Perintah Tugas dan Surat Perintah D " * 5 menit : 3
s o Perintah Perjalanan Perintah Perjalanan
Perjalanan Dinas kepada Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan Dinas Dinas

|perjalanan dinas.




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nomor SOP |065/380/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ W'/
A

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO

Nama SOP Pelaksanaan Evaluasi Dokumen SOP Biro

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

1. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Laptop
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. LCD
5. Laser Pointer
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan rapat akan
tertunda

-~ Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Kegiatan Pengadmini .
Kepala Biro | Kepala Bagian  "**4P020 TE3| “giragj | Kab20 'm“"‘u"b"‘“m' Kelengkapan | Waktu Output
Perkantoran i
Menugaskan Kepala Bagian KP untuk melaksanakan evaluasi ) ] —
- | dokumen SOP Biro. Q 5 ment Disposis)
Menugaskan Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan E
evaluasi dokumen SOP Biro.
2 Menugaskan Pengadministrasi Perkantoran untuk menyiapkan bahan- Er_1
* |bahan kelengkapan untuk pelaksanaan evaluasi dokumen SOP Biro.
Daftar Hadir,
. - Dokumen SOP
3 mylapkdar; bahan-sbg;a; yang diperlukan untuk pelaksanaan '—u Disposisi 5 mentt Perangkat
uasi dokumen iro. Bioarh, Lgmbi
Berita Acara
l 1 l 1 1 1 Daftar Hadir,
FISCAICT E3 CHIET | e oms
4. |Melaksanakan evaluasi dokumen SOP Biro, Perangkat 90 menit Kesimpulan
[ I I ] | I Daerah, Lembar
Berita Acara
Mencatat kesimpulan hasil kegiatan evaluasi dokumen SOP Biro di . ) )
B dalam lembar Berita Acara. Kesimpulan § menit Berita Acara
) ¥ 3
6. |Membubuhkan tanda tangan di dalam lembar Berita Acara. | | | | | I Berita Acara 5 menit Berita Acara
Daftar Hadir, Daftar Hadir,
Mengumpulkan bahan-bahan kelengkapan pelaksanaan evaluasi Dokissen 4op : Dekumen SOP
% dokumen SOP Biro, dan mengarsipkan lembar Berita Acara Porangat ek Perangkat
' 9 ' Daerah, Berita Daerah, Berita
Acara Acara




|Nomor SOP 065/512/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 8 Juni 2026

Tanggal Revisi 9 Juni 2026

Tanggal Efektif 9 Juni 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~p N

( NY
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP Penanganan Unit Pengendalian Gratifikasi

[Kuallfikasi pelaksana

|§uu Hukum
1.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana dirubah dengan peraturan dalam negeri nomor 8 tahun 2009 Tentang
Pedoman

3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi (berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 nomor 1436)

4 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengendalian Gretifikasi di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami ketentuan gratifikasi
2. Memahami Mengenai Aplikasi GOL KPK
3. Administrasi perkantoran

[Reterkaltan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaporan Whistle Blowing System 1. Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4 LCD
|&ringgun fpencatalan dan pendataan
- Dalam penggunaan dan penulisan nama dan peraturan perundang-undangan agar lebih diperhatikan agar tidek terjadi kesalahpahaman atas{1. Laporan Pengaduan
nama dan peraturan yang digunakan 2. Arsip Surat

3. Database Pelaporan Gratifikasi




[No Pemeriksaan Khusus _ PELAKSANA MUTU BAKU K
= Pelapor TIM UPG KPK Kepala Biro KELENGKAPAN WAKTU OQutput gar

(i) i2) [E7] (4) (8) ] (1o (5] 0z) (13)
T Menerima gratifikasi dan mengiden_lTﬂkasi adanya potensi Mulal | X penenmaan gratifikasi 30 menit Data penenmaan gralifikas:

gratifikasi yang waijio dilaporkan
2 Menerima dan meregistrasi laporan, serla melakukan verikasi _b Laporan gratifikas|

kelengkapan dokumen | I

Formulir pelaporan dan dokumen
pendukung

3 [Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK melalui apikasi Akun GOL KPK | Pelaporan kepada KPK Refransi Evaluasi dan peraturan per UL yang

GOL KPK | | (Tenda tenma aduan, identitas  |terkart dengan informasi dan data yang diterima

— 30 menit Pelapor, dan isl aduan)
| 4 _

5 |Menyampaikan hasi pengelotaan laporan penerimaan dan Melaporkan penenmaan gratifikasi Buili pelaporan ke KPK

penclakan Gratifikas! dan usulan kebrjakan Pengendalian kepada

pimpinan instansi, 30 menit
©  |Melakukan pemelinaraan barang Gralifikas: sampaj adanya Barang gratifias 2 hari Bera Acara Penifipan

penetapan status barang tersebut, :&
2 |Penetapan status barang oleh KPK dan disampaikan kepada TIM Surat Penetapan KPK sesual prosedur WK Penetapan Status Gratifikasi

LIPG biro Perekonomian
2 |Menyampaikan penetapan status gratifikasi kepada pelapor Surat Penetapan KPK 30 menit Sural pamberitahuan

(_' "'\J &

18 IMengarsipkan dokumen dan memperbarui database gratifikasi Surat Penetapan KPK 30 menit Arsip dan Database
11 [Melaporkan rekapilulas: laporan penenma dan penolakan selesai Metaporkan penclakan gratifikasi 30 menit Laporan UPG

Gratifikasi secara periodik kepada KPK, I:::j__ > 0 melalui aplikasi GOL KPK




Nomor SOP |065/513/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan |8 Juni 2026
Tanggal Revisi 9 Juni 2026
Tanggal Efektif 9 Juni 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ . ‘-\ﬂ\‘"’/
( i
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO l"'m S0P m;glnﬂ PENGADUAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
[Dasar Hukum Kualiiikas! pelaksana

1 UU Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismei |
2 LU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Uu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan| 2 Memahami tata naskeh dinas dan pengarsipan

atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Permen PANRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
5 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 tahun 2015 tentang tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaren

(WHISTLEBLOWING) serta Tata Cara Pelaporan (WHISTLEBLOWING) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami ketentuan gratifikasi

3 Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi pengaduan (email, website, atau aplikasi WBS).

4 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

—rﬁﬁalatam‘ManﬂlEn

eterkaitan
1. [50P Pengaduan Masyarakat | 1. Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. LCD
[Peringatan Pencatatan dan pendataan
~ Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Biro Perekonomian 1. Laporan Pengaduan
2. Arsip

3. Database Pelaporan Gratifikasi




" |laporan berkala pertriwulan

selesai

Pelaksana Mutu Baku
Uralan atan Ket.
b PELAPOR | oPERATORWes | SEKREVARISTM | epy agiRo | INSPEKTORAT | Kelengkapan Waktu Output
. |Menyampaikan pengaduan melalui surat, email, website, atau media lainnya ( } Dokumen pengaduan Laporan pengaduan
Menerima dan meregistrasi laporan pengaduan I | Buku register/aplikasi| 30 menit Nomor registrasi
v
. [Melakukan verifikasi administrasi laporan; Q Dokumen pengaduan| 30 menit hasil verifikasi
v aporan mamenuhi syarat
Y
Apabila laporan Tidek memenuhi syarat — arsip dan pemberitahuan kepada pelapor; d 1 Hari Kb
" |Memenuhi syarat — penyusunan telaahan singkat CD L.d— j_] Dalkumenpsngecusn At Bt
laporan bdak mamenuhi
syaral
. |Menelaah dan memberikan disposisi tindak lanjut E Dokumen pengaduan | 1 Hari Nota telaahan
. |Meneruskan laporan kepada Inspektorat apabila mengandung indikasi pelanggaran | _‘J I Surat Pengantar 1 Hari surat penyampaian
Memberikan informasi kepada pelapor bahwa laporan telah diteruskan kepada " i 30 . inf i indak laniut
- Snepeksorat (D 4_—:}_ surat/email menit informasi an
r
Mengarsipkan dokumen dan melakukan monitoring status laporan, serta membuat I | Arsip pengaduan Bebisin Arsip dan Lapocan




|Nomor SOP |085/514/Eko-TUI2026
Tanggal Pembuatan 8 Juni 2026
Tanggal Revisi 9 Juni 2026
Tanggal Efektif |9 Juni 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
( l/\w’
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN NIP. 19661116 198703 1 008
SUB BAGIAN TATA USAHA BIRO Nama SOP PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
{Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismei ;

2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan Uu Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Permen PANRB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

.&Mlhn

Memahami ketentuan benturan kepentingan
Memahami tata naskah dinas dan pengarsipan
Memiliki integritas dan menjega kerahasiaan informasi

1.
2
3
4 Memiliki integritas dan menjaga kerahasiaan informasi

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengaduan Masvarakat

1. Laptop

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

4 LCD

[Forlngltlrl encatatan dan pendataan

Apabila potensi benturan kepentingan tidak dilaporkan dan tidak dikelola, maka dapat memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas, 1. Laporan Pengaduan
menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, dan berpotensi menjadi pelanggaran disiplin atau ketentuan peraturan 2. Arsip
perundang-undangan 3. Database Pelaporan BK




v

&

No Pemeriksaan Khusus PELAKSANA MUTU BAKU
PEGAWAL/ ATASAN ™ KEPALA BIRO KELENGKAPAN WAKTU Output
PELAPOR LANGSUNG PENGENDALIAN Keterangan
BENTURAN
KEPENTINGAN
m @ ] ) 0 ) 7o) o RE] [E)
T IMengetahui atau mengalami potensi benfuran kepentingan dalam Mulal Formulir benturan kepentingan 30 menit Informasi Potensi Banturan
lak lugas |Kepentingan

2 |Mengsi dan menyampalkan formulir pelaporan benturan L Farmulir pelaporan dan dokumen 30 mand Laporan Benturan Kepentingan

kepentingan kepada alasan langsung [ pendukung
3 |Melakukan verifikasi awal terhadap laporan v Formulir benturan kepentingan keputusan

— 0mend

4 |Benturan kepentingan lerbukl| atau berpotens memengaruhi y Dokumen Pendukung Bukli pelaporan ke KPK

objekiivitas?

30 mentt
% |Tidak terdapat benturan kepentingan — arsp [Berkas Laporan Arsip
—

&  |Terdapal benturan kepentingan —» d han kapada Tim Berkas Laporan 30 menit Telahan

Pangendalian BK
7 |Melakukan telaah dan meny i das pengendali Dakumen Laporan 1 Har Rekomendasi
& IM pkan langkah pengendal Rekomendasi tim banturan 30 mend 'Kspulusan

E /> kepentingan
% |Menyampaikan hasil keputusan kepada pegawal terkait Surat pemberitahuan 30 menit Pamberitahuan
C De r_J(——-—<> €

10 IMengarsipkan dan metakukan monitoring selesai Arsip berkala Laporan Minitoring




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP |065/385/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
/ ~
( N

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN

Pelaksanaan Pengusulan Kuota BBM

Nania SOF Bersubsidi

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Peraturan Gubemnur Ralimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketenfuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

1. Memahami tugas dan fungsi.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengusulan Kuota BBM Bersubsidi

1. Laptop

Printer

Alat Tulis Kantor
LCD

Laser Pointer

oW

F'iaringatan

Pencatatan dan pendataan

terlambat

- Apabila SOP Pengusulan Kuota BBM Bersubsidi tidak dilaksanakan dengan baik maka usulan kuota akan|-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDLUR
PENGUSULAN KUOTA BBM BERSUBSIDL

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Asisten s i
Gubernur Wakil Gubernur | 5 Dacrah | Perek Kepala Biro Kepala Bagian i s[\'.ebi' ' Kelengkapan Waltu Output
dan Peinl Lunn

1 |Kepala Bire memermtshkan Kepala Bagian) Disposis surat 10 menit Disposisa
untuk mentbuat usulan kuots BBM bersubsidh ('—\}

2 [Kepala Bagian menyiapkan bahun penyusunan| K Disposisi 120 Menit annek Penmyumm

L tal ebaialog. it 1 i :
kepaca fungsional analis kebijakan Febijakun

3 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep) . 2 Bahan 60 Menit Konsep
| rekomendasi kebijakan S I ‘ Penyusunan Rekomendas

t— Rekomendis: Kebijakan
K hifakan

4 [Fungsional Analis Kebijakan bersama Kepala vy Konsep 120 Menit Konsep
Bagian dan Kepaln Biro membohas dan J“ 1 | Rekomendasi Rekomendasi
menyempurmakan konsep rekomendasi| L L i 1 Kebijukan Kebijaknn

5 |Fungsional Analis Kebijakon —melokukan v Konsep 120 Menit Konsep
perbaikan  konsep  rekomendasi  kebijukan| ¥ .- | Rekomendasi Rekomendasi
berdasarkun  hasil  pembal hersamn  dan| B | Kebijakan Kebijakan
menyerahkan kepada Kepalo Bagian '?

6 |Kepala  Bagisn  mengoreksm  Konsep ¥ Konsep 20 Menit Konsep :
rekomendasi  kebijakan,  jiks  setuju ¥ G 1|7 Rekomendasi Rekomendasi
membubulkan pamf pads konsep rekomendasi| = S | Kebijukan Kebijakan
Lhiink L " yerahd Kepada) i
Kepala Biro unhuk dikoreksi. Jika tidak setuju, |
makn likan kepada Fungsional Analiy |

7 [Kepaln Biro mengorekst Konsep rel dni v ¢_ | Konsep 20 Menit Konsep
kebijakan, Jika sctwju, membubuhkan parai] . Rekomendasi Rekomendasi
pada konsep rel dasi kebijakan, k 1i S Kebijuknn Kebijakm
menyerahkan kepada Asisten Perekonomiun|
dant Pembongunan, Jika tidek setoju, moka
mengembalikan kepads Kepala Bagian untuk
diperbaik: |

§ |Assien Perckonomian don  Pembangunan ¥ [3 | T Konsep 20 Menit Konsep
mengoreksi  Konsep rekomendasi  kebijakan | et 2 B Rekomendasi Rekomendasi
Jikn setuju, membububkan paraf pada konsep| i Kebijnkan Kebijakan
kepada Sekretaris Duersh, Jika idak setuju, |
maka mengembalikan kepada Kepala Biro |
untuk diperbaiki,

9 kretaris  Dpersh  mengoreksi  Konsep| ¥ * T 20 Menit Konsep
rekomendasi  kebijakan Jika  setujy, . i S Rekomendasi Rekomendas:
membububkan purnf pads konsep rekomendasi s Kebijakan Kebijakan
Vb bissd hkan kepads 4
Wakil Gubernur, Jikn tidak setuju, makaf |
mengembaliken kepada Asisten Perekonomian) |
dun Pembangunan untuk diperbaiki. | |

10 [Wakil  Gubernur  mengoreksi  Konsep) Ad T Konsep 10 Menit Konsep
rekomendasi  kebijnkan Jika  setuju, r Y1 . g |8 Rekomenilasi Rekomendasi
membubuhkan paraf pads konsep rekomendasi e Kebijakan Kebijakan
btk P yorahh kepada 4
Gubernur,  Jika  ndak  setuju,  mak)
mengembalikm kepada Sekretaris Daerah untuk)
diperbaiki

11 |Gubermur mengoreksi  Konsep rekomendasi T Konsep 10 Menit Konsep
kebipukan. Jika setujn maka dilanjutkan dengan) - Rekomendasi Rekomendasi
menandutnngani Rekomendasi Kebipakan. Jika e Kebijakan Kebijakan
tidak setuju. maks mengembalikan kepads
‘Wakil Gubermur untuk diperbaiki.

‘ Konsep 10 Menit Rekomendasi

12 |Menandatangani Rekomendasi Kebijakan ) Rekomendesi Kebijakan




Nomor SOP 065/386/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

{.f' %VW

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN

Pelaksanaan High Level Meeting/Rapat

e 208 Koordinasi/Konsinyering/FGD

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
ﬁ’eringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Persiapan Pelaksanaan Rapat tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan rapat
akan tertunda.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN HIGH LEVEL MEETING/RAPAT KOORDINASVKONSINYERING/FGD

Pelaksana Mutu Baku
N Pengadministrasi| Fi I Analis
Kepala Biro | Kepala Bagian | Pengelola Data | Pengolah Data uUmum ‘!’(xbij - Kelengkapar Waktu Output
Kepala Biro memerintahkan Kepala  Bagian  untuk| Rencana Kerja 5 menit Disposisi
melaksanakan High Level Meeting/Rapat] |
Koordinasi/Konsinyering/FGD A
A
Kepala Bagian menindaklanjuti disposisi Kepala Biro deng; == Disposisi 5 menit Disposisi
memerintahkan pengelola data, pengolah data, fungsional l - - —
analis kebijakan untuk menyiapkan bahan rapat persiapan o
[ ]
Pengelola Data, Pengolash data dan analis  kebijakan| ¥ o v Disposisi 30 menit Data/Bahan Rapat
menyiapkan bahan rapat persiapan dan menyerahkan kepada r j | ] ! } Persiapan
kepala bagian . _*_J |___}_
1
Kepals Bagian melaksanekan Rapat Persiapan High Level _* Data/Bahan Rapat Perstapan| 120 menit Data/Bahan Rapat
Meeting/Rapat  Koordinasi/Konsinyering/FGD  melibatkan - ‘ Persiapan
fi | analis kebijakan, pengolah data dan p lola data)
dan pengadministrasi umum
Rapat  Persiapan High  Level Meeting/Rapat 3 | L ; Draft Buku Panduan High | 120 menit | Buku Panduan High Level
Koordinasi/Konsinyering/FGD r 1 I [fp===e==n [_ =] Level Meeting/Rapat Meeting/Rapat
= o J B L. _| L _i Koordinasi/Konsmyering Koordinasi/Konsinyering
i i I ! d |
Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengadministrasi Konsep Surat Undangan, 30 menit Surat Undangan, Daftar
Umum untuk  menyiapkan, memproses undangan dan| |—L-'1 Daftar Undangan, Lindangan dsh
kelengkapan acara High Level Meeting/Rapat} r o =)
i i i fi it
Pelaksanaan High Level Meeting/Rapat I—'—I Buku Panduan High Level | 480 memit | MNotulensi kegiatan High
Koordinasi/Konsinyering/FGD Meeting/Rapat Level Meeting/Rapat
Koordinasi/Konsinyering Koordinasi/Konsinyering
Membuat Laporan Pelaksansan Kegiatan High Level v Notulensi kegiatan High 5 menit Laporan Kegiatan High
Meeting/Rapat Koordinasi/Konsinyering/FGD (_ ‘“"‘J Level Meeting/Rapat Level Meeting/Rapat
S Koordinasi/Konsinyering Koordinasy/Konsinvering




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/387/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepata Biro Perekonomian,
:'! \( W

|

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN

Penyusunan Rencana Kerja Bagian

Nama SOP Kebijakan Perekonomian

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

T. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Renja 1. Komputer
2. SOP RKA 2. Printer
3. SOP DPA 3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Renja tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses
penyusunan Renja Setda Provinsi Kaltim.

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA BAGIAN KEBUAKAN PEREKONOMIAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kepala Pengelola Pengolah Fungsional L
Kepala Biro Bagitn Data Data Analis Kebijakan Kelengkapan Waktu Output
| |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk menyusun - Nota Dinas 5 menit Nota Dinas
Rencana Kerja Bagian i /.
—1—
2 |Kepala Bagian menindaklanjuti disposisi Kepala Biro dengan _i = Nota Dinas 5 menit Disposisi
intahkan Pengelola Data untuk mengumpulkan data-datal | ——
pendukung penyusunan renja Lo
3 |Pengelola Data mengumpulkan data pendukung penyusunan renjal oz ,y__l Disposisi 15 menit Data Penyusunan Renja
dan menyerahkan kepada Pengolah Data [ 1] T i
|
4 |Pengolah Data melakukan pengolahan data penyusunan renja dan e Data Penyusunan Renja | 30 menit Data Penyusunan Renja
menyampaikan kepada Fungsional Analis Kebijakan [ — yang sudah diolah
5 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun draft Rencana Kerja dan v Data Penyusunan Renja | 1440 menit Drafl Rencana Kerja
menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk dijadikan bahan rapat § | yang sudah diolah
L
6 |Kepala Bagian melaksanakan Rapat Penyusunan Rencana Kerjal v Draft Rencana Kerja 120 menit Draft Rencana Kerja
melibatkan fungsional analis kebijakan, pengolah data dan ’_ —I
pengelola data L _T__I
7 |Rapat Penyusunan Rencana Kerja Bagian L l l J, Draft Rencana Kerja 120 menit | Draft Rencana Kerja dan
[ - _‘ | ‘ ‘ | | | Kesepakatan Bersama
| U
| l |
8 |Fungsional Analis Kebijakan melakukan perbaikan draft Rencana Draft Rencana Kerja dan | 1440 menit | draft rencana kerja yang
Kerja berdasarkan hasil rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Y | | notulensi rapat sudah diperbaiki
menyerahkan kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi A
|
9 |Kepala Bagian memeriksa draft Rencana Kerja. Jika setuju, A~ | T | draft rencana kerja yang | 1440 menit | Dokumen Usulan Rencana
membubuhkan tanda tangan pada draft Rencana Kerja, kemudian| ~. 1 sudah diperbaiki Kerja Bagian yang sudah
diserahkan ke Kepala Biro. Jika tidak setuju, maka ditandatangani Kabag
mengembalikan kepada Fungsional Analis Kebijakan untuk
dinerhaiki
10 [Kepala Bagian menyerahkan dokumen Rencana Kerja Bagian| ¢ Dokumen Usulan Smenit | Dokumen Usulan Rencana

kepada Kepala Biro untuk proses selanjutnya

Rencana Kerja Bagian
yang sudah

Kerja Bagian yang sudah
ditandatangani Knbag




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/388/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
( NY

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN Nama SOP :
Kegiatan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
T 1. Memahami peraturan terkait

2

3

Peraturan tentang Kearsipan

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah

Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tidak ddibuat maka pelaksanaan kegiata

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan — L .

Kepala Biro | Kepala Bagian St gzrfolah Punis;grigzlkzmlls Kelengkapan Waktu Output

1 |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk Laporan Disposisi surat 10 menit Disposisi
Pelaksanaan Kegiatan Ir' —“)

2 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengolah Data untuk] R Disposisi 10 menit Disposisi
mengumpulkan data-data pendukung penyusunan laporan }> e
pelaksanaan kegiatan L ‘

3 |Pengolah Data mengumpulkan mengumpulkan data-data | Disposisi 15 Menit Bahan/Data
pendukung penyusulan laporan pelaksanaan kegiatan dan Wy pendukung
menyerahkan kepada fungsional analis kebijakan r Ir'_'l" B penyusunan

S laporan kegiatan

4 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep Laporan N Bahan/Data pendukung|45 Menit Konsep Laporan
Pelaksanaan Kegiatan dan menyerahkan kepada Kepala Bagian I | J penyusunan laporan| Pelaksanaan
untuk dikoreksi ‘ L —— kegiatan Kegiatan

7 |Kepala Bagian memeriksa Konsep Laporan Pelaksanaan ¥ v T | Konsep Laporan| 10 menit Konsep Laporan
Kegiatan, jika setuju. membubuhkan paraf pada konsep e ~ B | Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan, kemudian menyerahkan |_ ] N2 Kegiatan  yang
kepada Kepala Biro untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, maka | . sudah diparaf
mengembalikan kepada Fungsional Analis Kebijakan untuk | Kabag
diperbaiki |

8 |Kepala Biro memeriksa Konsep Laporan Pelaksanaan v T Konsep Laporan| 10 menit Konsep Laporan
Kegiatan, Jika setuju, membubuhkan tanda tangan pada konsep Pl Pelaksanaan  Kegiatan Pelaksanaan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Jika tidak setuju, maka S~ yang sudah  diparaf| Kegiatan  yang
mengembalikan kepada Kepala Bagian untuk diperbaiki Kabag sudah

ditandatangani
Kepala Biro

9 |Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang Konsep Laporan|3 Menit Laoran

sudah ditandatangani Kepala Biro — Pelaksanaan ~ Kegiatan Pelaksanaan
e vang sudah Kegiatan
ditandatangani  Kepala

Biro




Nomor SOP 065/389/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kep/ala iro Perekonomian,
/ /\/VW’
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN Nama SOP Penyusunan Rekomendas| Kebijakan

Yang Ditandatangani Gubernur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun
2021 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

T. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4, Scanner
Peringatan Pencatatan dan pendataan

° Affabila SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang ditandatangani Gubernur terlambat
dibuat akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lanjutan dari kebijakan yang dibuat.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITANDATANGANI GUBERNUR

Pelaksana Mutu Baku
Mo Kegiatan Asisten . .
Cubernur  [Wakil Gubemu| Sekretans Daersh | Perekonomian Kepala Biro Kepala Bagim me;::::nw" Kelenghkapan Waktu Output
dan Pem =
I |Kepala Biro memenntahkan Kepala Bagian untuk  menyusun [Hsposisi surat 10 menit Disposist
Rekomendasi Kebijakan ( = )
2 |Kepaln Baginn menyiapkan bahan pmyum rr.'kmnmdasi kebijakan| [__t___ [Hsposisi 120 Menit Bahan Penyusunan
dan bkanriys kepada fungsional analis kebij , | I Rekomendasi Kebijakan
| = | ‘
3 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep rekomendasi kebijakan . Bahan Penyusunan 60 Menit Konsep Rekomendasi
—_— Rekomendasi Kebijakun Kebijakan
| L >
4 |Fungsional Annlis Kebijukan bersamn Kepala Bagian dan Kepala Biro - + = PR Konsep Rekomendasi 120 Menit Konsep Rekomendasi
bahas don purnakan komnsep rek dosi kebijal | |‘_ 5 - | | Kebijukan Kebijakan
1 I LI—I | | S
|
5 | | Anahs  Kebijok Tk perbakan  konsep| L - Konsep Rekomendas 120 Menit Konsep Rekomendasi
4 dasi kebijakan berdasarksn hasil pembal PR al ’7 1 Kebijakan Kebifokan
menyerahkan kepada Kepala Bagian
6 |Kepala Baginn mengoreksi Konsep b ek jlh utu)u. ‘|, Konsep Rekomendns: 20 Memit Konsep Rekomendasi
membubuhkan paraf pads konsep reh bijuk %) | T Kebijakan Kebijukan
menyerahkan kepada Kepaln Biro untuk dikoreksi. Jikn tidak setuju, I o
makn mengembalikin kepada Fungsional Analis Kebijakan untuk] 4
dipertraiki
7 |Kepala Biro ksl Kousep rel lnsi kebijskan. Jika setuju, ¥ + T Konsep Rekomendasi 20 Meait Konsep Rekomendasi
membubublan paraf pada konsep reb dasi kebijakon, di — - ; — Kebijukan Kebijakan
menyerahknn kepada Asisten Perek dan Pemib Jikal | i
tidak setujp, maka mengembalikan kepada Kepaln Bagon untuk)
diperbeiki |
8 |Austen Perck ian dan  Pemb ksi  Konsep) ¥ v 1 T Konsep Rekomendasi 20 Menit Konsep Rekomendnsi
relmmmdm tzhuukau. hka setujil, nicenbububkan paraf pada konsep | | Kebijakan Kebijakan
» i 4 iy n Seb .y
Daerah. Jika tidok setuju, maka mengembalikan kepada Kepala Biro
untuk diperbaiki.
i
9 |Sekrewaris Daerah goreksi Konsep reh lasi kebijakan, Jika| h v T Konsep Rekomendasi 20 Memt Konsep Rekomendasi
semju, membubuhkan paral poada konsep rekomendasi kebijidan, B ot Kebijakmm Kebijukan
kemudian menyerahkon kepada Wakil Gubernur. Jika tidak sefuju,
maka mengembalikan  kepada  Asisten  Perckonomion  dan
Pembangunan untuk diperbuik
|




10 |Wakil Gubermur \goreksi Konsep rel dasi kebijak Jikn L4 Konsep Rekomendas: 1 Menit Konsep Rekomendasi
setuju, membububkan paral pada konsep rekomendasi kebijakan, Kebijalan Kebijakan
kemudion menyerahkan kepada Gubermur. Jika tidak setuju, maka)

gembaliknn kepada Sek i5 Dineruh untuk diperbuiki

11 [Gubernur mengoreksi Konsep rek dnst kebijab Jika setujn) | T Konsep Rekomendasi 10 Menit Konsep Rekomendasi
imaka dilwng dengan ! Rek insi Kebijaknn. | Kebijakan Kebijakan
Jikn tiduk setuju, maka mengembalikan kepada Wakil Gubemur untuk
diperbaiki

Konsep Rekomendasi 10 Menit Rekomendasi Kebijakan
Kebijaknn




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/390/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

I/\W/

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN DAN PEREKONOMIAN

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang

Nama SOP Ditandatangani Sekretaris Daerah

|Dasar Hukum

[Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
[Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang ditandatangani Sekretaris Daerah terlambat dibuat akan
mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lanjutan dari kebijakan yang dibuat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
He Kpglam AABjejen Fungsional Analis
Sekretaris Dacrah |Perekonomian dan|  Kepala Biro Kepala Bagian s z Kelengkapan Waktu Output
Pembangunan Kevien
1 |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk Disposisi surat 10 menit Disposisi
menyusun Rekomendasi Kebijakan ' Ty
2 |Menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi kebijakan v Disposisi 120 Menit Bahan Penyusunan
dan menyerahkannya kepada fungsional analis kebijakan I S SIS Rekomendasi
L-.j Kebijakan
3 |Menyusun konsep rekomendasi kebijakan . Bahan 60 Menit Konsep
— ! | Penyusunan Rekomendasi
[ L J Rekomendasi Kebijakan
K chii
4 |Membahas dan menyempurnakan konsep rekomendasi v Konsep 120 Menit Konsep
kebijakan 1 [ | [ | Rekomendasi Rekomendasi
P f‘_ [E—— S __i Kebijakan Kebijakan
|
5 |Melakukan perbaikan konsep rekomendasi kebijakan dan v Konsep 120 Menit Konsep
menyerahkan kepada Kepala Bagian y | __[ . Rekomendasi Rekomendasi
[ | Kebijakan Kebijakan
| 'S
6  |Mengoreksi Konsep rekomendasi kebijakan dan | Konsep 20 Menit Konsep
menyerahkan kepada Kepala Biro '__/! . Rekomendasi Rekomendasi
|'—— < Kebijakan Kebijakan
¥
7 |Mengoreksi Konsep rekomendasi kebijakan dan * Konsep 20 Menit Konsep
menyerahkan kepada Asisten Perckonomiandan [ N gl T TS Rekomendasi Rekomendasi
Pembangunan ~ Kebijakan Kebijakan
& |Mengoreksi Konsep rckomendasi kebijakan dan + Konsep 20 Menit Konsep
menyerahkan kepada Sekretaris Daerah | ‘:\/' "‘\)_ Rekomendasi Rekomendasi
‘ ~ Kebijakan Kebijakan
9 |Mengoreksi Konsep rekomendasi kebijakan * [ Konsep 20 Menit Konsep
A | Rekomendasi Rekomendasi
o™ Kebijakan Kebijakan
|
10 [Menandatangani Rekomendasi Kebijakan + Konsep 10 Menit Rekomendasi
R Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/391/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
{; '\{W

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Nama SOP

Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan

[Dasar Hukum

[Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner

ﬁeringatan

~ |Pencatatan dan pendataan

Sosialisasi dan mengubah jadwal pelaksanaan.

- Apabila SOP Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan terlambat dibuat akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan|-

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENYUSUNAN BAHAN SOSIALISASI KEBIJAKAN

Pelaksana Mutu Baku
Noj Kegiatan Staf Fungsional
g Kepala
Kepala Biro Hoali Pengolah Analis Kelengkapan Waktu Output
a8 Data Kebijakan

1 [Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk menyusun Bahan Sosialisasii Disposisi surat 10 menit Disposisi
Kebijakan ( )

2 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengolah Data untuk mengumpulkan L 4 Disposisi 10 menit Disposisi
bahan Sosialisasi Kebijakan r T ‘

3 [Pengolah Data mengumpulkan bahan Sosialisasi Kebijakan dan ! Disposisi 15 Menit | Bahan/Data Penyusunan
menyerahkannya kepada fungsional analis kebijakan ' | ; Sosialisasi Kebijakan

4 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan i == Bahan/Data 45 Menit Konsep Bahan
menyerahkan kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi R, Ho s --—~{ | Penyusunan Sosialisasi Kebijakan

_ o Sosialisasi Kebijakan

7 |Kepala Bagian mengoreksi Konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan dan ¥ } T Konsep Bahan 10 menit Konsep Bahan
menyerahkan kepada Kepala Biro, jika setuju, membubuhkan paraf pada < >+ S S——— Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi Kebijakan
konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan, kemudian menyerahkan kepada Kepala <)

Biro untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada |
Fungsional Analis Kebijakan untuk diperbaiki !

8 [Kepala Biro mengoreksi dan menandatangani Konsep Bahan Sosialisasi j_ T i Konsep Bahan 10 menit Bahan Sosialisasi
Kebijakan. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan pada konsep Bahan| < > Sosialisasi Kebijakan Kebijakan yang sudah
Sosialisasi Kebijakan. Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Kepala "" ditandatangani
Bagian untuk diperbaiki L I

9 |Menomori dan melanjutkan berkas untuk disosialisasikan kepada masyarakat Bahan Sosialisasi 5 Menit Bahan Sosialisasi

Kebijakan yang
sudah ditandatangani

Kebijakan




Nomor SOP “[065/410/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
,- ,r\rf\“/
[YY
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
|NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja Bagian Kebijakan Perekonomian
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Memahami peraturan terkait

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Heraluran Menten Fenaayagunaan Aparatur Negara aan Ketormast BIroKras| Nomor 1/ 1anun ugi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan

2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

Adminisirasi ke Dalam Jabatan Fungsional
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Renja 1. Komputer
2. SOP RKA 2. Printer
3. SOP DPA 3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
'F‘eringatan Pencatatan dan pendataan
- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

- Apabila SOP Penyusunan Renja tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan menghambat proses
penvusunan Renia Setda Provinsi Kaltim.




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYLISUNAN RENCANA KERJA BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Kepala Biro untuk proses selenjutnys

ditandatangani Kabag

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiatan
& . ) _ - Fungsional Analis " .
Kepala Biro | Kepala Bagian | Pengelola Data | Pengolah Deta Kebijakan Kelengkapan Wakiu Output
1 |Kepals Biro memeriniahkan Kepale Bagian untuk menyusun Rencany| Nota Dinas 5 menit Nota Dinas
Kerje Bagian (R
2 [Kepala Bagian menindaklanjuti  disposisi Kepala Biwo dengan K Nota Dinas 5 menit Dhsposis
memerintahkan Pengelols Data untuk T data-datn pendukung| ( | =
PENVUSUIN Tenja L
3 |Pengelola Data gumpulkan data Juk p renju dan] Y Disposisi 15 menit Data Penyusunan Renjn
menyernhkan kepadn Pengolah Data i S }
4 |Pengolah Data melskukan pengolahan data penyusunan renja  dan| o ‘ Data Penyusunan Renja 30 menit Data Fenyusunan Renja yang
ikan kepada Fungsional Analis Kebijak |_ z sudah diolah
|
5 |Fungsional Analis Kebijah draft Rencuna Kerja  dun _* Dmta Penyusunin Renja 1440 menit Dimft Rencana Kerja
menyampaikan kepada Kepala Bagian untuk dijadikan bahan rapat I_ ] yang sudah diolah
6 |Kepala Bagian kesanak Peny Kerja) i ) Draft Rencana Kerja 120 menit Drafi Rencana Kerja
melibatkan fungsional analis kebijakan, pengoluh data dan pengelols data | |
7 |Rapat Penyusunan Rencana Kerja Bagian _{_ l_ J, - ) l - Draft Rencana Kerja 120 ment Dmﬁ Rencana Kerja dan
| i | |_ ! | i J Kesepakatan Bersama
[ ] 1 |
8 |Fungsional Analis Kebijakan melakukan perbaikan drafi Kerja ‘ Draft Rencana Kerja dan | 1440 menit | drnft rencana kerja yang sudah
Iberdasarkan hasil rapat Penyusunan Rencana Kerja dan menyerahkan ¥ [~ | notulensi rapat i i
kepada Kepala Baginn untuk dikoreksi i —
9 |Kepala Baginn memeriksa dmft Rencana Kerja. Jika setuju, membubuhkan] ~ T J draft rencana kerjn yang 1440 menit | Dokumen Usulan Rencana Kerja
tanda tangan pads drafl Rencana Kerja, kemudian diseralikan ke Kepala) kg === = — sudah diperbaika Bagian yang sudah
Biro. Jika tidak setuju, manka balikan kepada Fungsional Analis| dittindatangani Kabag
Kebijakan untuk diperbaiki
10 {Kepala Bagian hkan dokumen R Kerja Bagion kepadal 4 Dokumen Usulan Rencana Smenit | Dokumen Usulan Rencana Kerja
Kerja Bagian yang sudah Bagian yang sudah

ditandatangani Kabag




Nomor SOP 065/411/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

[ [V
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008
Penyusunan Laporan Pelaksanaan
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN Nama SOP Keglatan Ekonomi Mikro

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3 Peraturan Menter Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahamitugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

[Keterkaitan [Peralataniperiengkapan
1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Ekonomi Mikro 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner

er'Ingatan

Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan tidak ddibuat maka pelaksanaan kegiatan tidak
terukur denaan baik.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN EKONOMI MIKRO

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf
. Kepala Fungsional
Kepala Biro Bagise Pengolah Analis Kebijakan Kelengkapan Waktu Output
Data
1 |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk Laporan Disposisi surat 10 menit Disposisi
Pelaksanaan Kegiatan )
\_|_,
2 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengolah Data untuk E 2 Disposisi 10 menit Disposisi
mengumpulkan data-data pendukung penyusunan laporan ‘ ‘ —
pelaksanaan kegiatan B
3 |Pengolah Data mengumpulkan mengumpulkan data-data) 1! Disposisi 15 Menit  |Bahan/Data
pendukung penyusulan laporan pelaksanaan kegiatan dan — 1.1 pendukung
menyerahkan kepada fungsional analis kebijakan L ____J_ | penyusunan  laporan
4 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep Laporan = Bahan/Data 45 Menit Konsep Laporan|
Pelaksanaan Kegiatan dan menyerahkan kepada Kepala Bagian r —— ‘ ‘ pendukung Pelaksanann Kegiatan
untuk dikoreksi .~ |penyusunan  laporan|
| T Jkegiatan
5 |Kepala Bagian memeriksa Konsep Laporan Pelaksanaan ¥ * T ! Konsep Laporan| 10 menit Konsep Laporan
Kegiatan, jika setuju, membubuhkan paraf’ pada } p . & | ST _I Pelaksanaan Kegiatan Pelaksansan  Kegiatan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan, kemudian menyerahkan kepada [ ki \4’ yang sudsh  diparaf]
Kepala Biro untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, makal | Kabag
mengembalikan kepada Fungsional Analis Kebijakan untuk |
6 |Kepala Biro memeriksa Konsep Laporan Pelaksanaan j T ‘ Konsep Laporan| 10 menit Konsep Laporan
Kegiatan. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan pada konsep i Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Jika tidak setuju, maka =g vang sudah diparaf] yang sudah
mengembalikan kepada Kepala Bagian untuk diperbaiki Kabag ditandatangani Kepala)
I Biro
7 |Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang| v Konsep Laporan|5 Menit Laoran  Pelaksanaan
sudah ditandatangani Kepala Biro ' \ Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Sy yang sudah
ditandatangani Kepala
Biro




PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/412/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efekiif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
[ VY

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN

Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani

Nama SOP Clane

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

Dalam Jabatan Fungsional
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan

memoenaaruhi pelaksanaan keaiatan laniutan dari kebiiakan vana dibuat.

- Apabila SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang ditandatangani Gubemur terlambat dibuat akan

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBUAKAN YANG DITANDATANGANI GUBERNUR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : Asisten " R f
Gubernur  [Vakil Guberny ke Perekonomian | Kepala Biro | Kepala Bagian l"mgmoli.al Ay Kelengkapan Waktu Output
Dagrah g Kebijakan

| |Kepala Biro memerintashkan Kepala Bagian untuk menyusun) . Disposisi sural 10 menit Disposist
Rekomendasi Kebijakan ( )

2 |Kepala Bagian menyiapk bahan peny ! il e i Diisposisi 120 Menit Bahan
kebijakan dan menyerahkannya kepada fungsional analis kebijo [ H Rekomendasi

= omendasi

3 |Fung: | Analis Kebijal ¥ konsep ek d Bahan Peny 60 Menit Konsep
kebijakan L | Rekomendasi Rekomendasi

—— Kebijakan Kebijakan

4 |Fungsional Analis Kebijakan bersama Kepala Bagian dan Kepala| R . — Konsep 120 Menit Konsep
Biro bahas dan menyempurnakan konsep rekomendasi Lt led Rekomendasi Rekomendasi
kebijakan — 1 L M -|——' Kebijakan Kebijakan

5 |Fungsional Analis Kebijakan melakukan perbuikan konsep v Konsep 120 Menit Konsep

b dasi kebijakan berdasarkan hasil p | b dan - Rekomendasi Rekomendasi
hkan kepada Kepala Bagian -_T_ | Kebijokan Kebijakan

6 |Kepala Bagian ksi Konsep rek dasi kebijakan, jika * Konsep 20 Ment Konsep
setuju, membubuhkan paraf pada konsep rekomendasi kebijakan, _L__ S T Rekomendasi Rekomendasi
kemudian menyerahkan kepada Kepala Biro untuk dikoreksi. Jika i - Kebijakan Kebijakan
tidak setuju, maka mengembalikan kepada Fungsiomal Analis |
Kebijakan untuk diperbaiki ‘ |

7 |Kepala Biro mengoreksi Konsep rekomendasi kebijakan. Jika v + | 1 Konsep 20 Menit Konsep
setuju, membubuhkan paraf pada konsep rekomendasi kebijakan, 3 1 Rekomendasi Rekomendasi
kemudian menyerahkan kepada Asisten Perekonomian  dan| ? Kebijakan Kebijakan
Pembangunan. Jika tdak setuju, maka mengembalikan kepada
Kepala Bagian untuk diperbaiki. |

8 |Asisten Pereb ian dan Pem ngoreksi Konsep v v [ Konsep 20 Menit Konsep
rekomendasi  kebijakan. Jika setuju, membubuhkan paraf N | I ) Rekomendasi Rekomendasi
L o el fasi kebijah \ N Hi kepad Kebijakan Kebijakan
Sekretaris Daerah. Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepadal
Kepala Biro untuk diperbaiki.

9 |Sekretaris Daerah mengoreks: Konsep reb dasi kebijakan Jikal ’ v |T Konsep 20 Menit Konsep
setuju, membubuhkan paraf pada konsep rekomendasi kebijakan, : Rekomendas: Rekomendasi
kemudian menyerahkan kepada Wakil Gubernur. Jika tidak setuju,| i Kebijakan Kebijakan
maka mengembalikan kepada Asisten Perckonomian  dan |
Pembangunan untuk diperbaiki. |

10 |Wakil Gubernur goreksi Konsep rek lasi kebijakan. Jikal v T Konsep 10 Menit Konsep
setuju, membubuhkan paraf pada konsep re} dasi kebijal P R Rekomendasi Rekomendasi
i di hkan kepada Gub . Jika tidak setuju, maka | i 3 Kebijukan Kebijakan
mengembalikan kepada Sekretaris Daerah untuk diperbaiki | |

11 |Gubernur mengoreksi Konsep rek dasi kebijakan Jika setujul v T Konsep 10 Menit Korse;;as_
maka dilanjutkan dengan d i Rek fasi Kebijak 2 el Rekomendasi Rekomendasi
Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Wakil Gubernur Kebijakan Kebijakan
untuk diperbaiki }

v Konsep 10 Menit Rekomendasi

12 |Menandatangani Rek dasi Kebijal A Rekomendasi Kebijakan

N Kahital




Nomor SOP 065/413/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mel 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

~ N
!
[ [
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN Nama SOP Pmyu;unan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Sekretaris
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan tentang Kearsipan

2 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

1. Memahami peraturan terkait
2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4, Scanner
rﬁaringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang ditandatangani Sekretaris Daerah terlambat dibuat
akan memoenaaruhi oelaksanaan keaiatan laniutan dari kebiiakan vana dibuat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG DITANDATANGANI SEKRETARIS DAERAH

Pelaksana Mutu Baku
N Kegiatan hsiee
0 cgt Sekretaris | Perekonomian . . Fungsional 3
Daerah dan Kepala Biro |Kepala Bagian Anatis Kobijaken Kelengkapan Waktu Output
Pembangunan
| |Kepala Biro memerintahkan Kepala | (| Disposisi surat 10 menit Disposisi
Bagian untuk menyusun Rekomendasi C )
Kebijakan =
2 |Menyiapkan bahan penyusunan - Disposisi 120 Menit Bahan
rekomendasi kebijakan dan | | Penyusunan
menyerahkannya kepada fungsional analis Rekomendasi
kebijakan | Kebijakan
3 |Menyusun konsep rekomendasi kebijakan ___§_1 Bahan 60 Menit Konsep
— [ | Penyusunan Rekomendasi
‘ I Rekomendasi Kebijakan
4 |Membahas dan menyempurnakan konsep R 2 Konsep 120 Menit Konsep
rekomendasi kebijakan %4{ i._A"—‘ Rekomendasi Rekomendasi
] Kebijakan Kebijakan
5 |Melakukan perbaikan konsep oy Konsep 120 Menit Konsep
rekomendasi kebijakan dan menyerahkan ¥ 1 ‘ Rekomendasi Rekomendasi
kepada Kepala Bagian — Kebijakan Kebijakan
6 |Mengoreksi Konsep rekomendasi $ | Konsep 20 Menit Konsep
kebijakan dan menyerahkan kepada . &N | Rekomendasi Rekomendasi
Kepala Biro | N Kebijakan Kebijakan
7 |[Mengoreksi Konsep rekomendasi j Konsep 20 Menit Konsep
kebijakan dan menyerahkan kepada - —(‘: = - Rekomendasi Rekomendasi
Asisten Perekonomian dan Pembangunan ; ‘T/ Kebijakan Kebijakan
8 |Mengoreksi Konsep rekomendasi /*_ Konsep 20 Menit Konsep
kebijakan dan menyerahkan kepada — (."\ T}*— Rekomendasi Rekomendasi
Sekretaris Daerah ' 'y Kebijakan Kebijakan
9 |Mengoreksi Konsep rekomendasi /{ | Konsep 20 Menit Konsep
kebijakan < \/»— — Rekomendasi Rekomendasi
7 Kebijakan Kebijakan
10 |Menandatangani Rekomendasi Kebijakan _+_‘ Konsep 10 Menit Rekomendasi
{ ) Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan




Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

2

3

Nomor SOP 065/415/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mel 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh |Kepala Biro Perekonomian,

f ~IN
| .'NY
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN Nama SOP Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan tentang Kearsipan 1. Memahami peraturan terkait

2. Memahami tugas dan fungsi
3. Mampu menelaah surat

[Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. SOP Penyusunan Pelaksanaan Kebijakan 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Scanner
ﬁ’eringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP Penyusunan Bahan Sosialisasi Kebijakan terlambat dibuat akan mempengaruhi pelaksanaan
keaiatan Sosialisasi dan menaubah jadwal pelaksanaan.

Disimpan sebagal data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN BAHAN SOSIALISASI KEBUJAKAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
a . E - .| Staf Pengolah | Fungsional Analis
Kepaln Biro | Kepala Bagian Dita Kebijakan Kelengkapan Wakiu Output
1 |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk menyusun Bahan Disposisi surat| 10 menit Disposisi
Sosialisasi Kebijakan "R
2 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengolsh Data untuk] 2. Disposisi 10 menit Disposisi
mengumpulkan bahan Sesialisasi Kebijakan { !
BRI | ¢
3 |Pengolah Data mengumpulkan bahan Sosialisasi Kebijakan dan E Disposisi 15 Menit Bahan/Data
menyerahkannya kepada fungsional analis kebijakan L 1 Penyusunan
I Sosialisasi
B Kebijakan
4 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep Bahan Sosialisasi| . Bahan/Data 45 Menit | Konsep Bahan
Kebijakan menyerahkan kepada Kepala Bagian untuk dikoreksi - - —‘ Penyusunan Sosialisasi
I Sosialisasi Kebijakan
A
‘ Kebijakan
5 |Kepala Bagian mengoreksi Konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan| Y j T Konsep Bahan| 10 menit | Konsep Bahan
dan menyerahkan kepada Kepala Biro, jika setuju, membubuhkan B ™ e B Sosinlisasi Sosialisasi
paraf pada konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan, kemudian ‘ T Kebijakan Kebijakan
menyerahkan kepada Kepala Biro untuk dikoreksi. Jika tidak
setuju, maka mengembalikan kepada Fungsional Analis Kebijakan
untuk diperbaiki
6 |Kepala Biro mengoreksi dan menandatangani Konsep Bahan j T ‘ Konsep Bahan| 10 menit Bahan
Sosialisasi Kebijakan. Jika setuju, membubuhkan tanda tangan pada) i o [ Sosialisasi Sosialisasi
konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan Jika tidak setuju, maka TS Kebijakan Kebijakan
mengembalikan kepada Kepala Bagian untuk diperbaiki ( yang sudah
ditandatangani
7 M i dan melanjutkan berkas untuk disosialisasikan kepada v Bahan 5 Menit Bahan
masyarakal =N Sosialisasi Sosialisasi
N/ Kebijakan Kebijakan
yang sudah
ditandatangani




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAAERAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR

|Nomor sOP |065/405/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh LA BIRO PEREKONOMIAN
4 ~ N
.\‘

H. IWAN DARMAWAN, Ak, M
NIP. 196611161987031008

Rencana Bisnis BUMD dilingkungan

Provinsi Kalimantan Timur
8 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uralan Tugas dan Tala Kerja Perangkat

BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP Pemprov. Kaltim
Dasar Hukum lKuaIinui pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas 1 puan meng. , meneiill, dan mamverifikasi
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 2. fengetahui sistem dan prosedur pemerintahan dan BUMD
3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
4 Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerj Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Miik|4. ) hami peraturan perundang-undang

Daerah.
§ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Teniang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins Kalimantan Timur 5 Mengetahul manajemen komporasi
& Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provins! |6 Mangetahui akuntansi korporasi

Kalimantan Timur
7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 F kan dan 5 Perangkal Daerah |7 g pengop

8 Memiliki pengetanuan IT

] mﬁ:an Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalmantan Timur

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1.  SOP Surat Masuk 1 Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2, Peraturan Perundang-undangan
3. SOP Penyelenggaraan Rapat 3 Jaringan Intemet
14 S0P Pendokumentasian Dokumen 4. Komputer/Laptop

5 ATK

6. Smart phone

7. Infocus dan layar

|18, mic confrance dan perlengakapan / peralatan rapat daring

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila fidak dilaksanakan, maka tidak diketahul Rencana Bisnis Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

mrisafahlevi_2024




created

diproses lebih lanjut ke pimpinan secara berjenjang dan jika
tidak akan diperbaiki kembali berdasarkan arahan.

by mrisafahlevi_3024

Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Keglatan Fungsionall Ket.
BUMD | Gubemur [0 ¥ | Asisten2 | Karo | Kabag | Analis Penslash Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
BUMD mengajukan permohonan RUPS/RUPM dengan
| metampirkan Dokumen RENBIS kepada Gubemur selaku DD _— P — . ) “

1 | KPAURUPS solaniutrye mengavshian kepada Permohonan dan Dok RENBIS Dok. RENBIS yang di Disposisi P Surat Masuk
Wagub/SekdalAs2

5 | WagublSekda Mengintiksikan kepada Asisten 2 untuk ,D Surat Permononan dan Dok RENBIS | , | Sural Permohonan dan Dok.
menelaah Dok, RENBIS yang i Disposisi RENBIS yang di Disposisi
Asisten 2 memerintahkan Kepala Biro Perekonomian untuk Surat Permohanan dan Dok, RENBIS | &

: . RENBIS

3 | menganalisa, menelli, dan vefiasi dok. RENBIS. yang di Disposis 2 | Do RENRI ey d Do
Kepala Biro Perekonomian memerintahkan Kabag BUMD & f

4 |BLUD uniuk menindakajut arahan pimpinan untuk melakul S H MP’?::“;““"D.‘:'“E"BS 1jam |  Dokumen yang di Disposis SOP Surat Masuk
pembahasan bersama di dalam rapat. Disposi

s | Venindadanjui dan Menelaah arahan Kepaia Biro "D‘ Surat Permohonan dan Dok RENBIS | | Sural Permohonan dan Dok.

Perekonomian Dok RENBIS. yang di Disposisi RENBIS yang di Disposisi
Menindaklanjuti dan menganafisa berupa dokumen RENBIS Telaahan analisa Permohanan dan .
6 .,D_ ki RENBIE 2jam | Telaahan dok RENBISBUMD |  SOP Surat Keluar
Dokumentas! Permohonan dan Dok Dokumentasi Dok RENBIS yang

7 | Menyiapkan bahanidataimateri rapat berupa Dok RENBIS RENBIS BUMD yang leiah disposisi | .| leloh didisposisdan dianalsa, | SOP Surat masukkeluar,

BUMD yang lelah disposisi dan yang lelah dianalisa. dan dianalisa, peraturan, peraturan, bahan/mated rapat, draf SOP Rapat
hahan/mater/data telahaan
i , draf undangan,

g | Menactah behanidataimater rapat berupa Dok RENBIS BUMD Mengetk dan mengoah seta memindai| , m’;‘;rw ad sk, | SOP Suat Koluar, S0P
yany lelah disposisi dan yang tetah dianalisa. bahandata/maleri rapat i mel pp— " Rapat
Mengevaluasi dan menelii kemball seluruh bahan/data/materi Dok RENBIS, permohonan dan

i seluruh bahan/mater dokumen | SOP Surat Keluar, S0P

9 |rapat berupa Dok RENBIS BUMD yang lelah disposisi dan seluruh kelengkapanya yang telah 2 jam keleng rapat RENBIS BUMD Rapat
yang lelah dlanalisa. ot i Kapan
Rapat Pembahasan RENBIS BUMD (RUPS/KPM) yang

: ; Dok, RENBIS, permohonan yang di
didalamnya membahas antara lain menganaiisa, menelii dan ]—L_} disposis, dianalsa, Mm )

10 |memverifikasi yang dihadin atau diwakil pemilik undanaan. Daar Hadir, bah II 2 jam Notulen SOP Rapat
modalipemegang saham dan jajaran BUMD serta unsur Biro g : !
Perekanomian. Pl palahi, dolamonis

I Notulen Rapat dan Lampiran, Dok.

1 Menindaklanjuti hasil rapwbledla acara dengan membuat draf i Tidsk RENBIS maupun dok RENBIS yang | 4 jam Draf Telaahan Staf dan Dok
Telaahan Staf Sekda yang ditujukan kepada Gubemur. <.> sudah dperbaik cieh EUMD RENBIS
Mengoreksi Telaahan Staf Permohonan Persetuuan RENBIS b =
s beflong; Joa v ya akan SR N Draf Telashan Siaf dan Dok RENBIS | 1hai | Telaahan Staf dan Dok RENBIS




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Fungsional Ket.
' oD | Gubernur | ™9 agsien2| Karo | Kabag | Ananis | ForUelols Pessiash Keléngkapan Wakiu Output
|| Sanon Kebljakan
Mengajukan Telaahan Staf Sekda unluk ditanda-tangani, i
mengajukan paraf pada lembar Pengesahan RENBIS BUMD, Tidak
13 | Telaahan Staf Permononan RENBIS dan memaraf Lembar Telaahan Staf dan Dok RENBIS | 2jam Tm@uiﬂogkmnlé:’;:
Persatujuan RENBIS, jka tidak akan diperbaii kembal porachy
berdasarkan arahan
Mengaiukan Telaahan Staf Sekda dan Dok. RENBIS BUMD i ’ Dokumentas! Telaahan Staf dan
14 |untuk mendapat perselujuanipengesahan Gubemur selaku Tekaetion SHD;':‘RE“N";'?S Persetuiuan| 5 oi | Dok RENBIS dan Lembar SOP Surat Keluar
KPMRUPS. Tidak persetujuan paral
Menyerahkan Dok. RENBIS BUMD yang sudah mendapat Dok RENBIS yang sudah mendapat ’ SOP Pendokumentasian
15 |oerinenengesshan da Gubems seiskukMWRUPS. | )9 persaljanpengesahan flands tngan [ 1jam | 1% TEra Dok RENBIS |~ pokumen, SOP surat
melalui Biro Perekonomian. Gubemur keluar

created by mrisafahlevi_2024




Nomor SOP |065/406/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh BIRO PEREKONOMIAN

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
1161987031008
Pengajuan RKAP BUMD di lingkungan
Pemprov. Kaltim untuk mendapat
BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP s S
KPM/IRUPS.
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Persercan Terbatas
2 Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1.

Memilikl kemampuan menganalisa, meneliti, dan memverifikasi

Pencalalan dan pendataan

2. Mengetahui sistem dan prosedur pemerintahan dan BUMD
3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Mikk Daeran 3 Mengetahui mekanisme pembuatan laporan
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milix 4 Memahami peraturan perundang-undangan
Daerah
5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5 Mengetahui manajemen korporasi
6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Perangkat Daerah Provins| 6 Mengetahui akuntansi korporasi
Kalmantan Timur
7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah 7 Menguasai pengopersian komputer
Provins| Kalimantan Timur
8 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 8 Memiiiki pengetahuan IT
9 F Gubemur Kali Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintzh Provinsi Kalmantan Timur
[Retorvaran ~|Peralataniperiengkapan
1 SOP Surat Masuk 1, Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2. Pematuran Perundang-undangan
3 SOP Penyelenggaraan Rapat 3 Jarngan Intemet
4 SOP Pendokumentasian Dokumen 4 Komputer/Laptop
9, ATK
6.  Smartphone
T Infocus dan layar
8. mic confrance dan perlengakapan / peralatan rapat daring

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui perkembangan dan tingkat kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim

Disimpan sebagal data elekironik dan manual

by mrisafahlevi_2024




BUMD | Gubernur Wagubll \sisten2|  Karo al Analis Kelengkapan Waktu Output
g Kebijakan
BUMD mengajukan permohonan RUPS/RUPM dengan
melampirkan Dokumen RKAP kepada Gubernur selaku [(__ () . T
1 KPWRUPS selanjutnya mengarahkan kepada Dok, RKAP 1 hari | Dok, RKAP yang di Disposisi| SOP Sural Masuk
Wagub/Sekda/As?
Wagub/Sekda Mengintruksikan kepada Asisten 2 unluk i o
2 o o] Dok RKAP yang di Disposisi | 2 jam | Dok, RKAP yang di Disposisi
Asisten 2 memerintahkan Kepala Biro Perekonomian LI |- . .
3 | ntuk menganalisa, meneli, dan verfikasi dok. RKAP. Dok, RKAP yang i Dispotiel | 2jam | Dok RKAP yang & Disposis
Kepala Biro Perekonomian memenntahkan Kabag
4 |BUMD & BLUD untuk menindakajutl arahan pimpinan Dok. RKAP yang di Disposisi | 1jem | Dokumen yang di Disposisi SOP Surat Masuk
untuk melakukan pembahasan bersama di dalam rapat
Menindaklanjuti dan Menelaah arahan Kepala Biro ; . i
5 Perekonomian Dok RKAP. Dok. RKAP yang di Disposisi | 1jam | Dok, RKAP yang di Disposisi
Lo OERUO | s sttt
6 Menindaklanjuti dan menganalisa berupa dokumen Telaahan analisis Dokumen 2 Pe n unluk apabila Pemegang
RKAP terssbut o H RKAP - Bu"’:‘?fms""’n hokum | S208m fidak capat hadi
5 diperiukan Sural Kuasa,
mk aul an Rmp BUMD AR e LAUR A
: . : ! telah d | dan SOP Sural
; |Menyiapkan bahan/dala/materi rapat berupa Dok RKAP yang telah disposisi dan 2jam ya:?a nalsis k::mn masuldkeluar, SOP
BUMD yang telah disposisi dan yang telah dianalisa. dianalisis, peraturan, baha Iri Fanat ﬁrlaf Rapat :
bahan/materi/data ..._L...p )
poinl pointer rapal, draf
& | Mengoah baharicata/mteri apat berusa Dok RKAP Mengelk dor mengoah s | | indangan,daflar hdr, | SOP Sura Kear, SOP
BUMD yang telsh disposisi dan yang telah dianalisis. il JM | mendistribusikan undangan Rapat
et melalul daring/manual,
seluruh bahan/maler
Mengevaluasi dan menelitii kembali seluruh Dok RKAP dan selunin
9 |bahan/data/materi rapat berupa Dok RKAP BUMD yang kedengkapanya yang telah 2jam d;kK:n: ;U;:éez:zp;‘zﬁ sop su?ﬁﬁw' sop
telah disposisi dan yang lelah dianalisis diverifikasi kuasa pemegang saham
Rapat Pembahasan { PT dengan mekanisme Pra 1 1
RUPS/RUPS ; Perusda melalui Rapal KPM) yang El: [ 110 Dok, RKAP yang di disposisi,
didalamnya membahas antara lain menganalisa, meneliti dianalisis, dievaluasi, undangan,| ;
101 gan memverifikasi yang dinadiri atau diwakil pemilk Ciafior St b, | 2| thowden; Rerig e S0P Rape
modal/pemegang saham dan jajaran BUMD serta unsur pointer, peraturan, dokumentasi
Biro Perekonomian.
: y Notulen Rapat dan Lampiran,
HetISHcon: 3 sl opetiesha o e gen v Tidok Dok, RKAP maupun dok RKAP | , | Draf Telaahan Staf dan Dok
11 |membuat draf Telaahan Staf Sekda yang ditujukan yang sudah diperbaiki oleh 4 jam RKAP
kepada Gubemur, BUMD

created by mricafanlevl 2024




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Kegiatan | Fungsion Ket.
BUMD. | Gubernur| V29 Acisten 2| Karo | Kabag | al Anats [PT900%| PoRGOIN] by Kelengkapan Waktu Output
s Kebijakan

Mengoreksi Telaahan Staf Permohonan Persetujuan " )\ B

RKAP secara berjenjang, Jika ya selanjulnya akan T
12 | diteruskan untuk diproses lebih fanjut ke pimpinan P m’;&i“" danDok | 4 ot | Telaahan Staf dan Dok RKAP

secara berjenjang dan jika tidak akan dipertaiki kembali

berdasarkan arahan.

YA k

Mengajukan Telaahan Staf Sekda untuk ditanda-tangani, —< s

mengajukan paraf pada lembar Berita Acara A Telahan Staf dan Lembar
13 |Pengesahan RKAP BUMD, Telaahan Staf Permohonan Telaahan Staf dan Dok RKAP | 2 jam persetujuan Dok RKAP

RKAP dan memaraf Lembar Persetujuan RKAP, jika

tidak akan diperbaiki kembali berdasarkan arahan.

|Mengajukan Telaahan Staf Sekda dan Dok, RKAP YA = T Dokumentas| Telaahan Staf
14 |BUMD untuk mendapat persetujuanipengesahan mh‘f:;ﬁg:: ;’m"f:" 2har | dan Dok RKAP dan Lembar |  SOP Surat Keluar

Gubernur selaku KPM/RUPS. Tidak paEE persetujuan paraf,

n :

Menyerahkan Dok. RKAP BUMD yang sudah mendapat boK ”mp";‘”"a Tanca Terima Dok Riap | SOP Pendokumeniasian
15 | persetujuan/pengesahan dari Gubemur selaku (:)* persetujunipengesahanttd 1 jam BUMD Dokumen, SOP surat

KMRUPS metalui Biro Perekonomian. Gubamut keluar

created by mrisafahlevi_2024




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 065/407/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh IKEP BIROP OMIAN

i i |

H. IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP, 196611161987031008

BAGIAN BUMD DAN BLUD

Nama SOP

Prosedur Kerja Sama BUMD dengan
Mitra Usaha.

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1
2

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1

Memiliki kemampuan menganalisa, meneliti, dan memverifikasi

2. Mengetahui sistem dan prosedur pemerintahan dan BUMD
3 Peraluran Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Mifik Daerah 3 Mengetahui mekanisme pembualtan laporan
4 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tenlang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usana Milik 14 Memahami peraturan perundang-undangan
Daerah.
5  Peraluran Daerah Nomer 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5. Mengetahul manajemen korporasi
6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Provinsi (6. Mengelahui akuntansi korporasi
Kalimantan Timur
7 Peraluran Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tenlang Perubahan Kedua Alas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah |7 Menguasai pengopersian kompuler
Provinsi Kalimantan Timur
8  Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 Tertang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah |8, Memiliki pengetahuan IT
9 Peraluran Gubemur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalmantan Timur
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk T Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2. Peraturan Perundang-undangan
3. S0P Penyelenggaraan Rapat 3. Jaringan Intermet
4. SOP Pendokumertasian Dokumen 4. Komputer/Laptop
5 ATK
6 Smart phone
7 Infocus dan layar
8. Mic confrance dan perlengkapan/peralatan rapat danng
Peringatan |Pencatatan dan pendataan

[Apabila tidak dilaksanakan, maka dikhawatirkan kerjasama BUMD dengan mitra bisnis tidak sesuai prosedur maupun peraturan yang berlaku.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

1 by mrisafahlevi_2024




created by mrisatahlevi 2024

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan o [ _ Ket.
Asisten2 |  Karo Kabag Analis Data 3 Kelengkapan Waktu Output
BUMD mengajukan permohonan perselujuan melalul RUPS
Luar Biasa/RUPM dengan melampirkan Dokumen Rencana
Kerjasama secara lengkap antara lain kajian bisnis/FS " ‘ Paem Dok Ra S0P Surel
1 | sebagaimana diatur didalam PP No. 5412017 dan Permendagri ol S ::: ‘;’:r'mm | than ° “"‘m‘_’:“s tnn 5
Mo 118/2018 Studi Kelayakan Bisnis kapada Gubemur selaku
KPMRUPS selanjuinya mengarahkan kepada
Wagub/Sekdalhs2
Parmahonan dan Dok, Dok
 |Waoub/Seida Mergintsian kepacda Asisen 2 urtk 5‘;::1% m’;’“&:a s | 2jam | Pemobonan don Dok Rercana
menelaah permohonan dan Dok, Rencana Kerja Sama Disposisi Karja Sama yang didisposisi
Asisten 2 intahkan Kepala Biro f ian untuk
gz ; Permohonan dan Dok, Rencana ; Pemmohonan dan Dok. Rencana
3 mulsa_ meneliti, dan verifikasi Dok. Rencana Kerja Ketia Satia yang didsposis 2jam Kaa Sama yang didsposisi
Kapala Biro Perekonomian memerintahkan Kabag BUMD &
B o s e yy it | o | Bt et s | e
pembahasan barsama di dalam rapat
5 | Menindaklanjutl dan Menalaah arahan Kepala Biro -D-— Permohonan dan Dok Rencana | jare Parmohonan dan Dok, Rencana
Perekonomian Dok, Rencana Kerja Sama. Kerja Sama yang didisposis| Kerja Sama yang didisposisi
lisa Parmohonan
5 Menindaklanjuti dan menganalisa berupa dokumen Dok, D Tslxuar:;na[);s L Keﬂ:m 2jam Telaahan dok Dok. Rencana Kera| SOP Surat
Rencana Kerja Sama fersebut. Sa.ma Sama BUMD Keluar
Menyiapkan data/materi rapat Bk Bancan D Dokumentas! Wman dan Dokumentasi Ciok, B‘_’"”‘T“ Kerja SOP Surat
1 ¥ heoe Dok, Rencana Kesja Sama BUMD ; Sama yang felah didisposisi dan
7 K_ana _SamaBUMD yang telah disposisi dan yang teleh yang telah disposisi dan dianaisa, 2 jam dianalisa, peraturan, bahan/matesi .m;upkﬂkamv.
dianalisa peraturan, bahanimatesiidata rapat, draf telahaan Rapat
| Mengolah bahanidataimater rapat berupa Dok Rencana Kerja Nerigatcden riargaias: | . [PPTReoRa, dafindsngan| BOP Sum
a o g e : 2jam daflar hadir, mendisinbusikan | Keduar, SOP
Sama BUMD yang telah disposisi dan yang telah dianalisa, memindal bahanidatamateri rapat Vdangan kel daringianual Rapat
Mengevaluasi dan meneili kembali seluruh bahanidalamateri prshivselelimine seluuh bahanimater dokumen | SOP Surat
9 |rapat berupa Dok Rencana Kerja Sama BUMD yang telah kelengkapanya yang felah 2jam | kelengkapan rapal Dok. Keiuar, S0P
disposisi dan yang telah dianalisa. diverificasd Kerda Sama BUMD Rapat
Rapat Pembahasan Dok. Rencana Kerja Sama BUMD (Pra ], _l L Dok, Rencana Kerja Sama,
RUPSIRUPS Luar Biasa/KPM) yang didalamnya membahas [ ] ]| L—F permohonan yang di disposisi,
10 jantara lain menganaksa, meneliti dan memverifikasi yang dianalisa, digvaluasi, undangan, | 2 jam Notulen/Laparan S0P Rapat
dihadirt atau diwakill pemilik modai/pemegang saham dan Daftar Hadir, bahan/materi, pointer,
jalaran BUMD serta unsur Biro Perekonomian. peraturan, dokumentasi
Z o " Notulen Rapat dan Lampiran, Dok. DOraf Telaghan Staf, Surat
Meninogkiantt ract rapammla ecars dengan memual cret Tidak Rancana Kerja Sama maupun dok ; Gubamur dan lamp Dok. Rencana
11 | Telaahan Staf Sekda yang ditujukan kepada Gubemur dan YA _<> Dok Kedia Sama yang 4 fam Kesfa Sama yang telah dibahas
Sursl g [ sudah diperbaiki oleh BUMD dalam rapat,




12

13

14

Uralan Kegiatan

Mengoreksi Telashan Staf Permohonan Perselujuan Dok,
Rencana Kerja Sama secara berjenjang, Jika ya selanjulnya
akan diteruskan untuk diproses lebih fanjut ke pimpinan
secara barjenjang dan jika tidak akan diperbaiki kembai

| berdasarkan arahan.

| Mengajukan Telaahan Staf Sakda untuk ditanda-tangani,
mengajukan paral pada lembar Pengesahan Dok Rencana
Kerja Sama BUMD, Telashan Siaf Permohonan Dok

Ri Kenja Sama dan memaraf Lembar Persetujuan Dok.
Rencana Kena Sama, jika tidak akan diperbaiki kembali
berdasarkan arahan

Mengajukan Telaahan Stal Sekda , lampiran Dok, Rencana
Kerja Sama BUMD uniuk mendapat perselujuan/pengesahan
Gub selaku KPMIRUPS

F Gubamur kepada BUMD

YA

Pelaksana Mutu Baku
Fungsional Ket.
WagublSek| \isten2 | Karo | Kabag | Analis Pangolsh | oo etash Kelengkapan Waktu Output
i Kebijakan s
YA |
/L YA SN UM CAR Telaahan Sta, Surat Gubermur dan
T’ dan lamp Dok. Rencana Kera ) ;
S sish o dala 1hari | lamp Dok, Rencana Kerja Sama
Yo ol el yang telah dibahas dalam rapal
N
b4 Ticak Telaahan Staf, Surat Gubemur dan Telaahan Stal, Surat Gubemur dan|
lamp Dok. Rencana Kerja Sama | 2jam | lamp Dok. Rencana Kerja Sama
yang telah dibahas dalam rapat yang telah dibahas dalam rapat.
Telaahan Staf, Sural Gubemur dan Dokumentas! Telashan Staf dan SOP Sural
lamp Dok. Rencana Kerda Sama | 2hai | Dok, Dok Rencana Kena Sama Keluar
Tidak yang telah dibahas dalam rapat. dan Lembar perselujuan paraf,
Permohonan yang sudah mendapat o Sffmm
perseljuan/pengesahan Aanda 1 jam Surat Persetujuan Gubermur i
tangan Gubemur n
nga

ereated by mrisatahlev 2024



Nomor SOP 065/408/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
PEMERINTAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR .
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAAERAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
BAGIAN BUMD DAN BLUD |Nama SOP ::I';;:nn dan Evaluasi BUMD Pemprov.
!Kuatiﬁta:i pelaksana

FDaur Hukum

1

Undang-Undang Momor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1.

Memiliki kemampuan menganalisa, menediti, dan memverifikasi

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Mengetahui sistem dan prosedur pemerintahan dan BUMD
3 Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah 3. Mengelahui mekanisme pembuatan laporan
4 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha 4. Memahami peraturan perundang-undangan
Milik Daerah.
5 Peraturan Daerah Nomor & Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 5. Mengetahui manajemen korporasi
6 Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi |6.  Mengetahui akuntansi korporasi
Kalimantan Timur
7  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah |7. Menguasai pengopersian komputer
Provins! Kalimantan Timur
B Peraturan Gubemur Kalimantan Timur No. 43 Tahu 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah|8.  Memilki pengetahuan IT
9 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalmantan Timur
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Sural Masuk 1. Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2. Peraturan Perundang-undangan
3. SOP Penyelenggaraan Rapat 3. Jaringan Intemet
4. SOP Pendokumentasian Dokumen 4. KomputeriLaptop
5. ATK
6. Smart phone
7. Infocus dan layar
8.  mic confrance dan perengkapan/periatan rapat daring
Peringatan Pencatatan dan pendataan

[Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak diketahul perkembangan bisnis dan tingkat kinerja Badan Usaha Millk Daerah di lingkungan Pemprov. Kaltim

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

| by mrisafahlevi_2024




No Uraian Kegiatan bl Fungsion Ket.
Gubernur Wag Asisten 2| Karo al Analis Penelaah Kelengkapan Waktu Output
S Kebijakan
BUMD mengajukan Dokumen Laporan Triwulan kepada :
1 | Gubemur selaku KPMRUPS selanjutnya mengarahkan @, Dok, Laporan Triwuian | 1 hari D"m"; ok T""?“i‘“” SOP Surat Masuk
kepada Wagub/Sekda/As2
2 Wagub/Sekda Mengintruksikan kepada Asisten 2 untuk 'D Dok. Laporan Triwulan yang 2iam Dok. Laporan Triwulan
menelaah Dok, Laporan Triwulan [ I di Disposisi ! yanq di Disposisi
Asisten 2 memerintahkan Kepala Biro Perekonomian :
% s Dok. Laporan Triwulan yang ; Dok. Laporan Triwulan
3 |untuk menganalisa, meneliti, dan verifikasi dok. Laporan i 2jam Y
Triwuan, di Disposisi yang di Disposisi
Kepala Biro Perekonomian memerinlahkan Kabag i |
4 |BUMD & BLUD untuk menindakajuti arahan pimpinan - fok Lap“’;;m’:’;'““ gl 4 em D"'“;:" yangdi | 5op Surat Masuk
unluk melakukan pembahasan bersama di dalam rapal. posis
5 Menindaklanjuti dan Menelaah arahan Kepala Biro __D_ Dok. Laporan Triwulan yang di 1 jam Dok. Laporan Triwulan
Perekonomian Dok Laporan Triwulan, Disposisi yang di Disposisi
SOP Sural Keluar ;
 [Menindakianju dan menganaiisa berupa dokumen Telaahan anals Dokumen | , | Telsahan dok Lagoran ;‘;:':: l;‘;”gang
Laporan Triwulan tersebut. "l I- Laporan Triwulan Triwulan BUMD. hadir dige: Hu*m“s‘mn i
Kuasa,
SR ISR LAUR
yiapkan bahan/dataimateri rapat berupa Dok m’:ﬁ“ﬂm"z: Laporan Triwulanyang| SO Sural
7 |Laporan Triwuian BUMD yang lelah disposisi dan yang tisposii dan danalsls, | /oM | teiah ddisposisidan ikeluar, SOP
lelah dianalisa. ; dianalisis, peraturan, Rapat

10

12

Mengolah bahan/data/materi rapal berupa Dok Laporan
Triwulan BUMD yang telah disposisi dan yang telah
dianalisis.

Mengevaluasi dan menelilii kembali sefuruh
bahan/data/maler rapat berupa Dok Laporan Triwulan
BUMD yang telah disposisi dan yang telah dianalisis.

Rapat Pembahasan yang didalamnya membahas antara
lain menganalisa, meneliti dan memverifikasi yang
dihadiri atau diwakili pemilik modal/pemegang saham
dan jajaran BUMD serta unsur Biro Perekonomian.

Menindakianjull hasil rapat dengan membuat Telaahan
Staf Sekda yang ditujukan kepada Gubemur dan Sural
Gubemur kepada BUMD,

Mengoreksi Telaahan Staf Laporan Triwulan dan Surat
Gubemur kepada BUMD secara berjenjang, Jika ya
selanjutnya akan diteruskan untuk diproses lebih lanjut
ke pimpinan secara berjenjang dan jika tidak akan

diperbaiki kembali berdasarkan arahan.

ermated oy mrisafahley) 2024

YA

YA

Tidak

peraluran, bahan/materi/data

Mengelik dan mengolah serta
memindal bahan/data/materi

Dok Laporan Triwulan dan
seluruh kelengkapanya yang
telah diverifikas|

Dok, Laporan Triwulan yang di
disposisi, dianalisis,
dievaluasl, undangan, Daftar
Hadir, bahan/materi, pointer,
peraturan, dokumentasi

Notuten dan lelaahan laporan
hasil rapat triwulan bumd

Draf Telaahan Staf dan Draf
Surat Gubernur

2jam

2jam

2 jam

4 jam

1 hari

point pointer rapat, draf

undangan, daftar hadir,
mendistribusikan
undanaan melalui

seluruh bahan/materi
kelengkapan rapat
Laporan Triwulan
BUMD

Notulen / Laporan

Draf Telaahan Staf dan
Draf Sural Gubemur

Telaahan Staf dan
Surat Gubemur kepada|
BUMD

S0P Surat Keluar, SOP
Rapat

SOP Surat Keluar, SOP
Rapat

S0P Rapat




Pelaksana
No Uraian Kegiatan Fungsion Ket.
UMD | Gubernur V9% agisten2| Karo | Kabag | alAnatis |PogeI0I8| Pengoiah Kelengkapan Waktu Output
Sekda Data Data
Kebijakan
Mengajukan Telaahan Staf Sekda dan Surat Gubernur T
kepada BUMD unluk ditanda-tangani, mengajukan paraf Tidak Telaahan Staf dan
13 | Telaanan Staf Pemohonan Laporan Triwulan dan Surat émi‘: fe‘::::"sfm; 2jam |Surat Guberur kepada
Gubemur/Sekda, jika tidak akan diperbaiki kemball BUMD
berdasarkan arahan.
Mengajukan Telaahan Staf Sekda lerkail Laporan Hasil i Yelasha Staf don Sival Telaahan Staf dan | SOP Sural Keluar, SOP)
14 |Rapat Triwulan BUMD dan menindaklanjuti hasil Gubamurt BUMD 2har |Surat Gubemur kepada| Pendomukemntasian
| dengan Sural Gubemur/Sekda kepada BUMD. Tidak BUMD Dokumen
Surat Gubemur terkait hasil s
15 Menyampaikan hasii evaluasi untuk ditindaklanjuti oleh D evaluasi yang harus 1jam Tanda Terima Sural | Pendokumentasian
BUMD dengan surat Gubemur/Sekda. indakianjut oleh BUMD Gubemur Dokunmi?i’ sural

Mutu Baku

created by mrsafahlevl_2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

|Nomor SOP 065/409/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

|Disahkan oleh IKEPALA BJ\RQ@EREKOHOMIAN

NY
H.IWAN DARMAWAN, Ak, MM
NIP. 196611161987031008

—

BAGIAN BUMD DAN BLUD

Pengajuan Laporan Tahunan BUMD di
lingkungan Pemprov. Kaltim untuk
mendapat Persetujuan/Pengesahan
Gubernur selaku KPM/RUPS.

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Momor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3 Peraluran Pemerinlah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

4 Peraluran Menteri Datam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Mikik
Daerah.

5 Peraturan Daerah Nomor © Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan S Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6 Peraluran Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur

7 Peraluran Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur

1 Memiliki kemampuan menganalisa, menelill, dan memverifikasi

2. Mengelahui sistem dan prosedur pemeriniahan dan BUMD
3. Mengetahui mekanisme pembuatan laporan

4, M i peraturan perundang-undang

5. Mengelahui manajemen karporasi
6 Mengetahui akuntansi korporasi

T Menguasai pengopersian komputer

8 Peraturan Gubemur Kafimantan Timur No. 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, 5 Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah 18.  Memiliki pengetahuan T
9 Peraturan Gubemur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Dilingh Pemerintah Provinsi K Timur
[Keterkaitan 'T’erahhrdpem_fm_k_l_pu
1. SOP Surat Masuk 1. Disposisi
2. SOP Surat Keluar 2. Peraturan Perundang-undangan
3.  SOP Penyelenggaraan Rapal 3. Jaringan Intemnet
B SOP Pendokumentasian Dokumen 4. KomputerlLaplop
5  ATK
6.  Smart phone
7. Infocus dan layar
8. mic confrance dan perlengkapan/peralatan rapat daring
Peringatan Pencatatan dan pendataan

(Apabila tidak dilaksanakan, maka fidak diketahul perkembangan dan tingkat kinerja Badan Usaha Milk Daerah di fingkungan Pemprov. Kaltim

Disimpan sebagal data elekironik dan manual

wisafahlevi_2024




Mutu Baku

kepada Gubernur,

created by mrisafahlevi_2024

endsh dinarhaili alah RN

Uralan Kegiatan Fungsion Ket.
al Analis Kelengkapan Waktu Qutput
Kebijakan
BUMD mengajukan permohonan RUPS/RUPM deng
melampirkan Dokumen Laporan Tahunan kepada . | Dok. Laporan Tahunan yang
Gubemur selaku KPMRUPS selanjutnya mengarahian Hok Lapren Tehaen | 19w di Disposisi S0P Ginct Mok
kepada Wagub/Sekda/As2
Wagub/Sekda Mengintruksikan kepada Asisten 2 untuk Dok. Laporan Tahunan yang di 2jam Dok. Laporan Tahunan yang
menelaah Dok. Laporan Tahunan Disposisi di Disposisi
Asisten 2 memerintahkan Kepala Biro Perekonomian )
untuk menganalisa, meneliti, dan verifikasi dok. Laporan ok Lw Tah'."r.'an yang d 2 jam ok Lapuran Tah.u.m" =
Disposisi di Disposisi
Tahunan.
Kepala Biro Perekonomian memerintahkan Kabag
4 |BUMD & BLUD untuk menindakajuti arahan pimpinan a. L"p"‘ma'.' T‘h;?”“ Yangdi | 4 | Dokumen yang di Disposisi | SOP Surat Masuk
untuk melakukan pembahasan bersama di dalam rapat. e
Menindaklanjuti dan Menelaah arahan Kepala Biro Dok. Laporan Tahunan yang di - Dok. Laporan Tahunan yang
Perekonomian Dok Laporan Tahunan. Disposisi la di Disposisi
Telaahan dok Laporan )
Tahunan BUMD dan Smf::" ]
6 Menindaklanjuti dan menganalisa berupa dokumen D— Telaghan analisis Dokumen 2jam Menyiapkan Surat Kuasa g aham ﬂ:;'egml
Laporan Tahunan tersebut. Laporan Tahunan Pemegang Saham untuk hadk dioafiukan
BUMD barbadan hukum Sur ai?u.l:a
Perseroan )
. Dokumentasi Dok Laporan
Menyiapkan banan/data/materi rapat berupa Dok m::;:ngkg k i:p::::‘ Tahunan yang telah SOP Surat
7 |Laporan Tahunan BUMD yang telah disposisi dan yang 3 i g. 2 jam didisposisi dan dianalisis, | masuk/keluar, SOP
disposisi dan dianalisis,
telah dianalisa, peraturan, bahan/materidata peraturan, bahan/materi Rapat
: rapat, draf telahaan
Mengolah bahan/data/materi rapat berupa Dok Laporan Mengetk dan mengolah serta polntpaliée g, thet
oot gl , undangan, daftar hadir, SOP Surat Keluar,
Tahunan BUMD yang telah disposisi dan yang telah memindai seluruh 2 jam ol
dianalisle bahan/dat p mendistribusikan undangan SOP Rapat
' melalui daring/manual.
Mengevaluasi dan menelitii kemball seluruh Dok Laporan Tahunan dan dok:r;ﬂ:nm::i ; mr:e:a pat| SOP Surat Keluar,
bahan/data/materi rapat berupa Dok Laporan Tahunan seluruh kelengkapanyayang | 2 jem Uit Tahutenagn BHTMD pisy SOP Rapat !
BUMD yang telah disposis! dan yang telah dianalisis telah diverifikasi e
Rapat Pembahasan ( PT dengan mekanisme Pra
RUPSIRUPS : Perusda melalui Rapat KPM) yang Ok Laparat Tahtinan ywoy O
didalamnya membahas antara lain analisa, meneliti dapasty, denctisl, devaivos),
SO A e O undangan, Daftar Hadir, | 2jam |  Noluien ; Berita Acara SOP Rapat
dan memverifikasi yang dihadiri atau diwakill pemilik
pie bahan/mater, pointer, peraturan,
modal/pemegang saham dan jajaran BUMD serta unsur dokumentasi
Biro Perekonomian.
: : = Notulen Hapat dan Lamperan,
L e dac . Dok. Laporan Tahunan maupun | , | Draf Telaahan Stafdan Dok
yang drtuj dok Laporan Tahunan yang F Laporan Tahunan




12

13

14

15

Uraian Kegiatan

Mengoreksi Telaahan Staf Permohonan Persetujuan
Laporan Tahunan secara berjenjang, Jika ya selanjutnya
akan diteruskan untuk diproses lebih lanjut ke pimpinan
secara berjenjang dan jike tidak akan diperbaiki kembali
berdasarkan arahan.

Mengajukan Telaahan Staf Sekda untuk ditanda-tangani,
mengajukan paraf pada lembar Berita Acara
Pangesahan Laporan Tahunan BUMD, Telaahan Staf
Permohonan Laporan Tahunan dan memaraf Lembar
Persetujuan Laporan Tahunan, jika tidak akan diperbaiki
kembali berdasarkan arahan,

Mengajukan Telaahan Staf Sekda dan Dok Laporan
Tahunan BUMD untuk mendapat
persetujuan/pengesahan Gubemur selaku KPM/RUPS.

Menyerahkan Dok. Laporan Tahunan BUMD yang sudah
mendapat persetujuan/pangesahan dar Gubemur
selaku KM/RUPS melalui Biro Perekonomian.

Pelaksana Mutu Baku
Wi Nl Fungsion
Gubmsnmz Karo Kabag | al Analis Kelengkapan Waltu Output
| Kebijakan
- 1A
“~ Draf Telaahan Staf dan Dok 1 har Telaahan Staf dan Dok
Laporan Tahunan an Laporan Tahunan
YA -<1\
' Tidak
A Telaahan Staf dan Lembar
Telaahan St:f dan Dok Laporan 2jam cersefujuen Dok L =
ahunan
Tahunan
i - Telsahan Staf dan Lembar Dokumentas! Telaahan Staf
. | dan Dok. Laporan Tahunan
persetujuan Dok Laporan 2 hari ity LAt i
Tidak Tahunan paraf '
Dok Laporan Tahunan yang

sudah mendapal i Tanda Terima Dok. Laporan

persetujuan/pengesahan/itd B Tahunan BUMD

Gubemur

S0P Surat Keluar

SoP

Pendokumenlasian

Dokumen, SOP sui
keluar

i

created by mrssfahlevi_2024



Nomor SOP |065/392/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Biro Perekonomian,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD kegiatan BLUD
'-Daur Hukum [Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali dan terakhir dengan | 1. Memiliki kemampuan merumuskan arahan pimpinan terkait program kerja Bagian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; BUMD dan BLUD bidang BLUD
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memilii wawasan, kemampuan berkoordinasi dan fasilitasi terkait Program Kerja
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 3. Memiliki kemampuan menganalisis/menelaah permasalahan terkait program kerja
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.

dan Kabupaten/Kota 4. Memiliki wawasan tentang peraturan di Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
6. PP No.74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
B. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Bahan-Bahan Peraturan
5. Bahan Kajian
6. Bahan diseminasi
7. Bahan pertimbangan Teknis terkait
E'arlngatan F'sncatatan dan pendataan

- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada tidak tercapainya sasaran Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsil - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
Kalimantan Timur




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEBIJAKAN BAGIAN BUMD DAN BLUD KEGIATAN BLUD

PELAKSANA MUTU BAKU
FUNGSIONAL
No. KEGIATAN KET
e KABAG ANALIS STAF KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KEBLJAKAN
1 [Menyiapkan Bahan Perumusan kebijakan teknis evaluasi bidang - Dasar Hukum 2 Hari kerja Dokumen hasil telaahan staf
Badan Layanan Umum Daerah v - Surat Masuk

- inasi Hari kerj kumen hasil telaahan staf
% Menyiapkan Bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD ';I_fz !1———»|I] Koordinasi 1 hari ket BokumEn nas) e sa
3 - Daftar inventarisasi data 7 Hari kerja |- Dasar hukum kebijakan
- Data BLUD
Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan v L A:aTisis GaraEaEn
evaluasi BLUD
Ll 3 4—-—+|I| - Perencanaan Pengembangan
- Jalur Kerjasama BLUD
4 |Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, 4 Hari kerja | Data dan bahan terkompilasi

analisis, dan pelaporan kebijakan perencanaan pengembangan dan
kerjasama BLUD

- Perangkat pengolah data
(komputer, Printer)




Nomor SOP |065/393iEko-TUI2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Ka_ Biro Perekonomian,
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH i
19661116 198703 1 008
BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengelolaan BLUD

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomar
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

L

Memiliki kemampuan merumuskan arahan pimpinan terkait program kerja
Baglan BUMD dan BLUD bidang BLUD.

2, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tenlang Perbendaharaan Negara, 2. Memiliki wawasan, kemampuan berkoordinasi dan fasilitasi terkait Program
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 lentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, 3. Memiliki kemampuan menganalisis/menelaah permasalahan terkail program
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2018 tenlang Pedoman nomenklatur dan Unil kerja Sekretariat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
4. Memiliki wawasan tenlang peraluran di Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
6. PP No.74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
8, Pemendagri No. 78 Tahun 2018 tenlang Badan Layanan Umum Daerah;
9. PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
1Kmrkai'lan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Bahan-Bahan Peraturan
5. Bahan Kajian
. Bahan diseminasi
7. Bahan pertimbangan Teknis terkait
[Peringatan Pencatatan dan pendataan

- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada tidak tercapainya sasaran Renstra Biro Perekonomian Sefda Provinsi Kalimantan Tirmur

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN RAPAT EVALUASI PENGELOLAAN BLUD

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan .. | Fungsional
Kepala Biro | Kepala Bagian | Pengelola Data P“gi‘l’;"h P""ET_I“:;':‘““' Analis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
1 |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk Rencana Kerja 5 menit Disposisi
melaksanakan  Rapat  Koordinasi  dan  Evaluasif — )
Pengelolaan Kevangan BLUD L T
2 |Kepala Bagian menindaklanjuti disposisi Kepala Biro v Disposisi 5 menit Disposisi
dengan memerintahkan pengelola data, pengolah data, L ‘__ U J—
fungsional analis kebijakan untuk menyiapkan bahan —
rapat persiapan [ |
3 |Pengelola Data, Pengolah dota dan fungsional analis ____}___ L 2 Disposisi 30 menit  |Laporan keuangan
kebijakan menyiapkan bahan rapat persiapan dan L ‘ L J ' Triwulan/
menyerahkan kepada kepala bagian = e % e Semester BLUD
1
4 |Kepala Bagian melaksanakan Rapat Persiapan untuk * Laporan kevangan | 120 menit |Laporan keuangan
Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan BLUD melibatkan o Triwulan/ Semester Triwulan/
fungsional analis kebijakan, pengolah data dan pengelola) [ } BLUD Semester BLUD
data dan pengadministrasi umum I
7 |Rapat Persiapan Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuangan| v ; ‘, l _& Draft Kebijakan | 120 menit | Draft Review
BLUD ] = — ey /RN Evaluasi Laporan Evaluasi
L_ _r J \_A'_‘ t | ‘ Pengelolaan BLUD Pengelolaan
[ 1 i T BLUD
8 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengadministrasi !l Konsep Surat 30 menit | Surat Undangan,
Umum untuk menyiapkan, memproses undangan dan — Undangan, Daflar Daftar Undangan
kelengkapan acars Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuvangan| b Undangan, dsb
BLUD
9 |Pelaksanaan Rapat Evaluasi Pengelolaan Keuvangan L — Draft Review 480 menit Notulensi
BLUD | Laporan Evaluasi kegiatan Rapal
Pengelolaan BLUD Evaluasi
Pengelolaan
BLUD
10 {Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasil < Notulensi kegiatan 5 menit | Laporan Kegiatan
Pengelolaan Keuangan BLUD { ) Rapat Evaluasi Rapat Evaluasi
——— Pengelolaan BLUD Pengelolaan

BLUD




|Nomor sOP 065/394/Eko-TUI2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mel 2026

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh Kepala Bjro Perekonomian,

| ™™

BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. lwan n, Ak., MM\
19661116 198703 1 008
BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP i cbowg g s spme a5

[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kall dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pamerintah Daerah,

1.

Memiliki kemampuan merumuskan arahan pimpinan terkait program kerja
Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memiliki wawasan, kemampuan berkoordinasi dan fasilitasi terkait Program
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; KerjaBagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 3. Memiliki kemampuan menganalisisimenelaah permasalahan terkail program
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 fentang Pedoman nomenklatur dan Unit kefja Sekretariat daerah kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Memiliki wawasan lentang peraturan di Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
6. PP No.74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
7. Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Bahan-Bahan Peraturan
5. Bahan Kajian
6. Bahan diseminasi
7. Bahan pertimbangan Teknis terkait
rF_arlngatan —F'e_ncahtan dan pendataan

- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berakibat pada tidak tercapainya sasaran Renstra Biro Perekonomian Seldal-
Provinsi Kalimantan Timur

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ALUR PENANDATANGANAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ’ Wakil | Sekretaris Aison . | Fungsional
G Gt Dacrah Perekonomian dan | Kepala Biro | Kepala Bagian | | -0 L) Kelengkag Waku Chtput

| |Kepaln Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk ¥ Rek dast === Disposisi surat 10 menit Disposisi
Kebijakan < -t

7 |Kepala Bagian iapkan bahan p komendasi  kebijakan dan ’_'j Disposisi 120 Menit Bahan

ik kepada fungsional analis kebijak L i Penyusunan
‘ Rekomendasi
Kebijakan
3 |Fungsional Analis Kebijakan konsep rek dasi kebijah _|:_!_ Bahan Penyasunan 60 Menit Konsep
[T 4 Rekomendasi Rekomendasi
Kebijakan Kebrjakan

4 |Fungsional Analis Kebijakan b Kepala Bagian dan Kepala Biro membahas) — e Konsep Rekomendasi 120 Menit Konsep

dan monyempumakan konsep rekomendas: kebijak [t 1 Kebijakan Rekomendasi
Kebial

5 |Fungsional Analis Kebijah lakukan perbaikan konsep re} dasi kebijab [l ,_L Konsep Rekomendasi 120 Menit Konsep

berdasarkan hasil pembahasan bersama dan pkan kepada Kepala Bagian hd 1 —;J Kebijakan Rekomendasi
' Kebijakan
!

6 |Kepala Bagan goreksi  Komsep rch fosi_Kebijakan, ik setuj, , % | : Konsep Rekomendast 20 Menit Konsep
| membubuhbkan paraf pada konsep reb lasi kebupakan, b — —=L T Kebijakan Rekomendasi
|kepada Kepala Biro untuk dikoreksi Jika tidak sclu]u, maka mm:mhnllm Kebijakan
kepada Fungsional Analis Kebijakan untuk diperbaiki ‘

7 |Kepala Biro mengoreksi Konsep rdu:mundsm k:buakm Tka  setuju, ¥ “ [ Konsep Rekomendasi 20 Menit Konsep
mmb\ﬂmhkmpmafpadllmmp ) hik — = Kebijakan Rekomendasi
kepada  Asisten  Perel l Jika tidak setuju, makal Kebijakan
mengembalikan kepada Kepaln Bagian unluk d:puhwu

8 |Asisten Pere dan  Pemt ksi Konsep rekomendasi| ¥ v | * Konsep Rekomendasi 20 Menit Konsep
kebijakan. Jika !emju., bubuhkan paraf padn konsep rekomendasi kebijakan, = Kehijakan Rekomendasi
kemudi k Daerah. Jika tidak setuju, makal Kebijakan
mengembalikan kepada Kepala Biro untuk diperbaiki,

9 [Sekretaris Daerah ksi Konscp reh dasi kebijuknn. Jika sciuju v T T Konsep Rekomendasi 20 Menit Konsep
mmhubuhhnmﬁpu&akmaq) dasi kebijakan, k di TS A [ Kebijakan Rekomendasi
k:pndn Wnkfl Gubernur. Jika tidak setuju, mul:a mquamlmlﬂtm kepada Asisten Kebijakan
Perek dan Pembang untuk diperbatk

10 |Wakil Gub ksi Konsep red dasi  kebijak Jika smlju, ¥ _"_ T Konsep Rekomendasi 10 Menit Konsep
membubuhkan paral‘pndakmmp k 1 kebijakan, § i = R - Kebijakan Rekomendas:
kepada Guberur. Jika tidak setuju, maka meu;mbuhlmn kepada&:h'etm Kebijakan
Daerah untuk diperbaiki

1 C." goreksi Konsep rek dasi  kebijal Jika setup makal ¥ Konsep Rekomendasi 10 Menit Konsep
dilanjutkan dengan i i Rek dasi Kebijakan Jika tidak setyju| “ Kebijakan Rekomendasi
maka mengembalikan kepada Wakil Goubernur untuk diperbaiki. ‘ Kebijakan

v Konsep Rekomendast 10 Menit Rekomendasi

12 |Menand Rekomendasi Kebijak J Kebijakan Kebijakan




Nomor SOP 065/395/Eko-TU/2028

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP Pelayanan Administrasi BLUD
|Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberpa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daereh;

1.

Memiliki kemampuan merumuskan arahan pimpinan terkait program kerja
Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Memiliki wawasan, kemampuan berkoordinasi dan fasilitasi terkait Program
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 3. Memiliki kemampuan menganalisisimenelaah permasalahan terkail program
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
dan Kabupaten/Kota 4. Memiliki wawasan fentang peraturan di Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.
6. PP No 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengslolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9, PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
[Keterkaitan |Peralataniperiengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Bahan-Bahan Peraturan
5. Bahan Kajian
6. Bahan diseminasi
7. Bahan pertimbangan Teknis terkait
[Peringatan [Pencatatan dan pendataan

Kalimantan Timur

- Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan berakibal pada tidak tercapainya sasaran Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi|-

Disimpan sebagai data elekironik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI BLUD

| |daerah terkait

Pelaksana Mutu Haku
Nl Kematan 1 Asisten 3 i
g Giorar | T Perckononmian dun| Kopala Biro | Kepala Begian |FUrEsoosl Analisl oy Kelengkapan Waktu Output
Gubernur | Daerah Pemban Kebijukan
| |Menerima surat terkait bidang BLUD, lalu mendisposis: Kepala Bagian) Surut masuk dan Perangkat 3 memt Disposisi Kepala Biro
untuk ditindaklanjut i Daerah/Lembaga Terkamt
o=
7 |Mendisposisi surat kepada Fungsional Anahis Kebijakan untuk menganali Ij Surat yang telah Disposis: 30 menit Disposisi Kabag
dan memberikan pertimbangnn tindak lanjut surat masuk Kepala Biro
3 |Memb {aahan staf terkmt i masalsh atay menyiapkan surat) — Disposisi Kabag 1 hari Telnahan staf dan atau Surat nndak
tindak lanjut dengan tats naskah yang sesuui lanjut
4 [Memeriksa telanhan staf dan tan surmt tinduk lanjut Jika masih ada) Telaahan staf dan atwa Sura| 20 Menit Telnahon staf dan atau surat undak
kesalahan  dikembaliken kepada Fungsional Anglis Kebijukan untuk {:,—- tindak lanjut lanjut yang sudah diparaf
| diperbaiks, jika sudah benur diparal
5 [Memeriksa telaahan staf. Jikn masih ada kesalaban dikembalikan kepada) Teloahen stof don gtaw surat| 20 Menit | Teluahan staf dan stau surat tindak
Kabag untuk diperbaiki jika sudah benar diparaf nndak lanjut yang sudah lanjut yang sudsh diparaf Kepala
/5 diparaf Kepala Bagisn Biro
~
6 |Memeriksa draf nasknh surat. Jikn masih ads kesalohan dikembalikan Telsahan staf dan atau surat | 20 Menit Telnahan staf dan atau surat tindak
kepada Kepala Biro untuk diperbniki, jika sudnh benar ditandatangan tindak lanjut yang sudih lanjut yang sudah diparnf atau
Apahila Surat bertanda tangan Sekda /- Gubernut, draft surat diparal </ diparaf Kepala Biro ditandatangnmi Agisten
7 |Menandniangani naskah surat spabila bertanda tangan Gubernur, Telaahnn staf dan atau surat 1 hari Telanhan staf dan atau surat tmdak
surat diparaf tndak lanjut yang sudah lanjut yang sudah diparnf Sekda
~<|> diparaf’ Asisten
B |M d i dan atau parafl Draft surat yang telah diparaf oleh) Telashan staf dan stau surat 1 han Surnt bertandn tanan dan atau
Sekretaris Dacmh / tindak Innjut yang sudah berparaf Wagub
<> dipasaf Sekda
9 | Menandatangani Draft surst yang telah diparaf oleh Wakil Gubernur Telaahan staf dan atau surat | hani Surat bertanda tanan dan atau
tindak lanjut yang sudih berparaf Gubernur
I diparal Wagub
# |Menerushan naskah surnt yang ditandstangoni Gubermur atau Sekretaris Naskah surat yang sudah 15 Menit Surnt
Daersh atau Asisten Perekonomian dan Adbang untuk peaomoran dan| ditandatangani Gubernur
agenda surnt atau Sckdn ntau Asision
#|Memeriksa  kelengkapan surst  yang sudah  ditandatangani  untuk) Naskah surnt yang sudah 10 Menit Surat
dilaksanakan oleh caraka — ditandntangani
|
) _—_ kelenglapon’ sural dn = ion surat sebel Nuk;hwnmfmh 10 Menit Surnt
4 ikan kepads Carab itandatangani
#|Membuat tanda terima surwt yang akan di kan kepada | J 1_{:) Bukti tanda terma 30 menit | Surnt




Nomor SOP |065/396/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
N ongmipn
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ( N
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. lwan Barmawan, Ak., MM\
19661116 198703 1 008
BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP lstnsaﬁm Kebijakan BLUD
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintan Daerah;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara,
. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman nomenklatur dan Unit kerja Sekretariat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota
PP No.74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Permendagri No.61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

o B oW

- o

8. Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. PP No.12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana lelah diubah beberpa kall dan terakhir dengan Undang-

1 Memiliki kemampuan merumuskan arahan pimpinan terkait program kerja
Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD

2. Memiliki wawasan, kemampuan berkoordinasi dan faslitasi lerkait Program
Kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD

3. Memiliki kemampuan menganalisisimenelaah permasalahan terkail program
kerja Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD

4. Memilki wawasan fentang peraturan di Bagian BUMD dan BLUD bidang BLUD.

. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Dasrah.
|Keterkaitan Peralataniperlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1 Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. Alat Tubs Kantor
4, Bahan-Bahan Peraturan
5. Bahan Kajian
6. Bahan diseminasi
7 Bahan pertimbangan Teknis terkail
ﬁeﬂngmn Pencatatan dan pendataan

Timur

- Apabila SOP fidak dilaksanakan maka akan berakibal pada tidak tercapainya sasaran Rensira Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan| -

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SOSIALISASI KEBIJAKAN BLUD

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kopils Staf Fungsional
Kepala Biro Baglin Pengolah Analis Kelengkapan Waktu Output
Data Kebijakan

| |Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk| Disposisi surat 10 menit Disposisi
menyusun Bahan Sosialisasi Kebijakan —j=—==

2 |Kepala Bagian memerintahkan kepada Pengolah Data WS, 2N Disposisi 10 menit Disposisi
untuk mengumpulkan bahan Sosialisasi Kebijakan }‘——‘—' |

3 |Pengolah Data mengumpulkan bahan Sosialisasi L Disposisi 15 Menit Bahan/Data
Kebijakan dan menyerahkannya kepada fungsional analis| ’_' - ’» E—— Penyusunan
kebijakan IR ‘ Sosialisasi

4 |Fungsional Analis Kebijakan menyusun konsep Bahan ' Bahan/Data 45 Menit | Konsep Bahan
Sosialisasi Kebijakan menyerahkan kepada Kepala Bagian f— i Penyusunan Sosialisasi
untuk dikoreksi ‘ A Sosialisasi Kebijakan Kebijakan

7 |Kepala Bagian mengoreksi Konsep Bahan Sosialisasi Y " T Konsep Bahan 10 menit | Konsep Bahan
Kebijakan dan menyerahkan kepada Kepala Biro, jika S ™ s — Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi
setuju, membubuhkan paraf pada konsep Bahan : i 4 " Kebijakan
Sosialisasi Kebijakan, kemudian menyerahkan kepada .
Kepala Biro untuk dikoreksi. Jika tidak setuju, maka
mengembalikan kepada Fungsional Analis Kebijakan
untuk dinerbaiki i

8 |Kepala Biro mengoreksi dan menandatangani Konsep v T ‘ Konsep Bahan 10 menit |[Bahan Sosialisasi
Bahan Sosialisasi Kebijakan. Jika setuju, membubuhkan & ‘;}___ = Sosialisasi Kebijakan Kebijakan yang
tanda tangan pada konsep Bahan Sosialisasi Kebijakan. i sudah
Jika tidak setuju, maka mengembalikan kepada Kepala ’ ditandatangani
Bagian untuk diperbaiki :

9 |Memberi nomor dan melanjutkan berkas untuk Bahan Sosialisasi 5 Menit |Bahan Sosialisasi
disosialisasikan kepada Perangkat Dacrah ( R Kebijakan yang Kebijakan

' g sudah ditandatangani




Judul SOP Biro Perekonomian di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

No Judul SOP Keterangan
1 |Penanganan Surat Masuk Disepakati
2 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Kepala Biro Disepakati
3 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Asisten (Asisten L, II, dan 11I) Disepakati
4 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Sekretaris Daerah Disepakati
5 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Wakil Gubernur Disepakati
6 |Penanganan Surat Keluar yang Ditandatangani Gubernur Disepakati
7 |Penyusunan Konsep Naskah Dinas Disepakati
8 |Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Renstra Disepakati
9 |Pengumpulan Data dalam rangka penyusunan RENJA Disepakati
10 [Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Disepakati
11 |Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Disepakati
12 |Persiapan dan Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Disepakati
13 |Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / LKJIP Disepakati
14 |Pengumpulan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Disepakati
15 |Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat PNS Disepakati
16 |Pembuatan Usulan Kenaikan Gaji Berkala PNS Disepakati
17 |Pembuatan Usulan Cuti PNS Disepakati
18 |Pembuatan Usulan Pensiun Disepakati
19 |Pembuatan Usulan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) PNS Disepakati
20 |Pembuatan Usulan Tabungan Asuransi Pensiun (Taspen) Disepakati
21 |Pembuatan Usulan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu) Disepakati
22 |Pengelolaan Kearsipan Biro Disepakati
23 |Pengelolaan Barang dan Aset Disepakati
24 |Pembuatan Usulan Perjalanan Dinas Disepakati
25 |Penyusunan Laporan Budaya Kerja Disepakati
26 [Penyusunan Laporan dan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Disepakati
27 |Pelaksanaan Entri laporan SIRA Disepakati
28 |Penyusunan Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Disepakati
29 |Pengolah Data dan Informasi Disepakati
30 |Pemberian Izin Tidak Masuk Kerja Disepakati
31 |Penerbitan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Disepakati
32 |Pelaksanaan Evaluasi Dokumen SOP Biro Disepakati
33 |Pelaksanaan High Level Meeting/Rapat Koordinasi/Konsinyering/FGD Disepakati
34 [Penyusunan Rencana Kerja Bagian Kebijakan Perekonomian Disepakati
35 [Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Disepakati
36 [Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Gubernur Disepakati
37 |Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Yang Ditandatangani Sekretaris Daerah Disepakati







PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/398/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,
a'l "‘“J'Nh/
[ WY

H. lwan Darmawan, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan Tarif

BAGIAN BUMD DAN BLUD Nama SOP Batas Atas dan Batas Bawah Perumda Kab/Kota se
Kalimantan Timur
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

%
2.
3

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan
Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

4. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab / Kota,

Permendagri Nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan Tarif Air Minum

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1. Memahami Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Mampu melakukan koordinasi terkait isi Rancangan Keputusan Gubemur

|Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

h’erﬁngatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika Rancangan Peraturan Gubernur tidak disusun dengan teliti, maka akan menghasikan produk hukum yang tidak baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
| No| Uraian Kegiatan
Kepala Bagian | PenGeila | Pengolah | Pengadrminisira Fm"‘"”"r-hmJ Waktu Output
e Data Data si Umum
Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk ioca
1. |melaksanakan Rapat Koordinasi Penetapan Tarif| Keria 5 menit Disposisi
Batas Atas dan Tarif Batas Bawah
Kepala Bagian menindaklanjuti disposisi Kepala Ll
Biro dengan memerintahkan pengelola data, | [ Disposisi ; AT
2 pengolah data, fungsional analis kebijakan untuk Sposisi G:meni Digpons
menyiapkan bahan rapat persiapan
.Ji
Pengelola Data, Pengolah data dan analis : Elj Keul-ai:::;ala
3. |kebijakan menyiapkan bahan rapat persiapan dan r Disposisi | 30 menit {arif Perumdam
menyerahkan kepada Kepala Bagian Kab/Kota
Kepala Bagian melaksanakan Rapat Koordinasi Laporan
Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Keuangan Besaran tarif
4. |dengan melibatkan fungsional analis kebijakan, E"] data tarif | 120 menit Perumdam
pengolah data dan pengelola data dan Perumdam Kab/Kota
pengadministrasi umum Kab/Kota
v ! 4 ) Draft
Rapat Persiapan Rapat Koordinasi Penetapan Tarif I I [ I I J [ ] I I Kebijakan L'::ﬂr;em ;
5.|Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Perumdam Koordinasi | 120 menit Perumdam
Kab/Kota P o KabiKota
Kab/Kota
Kepala Bagian memerintahkan kepada Fungsional Konsep
Analis N Surat Surat
6 Kebijakan  untuk  menyiapkan, memproses 1 | UndanganD| 30 menit Undangan,Daft
" lundangan acara Rapat Koordinas| Penetapan Tari ol ' ar Undangan
Batas Atas dan Tarif Batas,Bawah PERUMDAM Undangen dsb
Kchm PRI IS
Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penetapan Tarif| = | Draft kegiatan Rapat
7. |Batas Atas dan Tarif Batas Bawah PERUMDAM Laporan | 480 menit Koordinasi
Kab/Kota Koordinasi PERUMDAM
e
Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Rapat Kegiatan Rapat
8. |Koordinasi Penetapan Tarif Batas Atas Koordinasi 5 menit Koordinasi
dan Tarif Batas Bawah PERUMDAM Kab/Kota PERUMDA PERUMDAM
M Kahi¥nta Kab/Kota




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP |065/398/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mei 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

H. Iwan Darmawan, Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN BUMD DAN BLUD

Nama SOP Pelayanan Administrasi

|Kualifikasi pelaksana

. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah
. Peraturan Pemerintah no 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan
Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum
4. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
5. Permendagri nomor 56 tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kab / Kota.
6. Permendagri Nomor 21 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang perhitungan Tarif Air Minum
7 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah

i!-anr Hukum
1
2
3

1. Memahami Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Mampu menelaah, dan merumuskan kebijakan secara dasar

Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer

3. Alat Tulis Kantor

'l-’erinuahn

Pencatatan dan pendataan

1. Jika Rancangan Peraturan Gubernur tidak disusun dengan teliti, maka akan menghasikan produk hukum yang tidak baik

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Asisten
Fungsional
W Kpieta Gubernur | Wakil | Sekretaris | Perekonomian | (.. pio |Kepala Bagian| Analisis | Kelengkapan |  Waktu Output
Gubernur Daerah dan Kebi
Pembangunan i
Kepala Biro memerintahkan Kepala
Bagian untuk menyusun Rekomendasi Q Disposisi surat 10 | menit| Disposisi
Kebijakan
Kepala Bagian menyiapkan bahan v Bahan
penyusunan rekomendasi kebijakan dan Disposisi 120 | menit Penyusunan
menyerahkannya kepada  fungsional Rekomendasi
analis kebijakan Kebijakan
: Bahan
; ; g Konsep
Fungsional Analis Kebijakan menyusun __I Penyusunan 60 | menit| Rekomendasi
konsep rekomendasi kebijakan Rekomendasi Kebijakan
Kebijakan
Fungsional Analis Kebijakan bersama 1 Konsep Konsep
Kepela Bagin dan Wepsla: Biro > Rekomendasi | 120 | menit | Rekomendasi
membahas dan menyempurmnakan Kebijakan Kebijakan
konsep rekomendasi kebijakan
Fungsional Analis Kebijakan melakukan Y Konsep Konsep
pepaten konsep rekomendos) ketiokan 'y Rekomendasi | 120 | menit | Rekomendasi
berdasarkan hasil pembahasan bersama Kebijakan Kebijakan
dan menyerahkan kepada Kepala Bagian
v
Kepala Bagian mengoreksi Konsep Y o W T
rekomendasi  kebijakan, jika setuju, N
membubuhkan paraf pada konsep $ Konsep Konsep
mkomancas, i, kgmudran Rekomendasi 20 | menit | Rekomendasi
menyerahkan kepada Kepala Biro untuk Kebijakan Kebijakan
dikoreksi, Jika tidak setuju, maka
mengembalikan kepada Fungsional
Analis Kebijakan untuk diperbaiki
Kepala Biro mengoreksi Konsep Y o \ T
rekomendasi kebijakan. Jika setuju, " ol
membubuhkan paraf pada konsep 1 Koneap Kotesp
felrioniant - kutoan, keml.!dlan Rekomendasi 20 | menit | Rekomendasi
menyerahkan kepada Asisten Kebijakan Kebijakan
Perekonomian dan Pembangunan. Jika
tidak setujy, maka mengembalikan
kepada Kepala Bagian untuk diperbaiki.




1

12

Asisten Perekonomian dan Pembangunan|
megoreksi Konsep rekomendasi
kebijakan, Jika setuju, membubuhkan
paraf pada konsep rekomendasi
kebijakan,  kemudian  menyerahkan
kepada Sekretaris Daerah. Jika tidak
setuju, maka mengembalikan kepada
Kepala Biro untuk diperbaiki.

Sekretaris Daerah mengoreksi Konsep
rekomendasi kebijakan. Jika setuju,
membubuhkan paraf pada konsep
rekomendasi  kebijakan,  kemudian
menyerahkan kepada Wakil Gubernur.
Jika tidak setuju, maka mengembalikan
kepada Asisten Perekonomian dan
Pembangunan untuk diperbaiki.

Wakil Gubenur mengoreksi Konsep|
rekomendasi  kebijakan Jika  setuju,
membubuhkan paraf pada konsep
rekomendasi  kebijakan,  kemudian
menyerahkan kepada Gubemur. Jika
tidak setuju, maka mengembalikan
kepada  Sekretaris Daerah  untuk
diperbaiki

Gubemur mengoreksi Konsep
rekomendasi kebijakan. Jika setuju maka
dilanjutkan  dengan  menandatangani
Rekomendasi Kebijakan. Jika tidak setuju,
maka mengembalikan kepada Wakil
Gubemur untuk diperbaiki.

Menandatangani Rekomendasi Kebijakan

-
VY

.

v
S

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

20

20

menit

menit

menit

menit

menit

Konsep
Rekomendasi

Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Konsep
Rekomendasi
Kebijakan

Rekomendasi
Kebijakan




Nomor SOP 065/381/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN SUMBERDAYA ALAM
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM Nama SOP Penyusunan Rencana Keglatan dan Anggaran
[Dasar Hukum TKualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

3, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 30Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami perencanaan program dan kegiatan
2. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata/tabel

|2.  Jika penyusunan Rencana Kegiatan dan Anégaran (RKA) terlambat maka akan berdempak pula pada keterlambatan penyusunan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

[Keterkattan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer

2. Printer
3 ATK
4. Kalkulator

,rﬁnringatan Pencatatan dan pendataan

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran harus disusun, jika tidak pelaksanaan kegiatan menjadi tidak jelas dan berpotensi tidak dapa\l- Disimpan sebagai data elektronik dan manual

dilaksanakan.




dan Anggaran (RKA).

<l H

Pelaksana © Mutu Baku
‘Analis
Uraian Kegiatan Kebijakan Ahli| Analls PH, Analis| Kepala Biro
Kabag i Muda Bagian PPPdan  |Perekonomia Kelengkapan Waktu Output
e Sumberdaya Pelaksana n
Alam

|Menugaskan AK AM Subkoord PKKP untuk menyusun Rencana Kegiatan Q D 0" inac 5 meni Disousisi | "

dan Anggaran (RKA) isposis!  Koordi PP hosrsnes

Menugaskan Analis dan Pelaksana Subbag PKKP unluk mengumpulkan Disposisi | Koord! i el Dis I Koord

data dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) e joned

Mengumpulkan dala yang terkail dengan kegiatan yang akan dilaksanakan | " —
. |an menyerankan kepada AK AM Subkoord PKKP sebagei dasar 1 i D"“mﬁmm 60 ment Data/bahan

penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

Menyusun Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) R Rencend

berdasarkan data yang ada dan mengajukannya kepada Kabag SDA unluk ""[::l Data/bahan 120 ment REHgEL

4 Kegiatan dan Anggaran

dikoreksi.

Mengoreksi Rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran [RKA). Jika Rancangan Rencana

setuju, butican paraf perselujuan lalu menyerahkan kepada Kepala Rancangan Rencana Kegiatan dan 5 ment Kegiatan dan Anggaran
" |Biro Perekonomian untuk dikoreksi. Jixa tidak. mengembalkan kepada AK Anggaran dengan paral

AM Subkoord PKKP untuk diperbaiki.

Mengoreksi Rancangan R giatan dan Anggaran [RKA). Jika

sefuju, membubuhkan tanda tangan lalu menyerahkan kepada Kabag SDA Rancangan Rencana Kegiatan dan 5 ment Dokumen Rencana Kegiatan
" |unituk diproses lebéh lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag SDA Anggaran dengan paraf dan Anggaran

unluk diperbaiki

Menugaskan AK AM Subkaord PKKP untuk memproses lebih lanjut &'_ Dok —
. |Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang leiah disusun dan RN Rencems Kogam 5 menit Disposisi




Palaksana Mutu Baku
Analls
Uralan Keglatan Kabag Kebijakan Ahll | Analis PH, Kepala Biro
'Sumberdaya Alam| Muda Bagian PPPdan | Perekonomia Kelenghapan Waktu Output
Sumberdaya Pelaksana n
Alam
Menugaskan Analis dan pelal unfuk meny Rencana Kegi
f dan Anggaran (RKA) kepada Kasubbag Tata Usaha unfuk diproses lebin opsisl | Koordinasi Coordinasi
9 lanjut, serta mengarsipkan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran ! et & et Phapioeilf nes
(REA).
Mengarsipkan Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang { || R Arsip Dokumen Rencana
6. |tetah disusun dan menyerahkan Dokumen Rencana Kegiatan dan memmmgm““ " 5 ment Kegiatan dan Anggaran,
Anggaran (RKA) kepada Kasubbag Tata Usaha untuk diproses lebih lanjul Tanda Terima




Nomor SOP |065/382/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan |6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh la Biro Perekonomian,
/ N
PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TIMUR f N
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH h n Darmawan, AK, MM
BAGIAN SUMBERDAYA ALAM |NIP. 196611161987031008
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM Nama SOP Pelaksanaan Keglatan Rakor | FGD
[Dasar Hukum [Kualifikasi pelaksana

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Memahami Proses Persiapan Rakor / FGD

| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah 2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan| 3. Mampu melakukan koordinasi
Peraturan Perundang-Undangan
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
rKeterkaIlan 'I-’enhtnn.‘perienghapan
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
“’eﬁngmn Pencatatan dan pendataan

1.

Jika Kegiatan Rakor / FGD tidak disiapkan dengan baik, maka akan menghasilkan kegiatan yang tidak maksimal.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Muty Baku
Analis
Uraian Kegiatan Kebijakan Ahli Jlis PH Kepala Biro Ket.
Muda Bagian ‘“A;:h Heo" |perekonomi| Kelengkapan |  Waktu Output
Sumberdaya an
Alam
; Dokumen N

Menugaskan AK AM untuk mempersiapkan konsep laporan Dolakzansan 5 menit Dlspm?m a'
" |pelaksanaan Rakor / FGD Fy— Koordinasi

Menugaskan Analis PH dan Analis PPP untuk mengumpulkan Disposisi / 5 menit Disposisi f
" |data dan bahan laporan pelaksanaan Rakor / FGD Koordinasi Koordinasi

Mengumpulkan data terkait dengan laporan pelaksanaan Ej Koordinasi / 15 manit Data/bahan
" |Rakor /| FGD Disposisi

Menyusun draft laporan pelaksanaan Rakor / FGD kemudian |""‘ j o i 600 manit Laporan Rakor / | & hari kerja §2 jam
" |menyerahkan kepada AK AM untuk dikoreksi. [ A FGD per hari)

Mengoreksi draft laporan pelaksanaan Rakor [ FGD. Jika setuju, | Drafl Laporan _ )

menyerahkan kepada Kabag SDA untuk mendapatkan koreksi. < "‘; dakeinin | 0o Laporan Rakor / | 2 hari kerja (2 jam

Jika tidak, mengemballkan kepada Analis PH dan Analls PPP Rakor | FGD FGD per hari)

untuk diperbaiki.

Mengoreksi draft laparan pelaksanaan Rakor / FGD. Jika setuju, Draft Laporan -

menyerahkan kepada Kepala Biro Perekonomian unluk pelaksanaan 240 manit Laporan Rakor [ | 2 hari keda {2 jam
" |mendapatkan koreksi. Jika tidak, mengembalikan kepada AK AM Rakor | FGD FGD per hari)

untuk diperbaiki.

|Mengoreksi bahan laporan pelaksanaan Rakor | FGD. Jika Drat Laporan

setuju, menyerahkan kepada Kabag SDA untuk diproses lebih petaksriaan 120 menit Laporan Rakor /
" |lanjut. Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag SDA untuk Rakor | FGD FGD

diperbaiki

Menugaskan AK AM untuk mencetak bahan laporan Draft Laporan Lapoan Rakor /
. |pelaksanaan Rakor / FGD dan kemudian memproses pelaksanaan 10 menit FGD

penandatanganannya. Rakor [ FGD




Pelaksana Mutu Baku
i Analis
No Uraian Kegiatan Kebijakan Ahll : Kepala Biro
{ Muda Bagian | AISPHEN o onomi| Kelengkapan |  Waktu Output
| Kbt Analis PPP
aya an
Alam
Menugaskan Analis PH dan Analis PPP untuk mencetak final Laporan
g bahan laporan pelaksanaan Rakor / FGD, dan menyerahkan polakndrasi 10 menit Laporan Rakor /
" |kepada Kasubbag Tata Usaha untuk memproses lebih lanjut ke Rakor / FGD FGD
Asisten / Sekda.
Mencetak final bahan laporan Rakor / FGD dan menyerahkan Laporan Tanda terima,
10. [kepada Kasubbag Tata Usaha untuk memproses lebih lanjut ke ‘ ) pelaksanaan 30 menit | laporan Rakor /
Asisten | Sekda. Rakor | FGD FGD




Nomor SOP 065/383/Eko-TUI2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh Biro Perekonomian,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH n
BAGIAN SUMBERDAYA ALAM NIP. 196611161987031008
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM Nama SOP Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

1. Memahami Proses Penyusunan Produk Hukum Daerah
2. Memahami Tata Naskah Dinas
3. Mampu melakukan koordinasi terkait isi Rancangan Keputusan Gubernur

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
IKeterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer
2. Printer
3. ATK
I5eringatan Pencatatan dan pendataan

1. Jika Rancangan Peraturan Gubemur tidak disusun dengan teliti, maka akan menghasilkan produk hukum yang tidak baik.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Analis
| No Uraian Kegiatan Kabag Kebijakan Ahli | Analis PH, Analls | Kepala Biro Ket.
:; Sumberdaya | Muda Bagian PPP dan Perekonomi| Kelengkapan Waktu Qutput
: Alam Sumberdaya Pelaksana an
] Alam
Dokumen .
Menugaskan AK AM unluk menyusun rancangan Keputusan ; Disposisi /
1 Gubsenir Pelaksanaan 5 menit Koordinasi
= Anggaran
9 Menugaskan Analis PH dan Analis PPP untuk mengumpulkan Disposisi / 5 menit Disposisi /
data dan menyusun rancangan Keputusan Gubemur. Koordinasi Koordinasi
[Mengumpulkan data terkait dengan rancangan Keputusan j \ ;
% Gubemur yang akan disusun. E Oisposisi 16 menit B hav
Menyusun rancangan Kepulusan Gubemur, kemudian , s e § hari kerja (2 jam
4 | menyerahian kepada AK AM untuk dikoreksi _E :l Dbt | So0wen Kgfbfﬁ: por har)
Mengoreks! rancangan Keputusan Gubernur. Jika setuju,
5 menyerahkan kepada Kabag SDA untuk mendapatkan koreksi. m:::: 240 mexit ?{ancamngaa: 2 hari kerja (2 jam
* |Jika tidak, mengembalikan kepada Analls PH dan Analis PPP o per hari)
S8 Gubermur Gubemur
untuk diperbaiki
Mengoreksi rancangan keputusan Gubemur, Jika satuju,
| menyerahkan kepada Kepala Biro Perekonomian uniuk 2:"1’;9:: —— ii:ﬁu“sgaf 2 hari kerja (2 jam
mendapatkan koreksi. Jika tidak, mengembalikan kepada AK AM P per hari)
; Gubemur Gubemur
untuk diperbaiki
Mengoreks| rancangan keputusan Gubemur. Jika setuju, Rancangan Rancangan
7. |menyerahkan kepada Kabag SDA untuk diproses lebih lanjut. Keputusan 120 menit Keputusan
Jika tidak, mengembalikan kepada Kabag SDA untuk diperbaiki. Gubemur Gubemur
g, [Menugaskan AK AM untuk mencetak final rancangan Keputusan Ij_ iiﬂﬁu:ngz —— Disposisi /
Gubemur, dan kemudian memproses penandatanganannya. ! thbe;ur Koordinasi




Ilabih lanjut ke Biro Hukum,

Gubernur

k Pelaksana Mutu Baku,
; Analis
INo Uraian Kegiatan Kabag | Kebijakan Ahli | Analis PH, Analls | Kepala Biro Ket,
] Sumberdaya | Muda Bagian PPP dan Perekonomi| Kelengkapan Waktu Output
Alam Sumberdaya Pelaksana an
Alam
Menugaskan Analis PH dan Analis PPP untuk mencetak final
rancangan keputusan Gubemur, dan menyerahkan kepada ! Disposisi /
9 |Kasubbag Tata Usaha untuk memproses lebin lanjut ke Biro Ctapons W0ment |\ oordinasi
Hukum.
Mencstak final rancangan Keputusan Gubernur dan 3 R;a;a !::r::ak
10. |menyerahkan kepada Kasubbag Tata Usaha untuk memproses (:) Disposisi 30 menit Kap'?m




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN SUMBERDAYA ALAM

Nomor SOP 065/384/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026
Disahkan oleh K Biro Perekonomian,
i ~ N
Y

H. Iwg Darmawan, AK, MM
NIP. 196611161987031008

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Nama SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas

'f}ssar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun
2020 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Peraturan Gubemur Kaltim Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. Mampu menelaah naskah dinas
2. Mampu mengonsep naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata/tabel

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. ATK
E-‘eringatan Pencatatan dan pendataan

1. Apabila proses tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan memengaruhi kegiatan lainnya.
2. Diperlukan ketelitian dalam melakukan verifikasi terhadap konsep naskah dinas yang dibuat.

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No Uraian Kegiatan Kabag |Kebijakan Ahli|Analis PH, Analis| Kepala Biro
Sumberday | Muda Bagian PPP dan Perekonomi| Kelengkapan Waktu Output
aAlam | Sumberdaya Pelaksana an
Alam
: i naskah dinas
1 ?e::gaskan Analis Kebijakan AM untuk menyusun konsep naskah masuk/memol 10 ment | disposisi
nas. disposisi
Menyusun pointer konsep naskah dinas dan menugaskan Analis PH dan i . Py
2. . : : masuk/memo/ 15 menit konsep
Analis PPP untuk menyusun dan mengetik konsep naskah dinas. T .
disposisi naskah dinas
Menyusun dan mengetik konsep naskah dinas berdasarkan pointer b ;
3. |konsep naskah dinas dari AK AM , kemudian menyampaikan kepada AK [ j p:;r:::hkg:;s:sp 10 menit nask:aﬂhsz?nas
AM Subkoord PKKP untuk dikoreksi. I_“
Jﬂu‘lampel,a}ari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju, 4
4 menyerahkan kepada Kabag Sumberdaya Alam untuk dikoreksi. Jika N konsep naskah 5 menit konsep
" |tidak setuju, mengembalikan kepada Analis PH dan Analis PPP untuk \:./ dinas naskah dinas
diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju,
5. |menyerahkan kepada Kepala Biro Perekonomian untuk dikoreksi. Jika kons::n::skah 5 menit nask:anhsﬁ?nas
tidak setuju, mengembalikan kepada AK AM untuk diperbaiki.
Mempelajari dan mengoreksi konsep naskah dinas. Jika setuju,
6 menyerahkan kepada Kabag untus memproses penandatanganani| konsep naskah 5 menit konsep
" |konsep naskah dinas. Jika tidak setuju, mengembalikan kepada Kabag dinas naskah dinas
untuk diperbaiki.
7 Menyampaikan konsep naskah dinas kepada AK AM untuk memproses konsep naskah 5 menit konsep
" |penandatanganan. dinas naskah dinas
Menyampaikan konsep naskah dinas kepada Kasubbag Tata Usaha \ 4
i ; konsep naskah A konsep
8. :2::::1 :e;z;atrosestujug:nandatanganan dan menyampaikan naskah dinas (__J dinas § menit gl dinge




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/416/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mel 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh Kej Biro Perekonomian,

H.

Ak, MM
NIP. 19661116 198703 1 008

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Nama SOP Persiapan Focus Group Discussion

Iﬁasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

1. Memahami Tata Naskah Dinas
2. Mampu melakukan koordinasi
3. Mampu bekerja dalam tim

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. ATK

rPsringahn

Pencatatan dan pendataan

pelaksanaan FGD, tidak ada lagi hal-hal yang ferlupakan sehingga mengganggu jalannya kegiatan Focus Group
2 Kesiapan pelaksanaan FGD harus dilaporkan secara seksama kepada pimpinan, sebagai bentuk koreksi terhadap pekerjaan yang
dilakukan, sehingga pimpinan dapat mengingatkan apabila terdapat hal-hal yang belum/perlu dilakukan

1. SOP Persiapan Focus Group Discussion/SosialisasiRapat Koordinasi harus dilaksanakan dengan baik, agar pada saatl - Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PERSIAPAN FOCUS GROUP DISCUSSION SUB KOORDINATOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : X . L Penelaah Teknis Penata Layanan
Kabag SDA | Analis Kebijakan Kebljaken Opssicual Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan Analis Kebijakan untuk

menyiapkan pelaksanaan Focus Group ) RKA/DPA 10 menit Disposisi
Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi e

Bersama Penelaah Teknis Kebijakan ) . =
|mempersiapkan Instrumen yang diperlukan untuk ’ . . 15 : o
kegiatan Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat = A Disposisi, RKA/DPA e PR,
Koordinasi

v Surat Undangan, Surat

Menyiapkan surat menyurat dan kelengkapan Focus
Group Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi

.

Disposisi

180 menit

Permintaan Narasumber,

|membuka acara,

pembacaan doa, konsumsi,
tempat pelaksanaan,
penggandaan bahan, daflar
hadir

Melaporkan kepada Analis Kebijakan mengenai

Surat Undangan, Surat
Permintaan
Narasumber,
membuka acara,

perkembangan persiapan pelaksanaan Focus Group pembacaan doa, 15 menit Laporan Kesiapan
Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi konsumsi, tempat
pelaksanaan,
penggandaan bahan,
daftar hadir
Melaporkan lebih lanjut persiapan pelaksanaan v
o Laporan Kesiapan 15 menit Laporan Kesiapan

Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat
Koordinasi kepada Kabag SDA




|Nomor SOP 065/417/Eko-TU/2026
Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026

Tanggal Revisi 13 Mel 2026

Tanggal Efektif 13 Mei 2026

Disahkan oleh la Biro Perekonomian,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR \(\M
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH H. lwan Darmawan, Ak
NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM Nama SOP Pelaksanaan Focus Group Discussion

rDanr Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

w

4.
5.

1. Mampu menyiapkan seluruh perangkat utama pelaksanaan Focus Group Discussion
{Sosialisasi/Rapat Koordinasi
2. Mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Persiapan Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan Laporan 2. LCD
3. Microphone
4. ATK
|Peringatan Pencatatan dan pendataan

1. Semua peralatan utama yang digunakan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi harus tersedia,
agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN FOCUS GROUP DISCUSSION SUB KOORDINATOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kepala Fenata Fensjash Fungsional
Kepala Biro B Layanan Teknis Analis Kelengkapan Waktu Output
agian Operasional | Kebijakan | Kebijakan
Kepala Biro memerintahkan Kepala Bagian untuk melaksanakan| ——— Rencana Kerja 5 menit Disposisi
Focus Group Di ion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi = il
Kepala Bagian menindaklanjuti disposisi Kepala Biro dengan I Disposisi 5 menit Disposisi
memerintahkan Penata Layanan Operasional, Penelaah Teknis [ }—l
Kebijakan, Fungsional Analis Kebijakan untuk menyiapkan bahan \— |
rapat persiapan I 1
Penata Layanan Operasional, Penelash Teknis Kebijakan, dan v i K] Disposisi 30 menit Data/Bahan
Fungsional Analis Kebijakan menyiapkan bahan rapat persiapan dan ‘ | ’7 §‘ Rapat
menyerahkan kepada kepala bagian S | X x Persiapan
Kepala Bagian melaksanakan Rapat Persigpan Focus Group f_——l =l Data/Bahan Rapat | 120 menit Data/Bahan
Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi melibatkan Penata Layanan o J Persiapan Rapat
Operasional, Penelaah Teknis Kebijakan, dan Fungsional Analis L Persiapan
Kebijakan
Rapat Persiagpan  Focus Group  Discussion/Sosialisasi/Rapat e ,J ‘L Drafl Bahan Focus | 120 menit | Bahan Focus
Koordinasi ‘ | = . === Group Group
1 ] ’ Discussion/Sosialisas Discussion/Sosia
] 4 | 4 | ]| imapatKoordinasi lisasi/Rapat
Koordinasi
Kepala Bagian memerintahkan kepada Penata Layanan Operasional $ Konsep Surat 30 menit Surat
untuk menyiapkan, memproses undangan dan kelengkapan acara = Undangan, Daftar Undangan,
Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi | | Undangan, Daftar
Undangan dsb
Pelaksanaan Focus Group Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi = ¥y Bahan Focus Group | 480 menit Notulensi
1 _| Discussion/Sosialisas kegiatan Focus
i/Rapat Koordinasi Group
Discussion/Sosia
lisasi/Rapat
Koordinasi
Membuat  Laporan  Pelaksanaan  Kegiatan  Focus  Group v Notulensi kegiatan 5 menit Laporan
Discussion/Sosialisasi/Rapat Koordinasi F Focus Group Kegiatan Focus
D — Discussion/Sosialisas Group
i/Rapat Koordinasi Discussion/Sosia
lisasi/Rapat

Koordinasi




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH

Nomor SOP 065/418/Eko-TU/2026

Tanggal Pembuatan 6 Mei 2026
Tanggal Revisi 13 Mei 2026
Tanggal Efektif 13 Mei 2026

|Disahkan oleh Kepala Biro Perekonomian,

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM

Persiapan Pelaksanaan Monitoring Kegiatan di

Nama SOP Kabupaten/Kot

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

1. Memahami Tata Naskah Dinas
Mampu melaksanakan koordinasi

2.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 3. Mampu bekerja dalam tim
4.

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor &

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Mampu mengoperasikan aplikasi pengolah data/kata

[Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Penyusunan Konsep Naskah Dinas 1. Komputer
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Printer
3. ATK
ﬁ'eringltan JT’encaman dan pendataan

perkembangan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota

1. Instrumen monitoring yang disusun harus dapat menjadi alat untuk mendapatkan informasi penting yang terkait dengan| - Disimpan sebagai data elektronik dan manual




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN PELAKSANAAN MONITORING KEGIATAN DI KABUPATEN/KOTA SUB KOORDINATOR PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

No

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan

Kabag SDA

Penelaah
Teknis
Kebijakan

Penata Layanan
Operasional

Kelengkapan

Waktu

Output

Melaporkan kepada Kepala Bagian SDA mengenai
rencana monitoring kegiatan

DPA

30 menit

Nota Dinas

Memberikan arahan dan memerintahkan Analis
Kebijakan menyusun  instrumen  dan  bahan
kelengkapan monitoring kegiatan

Nota Dinas

15 menit

Disposisi

Menugaskan Penelaah Teknis Kebijakan dan
Penata Layanan Operasional untuk menyusun
instrumen dan bahan kelengkapan monitoring
kegiatan.

Nota Dinas

15 Menit

Disposisi, Data

Menyusun instrumen dan bahan kelengkapan
monitoring  kegiatan, kemudian menyerahkan
kepada Analis Kebijakan untuk dikoreksi

Disposisi/Data

120 menit

Konsep Instrumen, Bahan
Kelengkapan Monitoring

Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan
monitoring kegiatan. Jika setuju, membubuhkan
paral, kemudian menyerahkan instrumen dan
bahan kelengkapan monitoring kegiatan kepada)
Kabag SDA. Jika tidak setuju, memerintahkan
Penelash Teknis Kebijakan untuk memperbaiki
instrumen.

Konsep Instrumen. Bahan
Kelengkapan Monitoring

5 menit

Konsep Instrumen, Bahan
Kelengkapan Monitoring

[melaksanakan monitoring.  Jika

Memeriksa instrumen dan bahan kelengkapan
monitoring kegiatan. Jika setuju, membubuhkan
tanda tangan. kemudian menyerahkan instrumen
dan bahan kelengkapan monitoring kegiatan
kepada Analis Kebijakan untuk dibawa pada saat]
tidak  setuju,
untuk

memerintahkan ~ Analis  Kebijakan

memperbaiki instrumen

Konsep Instrumen, Bahan
Kelengkapan Monitoring

5 menit

Instrumen, Bahan
Kelengkapan Monitoring

Memerintahkan ~ Analis  Kebijakan  untuk]
menyiapkan instrumen beserta bahan kelengkapan
monitoring kegiatan untuk dibawa pada saat

pelaksanaan monitoring.

Instrumen, Bahan|
Kelengkapan Monitoring

5 Menit

Instrumen, Bahan
Kelengkapan Monitoring




NOMOR SOP 065/419/Eko-TU2026
TANGGAL PEMBUATAN 06 Mei 2026
TANGGAL REVISI 13 Mei 2026
TANGGAL PENGESAHAN 13 Mei 2026
DISAHKAN OLEH )
Kepala Biro Perekonomian,
{ ~N
I_r N"’
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Iwan Darmawan, Ak, MM,
NIP. 19661116 198703 1 008
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM NAMA SOFP PERUMUSAN KEBIJAKAN
DASAR HUKUM TUJUAN

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Ind ia Ni 5609);

3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur N :40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

golah data dan informasi

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk pkan tata cara

KUALIFIKASI PELAKSANA

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengetahui informasi tentang pelayanan publik

2, Menguasai pengetahuan tentang tata naskah dinas

3. Mengetahui prinsip dan azaz pelayanan publik yang baik
4. Teliti

5. K Niaats

i SOP

Kepala Biro Perekonomian bertanggung jawab dalam pelaksanaan keuangan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran

PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

KETERIKATAN

1. ATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Alat Scanner

1.50P Surat masuk
2.Lintas Bagian/subbagi

VBiro/Instansi terkait

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.Data dan informasi suatu bahan untuk membuat perencanaan, pengembangan dan p jang kegi pabila tidak dibuat akan menghambat

pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Biro selanjutnya

1.Surat Masuk
2 Perencanaan Program Kegiatan




MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kepala Bagian Asisten Keterangan
Kepala Biro Su’:nber Daya Tingabmal Fetirmmin Gubernur Caraka Kelengkapan Wakiu Output
o ¥2 | Analis Kebijakan| dan Adm
Pembangunan
Mererima surat terkait Sub Bagian energi dan air dan ( \ Surat masuk dari Perangkat 120 menit | Disposisi Kepala Biro
3 mendisposisi Kepala Bagian untuk menindaklanjuti S Daerah/ Lembaga Terkait - P P
Mendisposisi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub 3
2 Koordinator Bagian Energi dan Air untuk mengkaji Surat yang telah Disposisi 120 menit |Disposisi Kabag
dan berikan pertimbangan tindak lanjut Kepala Biro
penyelesaian surat
Membuat telaahan staf terkait subtansi masalah dan J.J
3 menylapkaln surat Iin(.jakIan;utl dengan tatanaskah Disposisi Kabag, 1hari |Telaahan staf
yang sesuai, apabila tindaklanjut berupa rapat
koordinasi, maka SOP koordinasi dijalankan
Memeriksa telaahan staf. Jika masih ada kesalahan Telaghan staf yang sudah
4 |dikembalikan kepada Kasubbag untuk diperbaiki, jika > <>¢r_—- Telaahan staf somenit | KENI: Ba?;im
sudah benar diparaf
Memeriksa telaahan staf. Jika masih -1‘da kesalahan \ Telaahan staf yang sudah . |Telaahan staf yang sudah
5  |dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki, jika o~ diparat Kepaliu Bagian 20 menit diparaf Kepala Biro
|sudah benar diparaf 'y
Memeriksa telaahan staf dan draft naskah surat. Jika : '\ i Telaahan staf yang sudah
6 masih ada kesalahan dikembalikan kepada Kepala Telaahan staf yang sudah W menit |diparaf Asisten
Biro untuk diperbaiki, jika sudah benar telaahan staf diparaf Kepala Biro Pemerintahan
ditandatangani dan naskah surat Gub di paraf
=
7 dats i naskah Telaahan staf yang sudah lhari  |Disposisi Gubernur
Menandatangani naskah surat ditanda tangani Asisten PO
8 Meneruskan naskah surat yang ditandatangai L N_“kah S yang sudah 15 menit  [Surat
Gubernur untuk penomoran dan agenda surat ditandatangani Gubernur
1
Memeriksa kelengkapan surat yang sudah | . .
= > 2 Naskah surat yang sudah .
9 |ditandatangani Gubernur untuk dilaksanakan | ditandatangani Gubernur 10 menit  |Surat
pengiirman oleh caraka
10 Memeriksa kelengkapan surat dan pendokumentasian | I h{askah surat ylang sudah 10menit  [Surat
surat sebelum disampaikan kepada Caraka ditandatangani Gubernur
Terkait SOP
. . . Surat Keluar
1 Membuat tanda terima surat yang akan disampaikan Bulis tanda teriima 30 menit  [Surat
kepada perangkat daerah dan atau instansi lain terkait




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR SOP 065/420/Eko-TUI2026

TANGGAL PEMBUATAN 06 Mei 2026

TANGGAL REVISI 13 Mei 2026

TANGGAL PENGESAHAN 13 Mei 2026

DISAHKAN OLEH Kepala Biro Perekonomian,

[
{

H. Iwan Darmawan, Ak, MM.
NIP. 19661116 195703 1

BAGIAN SUMBER DAYA ALAM NAMA S0P RAPAT KOORDINASI DIRJEN EBTKE
DASAR HUKUM TUJUAN
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk pkan tata cara golah data dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional informasi
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 g Pembentukan dan S Organisasi Daerah Peovinsi
Kalimantan Timur;
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 18);

KUALIFIKASI PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB

1. Mengetahui informasi tentang pelayanan publik

2. Menguasai pengetahuan tentang tata naskah dinas

3. Mengetahui prinsip dan azaz pelayanan publik yang baik
4. Teliti

5, Kemampuan Memahami SOP

Kepala Biro Perekonomian bertanggung jawab dalam pelaksanaan keuangan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN KETERIKATAN
1. ATK 1.50P Surat masuk
2. Komputer/Laptop 2. Lintas Bagian/subbagian/Biro/1 i terkait
3. Printer
4. Alat Scanner
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.Data dan informasi suatu bahan untuk buat p pengembangan dan p jang kegiatan,apabila tidak dibuat akan 1.5urat Masuk
hambat pelal dan perencanaan kegiatan Biro selanjutnya 2.Per Pr Kegiat

(- &




MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kepala - i N a?s.isu'u. Keterangan
Kepala Biro | BagianSumber | lis ‘I‘Celli] ksl danAdss Gubernur Caraka Kelengkapan Waktu Output
Daya Alam P
embangunan
1  |Menerima surat terkait Sub Bagian energi dan air lalu D [5urat masuk dan lembar 15 menit | Pendistribusian tugas
mendisposisi Kepala Bagian untuk menindaklanjuti disposisi sesuai tufuan surat
Pendistribusian surat kepada Analis Kebijakan Ahli |
Muda Sub Koordinator bagian Energi dan Air untuk i . i )
i mengkaji dan memberikan pertimbangan langkah Telaahan/ disposisi surat 25 menit | Disposisi Kabag,
tindak lanjut koordinasi penyelesaian
Y
- e | l— Disposisi Kabag, Atensi .
di tuk 4
? Pim?kf%l:::kﬁ:{:pﬁ:::l:::i::“ e (Gubernur, Asisten atau 60 menit Felaafmraiat/ .
£ penyeles Kepala Biro perencanaan rapa
Melaksanakan dan mengkoordinir/ mengikuti rapat O"’O.— Data dan dokumen sesual _ -~ )
* |koordinasi sebagai undangan kebutuhan rapat Thati'  [Kehadiranvapat
5 |Laporan melaksanakan/mengikuti rapat koordinasi Notulen/ catatan rapat 3 Jam  |Laporan hasil rapal




NOMOR SOP 065/421/Eko-TUI2026
TANGGAL PEMBUATAN 06 Mei 2026
TANGGAL REVISI 13 Mei 2026
TANGGAL PENGESAHAN 13 Mei 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Biro Perekonomian,
| l)w_\,--m‘-’
1
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Iwan Darmawan, Ak, MM.
NIP, 19661116 198703 1 008
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM NAMA SOP e L oLy
DASAR HUKUM TUJUAN
1. Undang-undang Republik Ind iaN 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Standar Operasional Prosedur ini dibuat antuk tapkan tata cara golah data dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembi dan Penga: Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran |informasi
Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 1 Negara Republik Ind ia Nomor 6041;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

KUALTFIKASI PELAKSANA

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengetahui informasi tentang pelayanan publik

2. Menguasai pengetahuan tentang tata naskah dinas

3. Mengetahui prinsip dan azaz pelayanan publik yang baik
4. Teliti

5. K M 1
* ¥

i SOP

Kepala Biro Perekonomian bertanggung jawab dalam pelaksanaan keoangan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN

KETERIKATAN

1LATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Alat Scanner

1.50P Surat masuk
2.Lintas Bagian/subbagian/Biro/Instansi terkait

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.Data dan informasi suatu bahan untuk membuat perencanaan, pengembangan dan penunjang kegiatan,apabila tidak dibuat akan

menghambat pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Biro selanjutny

1.Surat Masuk
2Perencanaan Program Kegiatan




MUTU BAKU

No. KEGIATAN Kepala Fungsional Asisten Keterangan
: : Perekonomian
Kepala Biro |BagianSumber Analis dan Ad Gubernur Caraka Kelengkapan Waktu Output
Daya Alam Kebijakan |, . 2
Menerima surat terkait/ menginisiasi
pelak.nl f“’"‘,"'“"’“ PrEngh WA dan Sural masuk dan lembar .. |Pendistribusian tugas
B
1 |evaluasi Sub Bagian encrgi dan air lalu disposisi 15menit | i tuinan surat
mendisposisi/ memerintahkan Kepala Bagian PR e
untuk menindaklanjuti
Pendistribusian surat kepada Analis Kebijakan
Ahli Muda Sub Koordinator Bagian Energi dan
Air untuk mengkaji dan memberikan Diisposisi surat, telaahan ; o
’ |pertimbangan langkah tindak lanjut/ dan masukan 2 menit |Disposisi Kabag
penyusunan parameter pembinaan dan
pengawasan serta evaluasi
Disposisi Kabag, Atensi
Mengkaji dan menyiapkan langkah tindak lanjut Gubernur, Asisten atau Telaahan staf/
3 |serta menyusun parameter pembinaan, |Kepala Biro dan Regulasi 60 menit  |perencanaan kegiatan
pengawasan dan evaluasi kebijakan terkait pembinaan binwas dan evaluasi
pengawasan
) ini 1é o N Ii :
\flel.c:lfsanakan dan mengkoordinir kelgmtlu{l . : : Data empiris dan dokumen . Keh:ndnau. i tujuan
4 |p pengawasan dan eval kebijakan cor kit Lhari  |kegiatan binwas dan
di lapangan evaluasi
v
pelak 1 binaan 2 b' an,
5 l,aport:a;. i Ikeg_lal.a:'i g K dasi Notulen/ catatan kegiatan 3 Jam Lamrrﬂl:;ndzaan
pengawasan dan evaluasi serta rekomendasi biiowas dancualuas 3 S::F:nsj

tindak lanjut




=] o

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penye]cnggzrm Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur

NOMOR SOP 065/422/Eko-TU/2026
TANGGAL PEMBUATAN 06 Mei 2026
TANGGAL REVISI 13 Mei 2026
TANGGAL PENGESAHAN 13 Mei 2026
DISAHKAN OLEH Kepala Biro Perekonomian,
/ I/\Nﬁ;ﬂ”’
I
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Iwan Darmawan, Ak, MM.
NIP. 19661116 198703 1 008
BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH NAMA S0P PELAPORAN
|DASAR HUKUM |TUJUAN
1. Undang-undang Republik Ind ia Nomor 25 Tahun 2009 Tentnng Pelayanan Publik; Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk menetapkan tata cara mengolah data dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 T Pel dan Kinerja Instansi Pemerintah informasi

KUALIFIKASI PELAKSANA

PENANGGUNG JAWAB

1. Mengetahui informasi tentang pelayanan publik
2. Menguasai pengetahuan tentang tata naskah dinas
3. Mengetahui prinsip dan azaz pelayanan publik yang baik

Kepala Biro Perekonomian bertanggung jawab dalam pelaksanaan keuangan selaku Kuasa
Pengguna Anggaran

4. Teliti
5. T N, hami SOP
PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN KETERIKATAN

1. ATK 1L.SOP Surat ma.-mk

2. Komputer/Laptop 2 Lintas B Jsubbagian/Biro/l i terkait

3. Printer

4. Alat Scanner

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.Data dan informasi suatu bahan untuk membual perencanaan, pengy gan dan p jang kegiatan,apabila tidak dibuat akan 1.Surat Masuk

menghambat pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Biro selanjutnya 2 Perencanaan Program Kegiatan




MUTU BAKU

No. KEGIATAN . Asisten Keterangan
s ll(epa!a Fu.ugm?nal Perekonomian .
Kepala Biro |BagianSumber Analis dan Adm Gubernur Caraka Kelengkapan Waktu Output
Daya Alam Kebijakan Peaiban '
Rekapitulasi kegiatan inventarisasi data dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan 0 : .. |Draft laporan/
iF: L] i 7 2
U lterkait sub bagian energi dan air secara periodik A PR CRR R Henit rekapitulasi kegiatan
(semester/ tahunan)
Pemeriksaan hasil rekapitulasi kegiatan dan =
2 evaluasi pelaksanaan kebijakan di lapangan, ,/ Draft laporan/ rekapitulasi | o, . Persetujuan/ masukan
memberikan masukan terkait akar masalah dan kegiatan : Kabag,
rencana aksi tindak lanjut
L " .
3 |Persetujuan draft laporan kegiatan ( S E:;f;::r;:oranf relpician 60 menit  |Fersetujuan laporan
4 |Finalisasi laporan Persetujuan laporan 1hari |Laporan Final
i o :'
5 |Pencetakan dan pengarsipan laporan '= I Laporan Final 2 hari Leposan Firwd dilun

bentuk cetak dan arsip




KUALIFIKASI PELAKSANA

NOMOR SOF 0B5/423/Eke-TU2026
TANGGAL PEMBUATAN 6 Mei 2026
TANGGAL REVISI 13 Ml 2026
TANGGAL PENGESAHAN 13 Mei 2026
DISAHKAN OLEH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
H. Iwan Darmawan, Ak, MM.
NIF. 19661116 196703 1 006
BAGIAN SUMBER DAYA ALAM |NAMA S0P PELAYANAN ADMINISTRASI
DASAR HUKUM TUJUAN
Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk pkan tata cara mengolab data dan i i
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 g A P intak
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemrinnh Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan FPublik;
4P b Kal Timur Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Energi dan
Sumb Dnya Mi | Provinsi Kali Timur;
5 Gub Kalis Timur Nomor : 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas dilingh ¥ intah Provinsi Kali Timur
6. P Gub Kali Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerfa dan Koordinasi Di Lingh
| Pemerintah Daerah;
PENANGGUNG JAWAB

.M Tal ink

i tentang pel publik

2. Mug\us.ni pengetahuan tentang tata naskah dinas

3. Mengetahui prinsip dan azaz pelayanan publik yang baik
4. Teliti

FS. Kemampuan Memahami SOP

Kepala Biro Perekonomian bertanggung jawab dalam pelaksanaan kenangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

pelaksanaan dan p kegiatan Biro selan]

PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN KETERIKATAN
1. ATK 1.S0F Surat masuk
2. Knmputer/Laptop 2 Lintas Bagi bbagian/Birg/l i terkait
3. Printer
4. Alal Scanner
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1.Data dan informasi snatu bahan untuk uat pengembangan dan | jang kegiatan,apabila tidak dibuat akan menghambat 1.5urat Masuk

2 Perencanaan Program Kegiatan




MUTU BAKU
Ki
No. KEGIATAN Kepala Bagian| Fungsional AORR o cccats wakil -
Kepala Biro | Sumber Daya Analis i A Daetak =Ll Gubemur Caraka Kelengkapan Waktu Output
Alam Kebijakan [, bR
T [Menerima sural terkail 5ub Bagian energi dan [Furat mask dari S
air, lalu mendisposisi Kepala Bagian untuk Perangkat 30 menit | ¥ wpe
menindaklanjuti Daerah/ Lembaga Birp
Terkait
2 [Mendisposisi surat kepada Analis Kebijakan Ahli
Muda Sub Koordinator Sub Bagian Energi dan Surat yang telah ; ;
30 meni b
Adr untuk ganalisa dan berikan Disposisi Kepala Biro 30 t |Disposisi Kabag
pertimbangan tindak lanjut sural masuk
3 |Membuat telaahan staf terkait subtansi masalah
- _ Telaahan staf dan
dan atau menyiapkan t?ural tindak lanjut dengan Disposisi Kabag, Thari |ateu Surat tindak
tatanaskah yang sesuai lanjut
4 |Memeriksa telaahan staf dan atau surat tindak Telaahan staf den
lanjut.Jika masih ada kesalahan dikembalikan e e Telaghan staf danatsu | oo fatau Surat tindak
kepada Kasubbag untuk diperbaiki, jika sudah ~ Surat tindak lanjut lanjut yang sudah
benar diparaf diparaf
5 |[Memeriksa telaahan staf. [ika masih ada Telaahan staf dan
kesalahan dikembalikan kepada Kabag untuk < N Telaalihn SIAf da stin atau Surat tindak
diperbaiki, jika sudah benar diparaf > i Surat tindak lanjut yang | oo lanjut yang sudzh
L sudah diparaf Kepala di
: iparaf Kepala
Bagian Biro
6 |Memeriksa draf naskah surat. Jika masih ada L\ Telaahan staf dan
| kesalahan dikembalikan kepada Kepala Biro Telaahan staf dan atau atau Surat tindak
untuk diperbaiki, jika sudah benar Surat tindak lanjut yang | .. |lanjut yang sudnh
ditandatangani. Apabila Surat bertdanda tangan sudah diparaf Kepala At diparaf atau
Sekda/ Gubernur, draft surat diparaf Biro litand
Asisten




MUTU BAKU
' s Kepala Bagian|  Fungsional | SO80n, | Wakil Caraka Kel Wakta Ou p
| Kepala Biro Sum::: Daya Kal:uui‘:. Zan Adin Daerah Catdraier Gubernur ‘ara elengkapan al tput
; m ebijakan Pemt nan
||| 7 |Menandatangani naskah sural, apabila bertanda Telaghan staf den
! tangan Gubernur, draft surat diparaf, _~ Telaahan staf dan atau atau Surat
| Surat tindak lanjut yang 1hari |bertanda tangan
| sudah diparaf Asisten dan alau berparaf
Sekda
8  |Menandatangani dan atau memparaf Draft Surat 1\ Telashan staf dan atau Garatbertandi
Jper thlniy dipacas olah Sekzqtay Do </ Surat tindak lanjut vang 1hari  |tangan dan atau
sudah diparaf Sekda berparaf Wagub
9 |Menandatangani Draft Sural yang telah diparaf
oleh Wakil Gubernur [Rsainn Sia tartata Sural bertanda
Surat tindak lanjut yang 1 hari | g Gubsring
._ sudah diparaf Wagub
| 10 [Meneruskan naskah sural yang ditandatang; Naskah surat yang
Gubernur atau Sekretaris Daerah atau Asisten ]E sudah ditandatangani ;
Perckonomian dan Adbang untuk p — Gubernur atau Sekda 15 menit | Surat
dan agenda sural atau Asisien
11 |Memeriksa kelengkapan surat yang sudah
ditand i untuk dilaksanakan pengiriman >| I Naskahsurat yang | 40 peni {Surat
oleh caraka | T | sudah ditandatangani
12 |Memeriksa kelengkapan surat dan 4
pendok surat sebelum disampaikan N:“:{ll;“':_: }"I:Ilgm 10 menit |Surat
kepada Caraka FUORE AHAONANG
13 |Membuat tanda terima surat yang akan g;kait S0P
i ik 4 d i at Keluar
kepedap praLdRn Eent -_-" I Bukti tanda terima 30 menit | Surat




